MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup
efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas
pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki
kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sechingga
terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. bahwa tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya
memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan
efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas,
terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan
media elektronik;

¢c. bahwa  Peraturan Menteri  Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum
dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan di bidang
kearsipan, sehingga perlu diganti; dan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sampai dengan huruf d, serta untuk
mendukung terselenggaranya ketentuan Pasal 32 ayat (3}
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik mencapai tujuannya,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian tentang Tata Naskah Dinas Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator =~ Bidang  Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
64);

7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomeor
758);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perckonomian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA
NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini
yang dimaksud dengan:

1.

10.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,
susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Format adalah susunan dan bentuk naskah yang
menggambarkan tata letak dan redaksional serta
penggunaan lambang negara, logo, dan stempel dinas.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip
Dinamis di Kementerian Koordinator  Bidang
Perekonomian;

Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip di
Kementerian Koordinator Bidang Perckonomian yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua
Arsip Aktif sebagai berkas kerja yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan di lingkungannya;

Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan Kearsipan;

Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan
dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Logo adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas
Lembaga Negara.

Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan
jabatan atau nama Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian yang ditempatkan dibagian atas kertas.
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11. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak
dan kewajiban yang melekat pada pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi
atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

14. Aplikasi Bidang Kearsipan adalah sistem pengelolaan
kearsipan yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi yang bersifat legal.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang
Perckonomian disusun dengan tujuan:

a. sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata naskah
dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian; dan

b. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk
tulisan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian maupun dengan pihak di luar Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas dimaksud pada Pasal 2
meliputi:

a. jenis dan format Naskah Dinas;

b. pembuatan Naskah Dinas;

c. pengamanan Naskah Dinas;

d. kewenangan penandatanganan Naskah Dinas; dan

[+

pengendalian Naskah Dinas.

BAB 11
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Pasal 4

(1} Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a terdiri atas:
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Naskah Dinas arahan;
Naskah Dinas korespondensi;
Naskah Dinas khusus; dan
d. Naskah Dinas elektronik.

(2) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan
pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus
dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan
tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk
hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan
penugasan.

o T p

(3) Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah Naskah Dinas yang memuat
interaksi antar unit organisasi atau antar pejabat baik
secara vertikal maupun horizontal.

(4) Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ adalah Naskah Dinas dengan format dan
keabsahan yang diatur secara khusus untuk memenuhi
persyaratan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(5) Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d adalah informasi yang terekamn dalam
media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan.

(6) Ketentuan mengenai Format Naskah Dinas tercantum
dalam Lampiran I.

Bagian Satu
Naskah Dinas Arahan

Pasal 5

Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan

c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 6

Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5§ huruf a terdiri atas:

a. peraturan perundang-undangan;

b. instruksi;

c. surat edaran; dan

d. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b disusun dalam bentuk keputusan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.

Pejabat yang berwenang menetapkan dan
menandatangani keputusan adalah pimpinan tertinggi
atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 8

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢ disusun dalam bentuk surat perintah atau
surat tugas.

Surat perintah atau surat tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat
lain yang diperintah/diberi tugas, yang memuat apa yang
harus dilakukan.

Surat perintah atau surat tugas dibuat dan
ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang
berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

Bagian Kedua
Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.
b.

Naskah Dinas korespondensi internal; dan

Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.
b.

C.

nota dinas;
disposisi; dan

surat undangan intern.



(1)

(2)

Pasal 11

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a. surat dinas; dan
b. surat undangan ekstern.

Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
sesual dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Khusus

Pasal 12

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf ¢ terdiri dari:

F@ome a0 g

Y.t
L]
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perjanjian dalam negeri;
perjanjian internasional;
surat kuasa;

berita acara;

surat keterangan;

surat pengantar,;
pengumuman;

laporan;

telaah staf;

policy paper;

policy brief;

memo kebijakan;

surat pernyataan;
notula;

sertifikat; dan

piagam.



BAB I
PEMBUATAN NASKAH DINAS

Pasal 13

Pembuatan Naskah Dinas perlu memperhatikan prinsip sebagai
berikut:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang
berwenang;

bentuk, susunan, pengetikan, ist, struktur dan kaidah
bahasa menggunakan bahasa yang formal, logis, efektif,
singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami;

dilaksanakan pengamanan terhadap Naskah Dinas sesuai
dengan Klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
dan

proses pembuatan Naskah Dinas didokumentasikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a menggunakan kertas, amplop, dan tinta.

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diawali dengan menentukan jenis dan format
Naskah Dinas.

Pasal 15

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b

menggunakan:

a.
b.

(1)

Aplikasi Bidang Kearsipan; atau
aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 16

Dalam pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 memuat unsur sebagai berikut:

Lambang Negara atau Logo;
penomoran Naskah Dinas;

penggunaan kertas, amplop dan tinta;

S

ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta
kata penyambung;

e. penentuan batas atau ruang tepi;
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(1)

(2)

3)

(1)

(2)
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f nomor halaman;

g. tembusan;

h. lampiran;

i.  tanda tangan, paraf dan cap; dan

j. perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat
Naskah Dinas.

Ketentuan mengenai bentuk, spesifikasi, contoh, ukuran,
jenis, batas, dan/atau letak unsur pembuatan Naskah
Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam
Lampiran II.

Pasal 17

Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a digunakan dalam Tata Naskah
Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang
bersifat resmi.

Selain Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Naskah Dinas dapat ditambahkan atribut
tertentu sesuai dengan karakteristik atau kebijakan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam hal terdapat kerja sama yang dilakukan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan
instansi lain, map Naskah Dinas harus menggunakan
Lambang Negara.

Pasal 18

Lambang Negara dapat digunakan pada Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas
nama pejabat yang diwalkilinya.

Lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris
pada Naskah Dinas.

Pasal 19

Penomoran Naskah Dinas memuat unsur:

a.

NI

kode klasifikasi keamanan arsip (untuk Naskah Dinas
korespondensi eksternal);

kode klasifikasi arsip;
nomor urut Naskah Dinas;
kode jabatan unit pengelola;
bulan pembuatan; dan
tahun terbit.
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Bagian Satu

Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata

Penyambung

Pasal 20

Dalam penentuan jarak spasi pada Naskah Dinas harus
memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

(1)

)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 21

Jenis huruf pada Naskah Dinas arahan yaitu Bookman Old
Style dengan ukuran 12 (dua belas).

Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi
dan Naskah Dinas khusus yaitu Tahoma dengan ukuran 12
(dua belas).

Dalam hal penulisan alamat pada kop surat, menggunakan
ukuran huruf 12 (dua belas).

Pasal 22

Kata penyambung merupakan kata yang digunakan
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman
berikutnya.

Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditulis pada:

a. akhir setiap halaman;

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;
dan

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.

Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam
elekironik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Kedua

Penentuan Batas/ Ruang Tepi, Nomor Halaman, Tembusan,

Nomor Halaman dan Lampiran

Pasal 23

Penentuan batas atau ruang tepi pada kertas bertujuan untuk
keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.

Pasal 24

Nomor halaman pada Naskah Dinas menggunakan angka arab.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 25

Tembusan Naskah Dinas memiliki tujuan untuk
menunjukan bahwa pihak yang bersangkutan perlu
mengetahui isi surat tersebut.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada
pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas.

Pasal 26

Lampiran pada Naskah Dinas harus ditandatangani oleh
Pejabat yang berwenang.

Dalam hal lampiran Naskah Dinas memiliki lebih dari satu
halaman, setiap halaman lampiran harus diberi nomor
halaman dengan angka arab.

Pasal 27

Tanda tangan, paraf dan cap merupakan bentuk pengabsahan
Naskah Dinas.

(1)

()

(3)

(1)

(2)

Pasal 28

Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas berfungsi
sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas
penanda tangan serta keautentikan, keterpercayaan dan
keutuhan informasi.

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. tanda tangan basah; dan
b. Tanda Tangan Elektronik.

Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat dan/atau staf
yang bersangkutan.

Pasal 29

Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam kertas.

Tanda Tangan Elektronik digunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam elektronik.

Pasal 30

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang
sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya
kepada Pejabat Penanda Tangan;

data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam
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kuasa Pejabat Penanda Tangan;

segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;

segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang

terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui;

terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa Pejabat Penanda Tangannya; dan

terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pejabat
penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang
terkait.

Pasal 31

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan
dan bentuk Kode QR (QR Code) yang disertai nama
pejabat penandatangan dan nama jabatan;

menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

Pasal 32

Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebelum
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, konsep
Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat
yang berwenang di bawahnya.

Dalam hal Naskah Dinas dengan media rekam kertas
tertentu, konsep Naskah Dinas dapat diparaf terlebih
dahulu oleh pejabat yang setara.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bentuk koordinasi berjenjang antar pejabat sebelum
dilakukan penandatanganan.

Fitur paraf dalam Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik dapat berbentuk catatan riwayat (log history)
Naskah Dinas dalam basis data (database) sebelum
dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang
atau fihor paraf yang terdapat pada aplikasi bidang
kearsipan.

Pasal 33

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan
paraf.
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Pasal 34
Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:

a. untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah
kanan/setelah nama jabatan penandatangan;

b. untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah
kiri/sebelum nama jabatan penandatangan; dan

c. untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah
paraf pejabat yang di atasnya.

Pasal 35

(1) Dalam hal, Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan
dan memerlukan koordinasi antar unit kerja, maka
pejabat yang berwenang dari unit terkait ikut serta
membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.

(2) Kolom paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. NOoImor;

b. pemroses;
Cc. nama;
d. jabatan; dan
e. paraf
Pasal 36
(1) Eap digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
ertas.

(2) Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. surat edaran;

surat perintah;

surat tugas;

lampiran undangan cksternal;

surat dinas yang ditandatangani oleh menteri;

perjanjian kerja sama; dan

A L

pPengumunmar.

(3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan
pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 37
Cap dinas terdiri darni:

a. cap jabatan yang khusus digunakan oleh menteri yang
memuat nama jabatan, Lambang Negara atau Logo dan
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(1)

(2)

(3)
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nama Kementerian Koordinator Bidang Koordinator.

cap lembaga yang memuat Lambang Negara atau Logo dan
nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
yang digunakan sebagai tanda keabsahan Naskah Dinas.

Bagian Ketiga

Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah
Dinas

Pasal 38

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat Naskah
Dinas dapat dilakukan dengan persyaratan harus jelas
menunjukkan jenis, materi, format Naskah Dinas atau
bagian mana dari Naskah Dinas tersebut yang disusun
perubahan, pencabutan, pembatalah, dan/atau ralat.

Perubahan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan mengubah bagian tertentu dari
Naskah Dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

Pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan karena Naskah Dinas tersebut
bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, atau
kebijakan yang baru ditetapkan.

Pembatalan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} merupakan permyataan bahwa seluruh materi
Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu
pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang baru.

Ralat Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian
materi Naskah Dinas melalui pernyataan ralat dalam
Naskah Dinas yang baru.

Pasal 39

Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah,
dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau
dibatalkan dengan Naskah Dinas yang setingkat atau
lebih tinggi.

Pejabat yang berhak menentukan  perubahan,
pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang
menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh pejabat
yang lebih tinggi kedudukannya.

Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik,
dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas.
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BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 40

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

penentuan Kkategori klasifikasi keamanan dan akses
Naskah Dinas;

perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi
keamanan dan akses yang meliputi:

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan
akses; dan

2. security printing;

Pasal 41

Kategori Klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri
atas:

a. rahasia;
b. terbatas; dan
c. biasa.

Hak akses sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf a dan
b hanya diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga
dan/atau pihak yang berwenang.

Hak akses sebagaimana discbut dalam ayat (1) huruf c
dapat diberikan kepada seluruh pegawai atau masyarakat.

Pasal 42
Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan
kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi
pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.

Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi
keamanan rahasia, dapat digunakan amplop rangkap dua.

Pasal 43

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang
memiliki klasifikasi keamanan rahasia dan terbatas dapat
menggunakan sandi tertentu sesuai dengan
perkembangan teknologi.

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang
memiliki klasifikasi keamanan biasa dapat diakses oleh
seluruh pegawai atau masyarakat.

Pasal 44

Penjelasan mengenai Pengamanan Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum dalam



- 16 -

Lampiran III.

(1)

2)

(1)

)

(3)

(1)

(2}

BAB V
KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 45

Batasan kewenangan pejabat penandatangan seluruh
jenis Naskah Dinas pada seluruh jenjang jabatan sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan mengenai contoh susunan dan bentuk batasan
kewenangan penandatangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 46

Pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani
naskah dinas dapat memberikan pelimpahan
kewenangan kepada Pejabat lain yang memiliki
kedudukan setara dan/atau berada di bawahnya.

Penggunaan pelimpahan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebut:

a. Atas Nama;

b. Untuk Beliau;

c. pelaksana tugas; atau
d. pelaksana harian.

Penjelasan mengenai contoh penggunaan pelimpahan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pasal 47
Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Penjelasan mengenai pengendalian naskah dinas masuk
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V.
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Bagian Kesatu
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 48
Prinsip penanganan Naskah Dinas masuk meliputi:

a. penerimaan Naskah Dinas masuk dipusatkan pada unit
kerja yang menangani urusan tata persuratan.

b. penerimaan Naskah Dinas dianggap sah apabila diterima
oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit
kerja yang menangani urusan tata persuratan.

¢. Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung kepada
pejabat atau staf unit pencipta arsip harus diregistrasikan
pada unit kerja yang menangani urusan tata persuratan.

Pasal 49

Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam kertas
dan media rekam elektronik dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:

a. penerimaan;
b. pencatatan;
pengarahan; dan

0

A

penyampaian.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 50

Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Naskah Dinas
yang meliputi:

1) nomor Naskah Dinas;

2) cap dinas (jika ada);

3) tandatangan atau QR Code;
4) alamat yang dituju; dan

5) lampiran (jika ada).

Pasal 51

Pengendalian Naskah Dinas keluar dilaksanakan melalui
tahapan sebagai berikut:

a pencatatan;
b. penggandaan;
pengiriman; dan
penyimpanan.

& o
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Jenis dan format naskah dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
terdiri atas:

PNXMES e LNIOTOoOZErRASTZDOIEUORR

Peraturan;
Keputusan;
Instruksi;

Surat Edaran;

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

Surat Perintah;
Surat Tugas;
Nota Dinas;
Disposisi;

Surat Undangan;

Surat Dinas;

Perjanjian Dalam Negeri;

Perjanjian Internasional;

Surat Kuasa;
Berita Acara;
Surat Keterangan,
Surat Pengantar;
Pengumuman;
Laporan,
Telaahan Staf;
Policy Paper;
Policy Brief,

Memo Kebijakan;
Surat Pernyataan;
Notula;

Sertifikat;

. Piagam; dan
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BB. Naskah Dinas Elektronik;
Peraturan

A.

1.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merupakan
naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok,
dan/atau bersifat umum yang ditetapkan dan ditandatangani olch
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka
penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
mencakup pula pedoman atau petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis.

Bentuk, susunan, dan penandatanganan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan
perundang-undangan. Naskah Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dicetak di atas kertas khusus (concord) berukuran F4.

Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Peraturan  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur
dan/atau bersifat umum yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perckonomian dalam
rangka koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Susunan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Peraturan Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

1) kop Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menggunakan lambang garuda disertai kata
“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian” yang
ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal/bold secara
simetris;

2) kata “Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

3) kata “Nomor” dan “Tahun” diikuti dengan kata “Tentang’
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

4) judul Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perckonomian ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
dan

5) kata “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” diikuti dengan
kata “Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perckonomian” ditulis dengan huruf kapital dan diakhin
dengan tanda baca koma (,) secara simetris.
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Konsiderans

Bagian konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” yang
memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang
menjadi latar belakang dan/atau dasar hukum pembentukan
Peraturan  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.

Konsiderans yang memuat lebih dari satu pokok pikiran
maka tiap pokok pikiran harus dirumuskan dalam rangkaian
kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan
dirumuskan dalam satu kalimat utuh yang diawali dengan kata
"bahwa” yang ditulis dengan huruf kecil dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma (;).

Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang memuat
peraturan perundang-undangan terkait yang dijadikan dasar
kewenangan pembentukan Peraturan Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Tahun
1945 tidak perlu mencantumkan pasal tetapi mencantumkan
jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa
mencantumkan kata Republik Indonesia.

Dasar hukum yang jumlahnya lebih dari satu peraturan
perundang-undangan, diurutkan pencantumannya dengan
memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan
dalam hal tata urutannya sama maka disusun secara kronologis
berdasarkan saat berlakunya peraturan perundang-undangan
tersebut.

Penulisan peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukum dilengkapi dengan mencantumkan Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Nomor Tambahan
Lembaran Negara Republik atau Nomor Berita Negara Republik
Indonesia jika ada, serta diletakkan di antara tanda baca kurung
dan dan diakhiri dengan tanda baca titik koma ;).

Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian memuat substansi atau materi muatan
yvang bersifat mengatur dan dirumuskan dalam bentuk pasal
secara jelas dan lugas.

Kaki
Bagian kaki Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian ditempatkan di sebelah kanan bawah pada
halaman akhir terdiri atas:

1) tempat dan tanggal penetapan Peraturan Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
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2) nama jabatan “Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

4) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan
huruf kapital tanpa mencantumkan gelar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Sekretaris

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain:

a.

naskah Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style
dengan besar huruf 12 di atas kertas berukuran F4;

Marjin:

atas (top) : 8 sentimeter;

bawah (bottorn) : 2,5 sentimeter
kiri (lef) ;2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

kop Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian tercantwmn pada tiap halaman disertai nomor
halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya yang
dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri
tanda baca (-} serta diberi jarak 1 (satu) spasi; dan

naskah Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian asli yang telah ditetapkan harus disimpan sebagai
arsip.

Format Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERERONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

}

)
PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
P 50000 ¢ oG S8 00000 005.0.0.000.0.8.4

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang DA
Mengingat 1.

)
MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG XXXXXXXX.

)
Pasal 1

Menetapkan

Ditetapkan di xxoomxx

pada tanggal Xx XXXXXXX XXXX

)

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONCMIAN,

)
(tanda tangan)

NAMA LENGKAP

Lambang garuda diikuti
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perckonomian Republik
Indonesia

Nomor dan Tahun
diikuti Judul
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian

}_4 Konsiderans

}% Dasar Hukum

Batang tubuh yang
berisi pasal-pasal

Tempat dan tanggal
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Naskah dinas peraturan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada
pihak yang berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman.
Peraturan yang didistribusikan merupakan peraturan dalam bentuk
salinan. Pendistribusian naskah dinas peraturan diikuti dengan tindakan
pengendalian.

Salinan peraturan dibuat dengan menambahkan kata “SALINAN” pada
bagian kepala peraturan yang ditulis menggunakan huruf kapital dan
dicetak tebal/bold serta ditempatkan di antara kop peraturan dan judul
peraturan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf
18 (delapan belas]).

Pada bagian tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan, tanda
tangan pejabat yang bersangkutan diganti dengan kata “ttd.” yang ditulis
dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) secara simetris.

Pada bagian kaki, ditambahkan kata “Salinan sesuai dengan aslinya”
dan ditulis nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani salinan
peraturan diakhiri dengan tanda baca koma (,) disertai dengan tanda
tangan, nama lengkap, nomor induk pegawai, dan cap Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Jenis huruf yang digunakan pada
bagian kaki yaitu Bookman Old Style dengan besar huruf 12 (dua belas).

Format distribusi naskah dinas peraturan dalam bentuk salinan
peraturan tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
SALINAN PERATURAN

Letak penulisan kata
SALINAN

Tanda tangan digant
dengan kata “tid.”

Format penulisan
pejabat

salinan peraturan

XXXXXXXX XXXXXXXX XXEXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX

SALINAN

PERATURAN XOOO{XXXX  XOOOXXXX XO0OKKXX XXX XXX
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
P 00000 0T 09.9.9.0.0.0.900.9.9.9.9.9.¢.0.

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)
KOO, XXX 20000CKK X0000000K 000X XX,

Menimbang

a.
b. EXXXXXXE XXXXAXAE XXXAAXXY XEXEXIXAART IXNXANAX
C

Mengingat 1.
2. ZXEXXXXXXX XXXXZXXX XEXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,
3

)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN 3O0O00KXX XZ00KK 200000 XXX
XXXXXXXX TENTANG XXXXXXXX.
)
Pasal 1
XXXXXXX XXXXKXK XXXEXXX XEXXXXK XOXXXX XXXRXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXKXX XXXXXEX XXXKXXX XEXXXXX.
)
Pasal 2
XXXXXXX XXXXXXX XEXXXXX XXAXXKX XXAXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXAXKXX XXXXXEX XKXXXXX XXXXXXX.
)
Pasal 3
XXXXXXX XXXXXXX XEXAXXX XXXXXXX XXAXXKX XXAXKXX XXEXXRX
XXXXAXX XXXXXXX XXXXXXX XXXAXXK XXXAXXX.
)
)
Ditetapkan di xxxxx=xx
pada tanggal xIx XXXEXXX XEXX
}
XXXXXXXX  XO00OKXXX XOOO3XXX X0O03XX
OO XOOXKXX,
)

ttd.
)
NAMA LENGKAP
)
)
Salinan sesuai dengan aslinya
[Nama Jabatan],

)
[tanda tangan dan cap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]

)
[Nama Lengkap]
[Nomor Induk Pegawai]
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Keputusan

Keputusan adalah naskah dinas yang bersifat menetapkan, tidak

bersifat mengatur, dan merupakan dasar hukum pelaksanaan kegiatan,
yang digunakan untuk:

1.
2.

menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal; atau
menetapkan/mengubah suatu hal selain status kepegawaian, antara
lain susunan kepanitiaan/keanggotaan/tim, pelimpahan wewenang,
dan/atau peristiwa lainnya.

Naskah dinas keputusan terdiri atas:

1.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Keputusan Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian
merupakan keputusan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perckonomian dalam rangka
penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan
dalam hal:

a. substansi bersifat strategis; dan

b. melibatkan unit eselon I dan/atau lintas kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian.

Susunan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perckonomian terdiri atas:

1) kop Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
menggunakan lambang garuda disertai kata “Mentert
Koordinator Bidang Perekonomian” yang ditulis dengan
huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara. simetris;

2) kata “Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia” ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

3) kata “Nomor” dan “Tahun” diikuti dengan kata “Tentang’
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

4) judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

5) kata “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” diikuti dengan
kata “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca koma (,) secara simetris.

b. Konsiderans

Bagian konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” yang
memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang
menjadi latar belakang dan/atau dasar hukum pembentukan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
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Konsiderans yang memuat lebih dari satu pokok pikiran
maka tiap pokok pikiran harus dirumuskan dalam rangkaian
kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan
dirumuskan dalam satu kalimat utuh yang diawali dengan kata
"bahwa" yang ditulis dengan huruf kecil dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma (;).

Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang memuat
peraturan perundang-undangan terkait yang dijadikan dasar
kewenangan pembentukan Keputusan Mentert Koordinator
Bidang Perekonomian.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Tahun
1945 tidak perlu mencantumkan pasal tetapi mencantumkan
jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa
mencantumkan kata Republik Indonesia.

Dasar hukum yang jumlahnya lebih dam satu peraturan
perundang-undangan, diurutkan pencantumannya dengan
memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan
dalam hal tata urutannya sama maka disusun secara kronologis
berdasarkan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan
peraturan perundang-undangan tersebut.

Penulisan peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukum dilengkapi dengan mencantumkan Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Nomor Tambahan
Lembaran Negara Republik atau Nomor Berita Negara Republik
Indonesia jika ada, serta diletakkan di antara tanda baca kurung
dan dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Batang Tubuh

Batang tubuh Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian memuat substansi atau materi muatan yang
bersifat menetapkan dan dirumuskan dalam bentuk pasal atau
diktum secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pereckonomian yang dirumuskan dalam bentuk diktum memuat
substansi atau materi muatan yang terkait dengan penetapan
atau perubahan status di bidang kepegawaian. Penulisan diktum
diuraikan dengan bentuk bilangan bertingkat (kesatu, kedua,
ketiga, dan seterusnya).

Kaki
Bagian kaki Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian ditempatkan di sebelah kanan bawah pada
halaman akhir terdiri atas:

1) tempat dan tanggal penetapan Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian;
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2) jabatan “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca koma (,);

3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian; dan

4) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan
huruf kapital tanpa mencantumkan gelar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian antara lain:

a.

naskah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf
12 di atas kertas khusus (concord) berukuran F4;

Marjin:

atas (top) : 8 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (left) : 2,5 sentimeter
kanan (right) ;2,5 sentimeter

kop Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
tercantum pada tiap halaman disertai nomor halaman dimulai
dari halaman 2 dan seterusnya yang dicantumkan di bagian atas
tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi
jarak 1 (satu) spasi; dan

naskah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian asli
yang telah ditetapkan harus disimpan sebagai arsip.

Format Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perckonomian

dalam bentuk pasal atau diktum tercantum dalam contoh sebagai
berikut:
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CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DALAM BENTUK PASAL

<

REPUBLIK INDONESIA
)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

)
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR XX TAHUN XXXX

TENTANG

OO0 XXX XOOKXXXX

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)

PEREKONOMIAN TENTANG X3C0OKXX.

)
Pasal 1

EXXXEERE XEFEXXXXX XEXXXXXXK XXXXXXX XIXXXXX XAXXEXX
XXXEINE XXXAXXX XEXXEKXXK XXEKXXAX.

)
Pasal 2

XXTXXXE XXXAXRR EXAAAXR XXXXXXHX XXXXXXE EXXXXXX
XXYXXYX XEXXEXX XEXXEXXK ZEXXNAXX,

)
Pasal 3

EXXEXXEX XXEXAEXAX XXEAXKA XXXXXXX XXXXXXE XXXEXXX
EXXEXRX XXOXXX EXXXXXEK XXXERXX.

)
)
Ditetapkan di xxxxxxxx

pada tanggal XX XXXXXXX XXXX

)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

XXXXEXXK XEXXEXXXEXX ZXXXXXXE m;
EEXEANRN XIFREKKX XEXXXXXEXX EXXXXENX,
dst;

)
XEXXXEEXRK XXXXEXXXK ZXREXXXKEX m‘,
ZXXXXRXK XXXXXXXX XXXXXXXX EXXXXXXX;
dst;

)

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR

NAMA LENGKAP

BIDANG

Lambang garuda diikuti
kata Menteri Koordinator
Bidang Perckonomian
Republik Indonesia

Nomor dan Tahun
diikuti Judul
Keputusan Menteri
Koordinator Bidang
PerekonomianNomor

Konsiderans

Dasar Hukum

/e o

Batang tubuh memuat
substansi atau materi
muatan yang bersifat
penetapan atau
perubahan Batang
tubuh memuat
substansi atau materi
muatan yang bersifat
mengatur

Tempat dan tanggal
penetapan




- 30 -

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DALAM BENTUK DIKTUM

MENTERI KOORDmATOﬂ ﬁIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX TAHUN XXX
TENTANG
XXXXXX 2000XXKX XXXXKXKXXX

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimnbang

Mengingat : 1.

)
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
PEREKONOMIAN TENTANG X3C00KX.

)
XRXXXAX XXXXXKX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXEXXXX XXEXXXX.

)
XXEXIKK XRRXEXX XAXXKKX XKXXXXX XXXXEXXX
XXXXXXX XXKXXXX XXXXXXX.

)
XXXXKXX XEXXAXX XAXXXXX XXEXXXX XXXXXXX
OOOMX XXAXXEX  XKAXXXX.

}
}

Ditetapkan di xxxxxxxx
pada tanggal xx XXXXXXX XXXX

Menetapkan BIDANG

KESATU XXXXXXX

XXXXHEX

XEXXERXX
).9:9.9.9.9.9.4

KEDUA

KETIGA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,
)

{tanda tangan)

)
NAMA LENGKAP
)

SALINAN Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini

disampaikan kepada:
1, oxoxx OXXIXX IXXEXXX  XXXKRXX  XXXKXAX  XXAXKEX;
2. dst;

)

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Lambang garuda diikuti
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomiar Republik
Indonesia

Nomor dan Tabun
diikuti Judul
Keputusan Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon |

Konsiderans

Dasar Hukum

/el

Batang tububh memuat
substansi atau materi
muatan yang bersifat
penetapan atau
peruibahan di bidang
kepegawaian

A

Tempat dan tanggal
penetapan
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Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I merupakan
keputusan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon [ dalam rangka Lkoordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan di bidang
perekonomian atau untuk menjalankan pendelegasian wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1 ditetapkan dalam
hal:

a. substansi bersifat teknis;

b. melibatkan unit eselon I atau lintas kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian;

c. menetapkan atau mengubah status di bidang kepegawaian sesuai
dengan pendelegasian wewenang; dan/atau

d. menetapkan hal lain dalam rangka menjalankan pendelegasian
wewenang atau tugas ex-officio yang telah ditetapkan.

Susunan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I terdiri atas:
a. Kepala

Bagian kepala Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian terdiri atas:

1) kop Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1
menggunakan lambang garuda disertai “Nama Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I” yang ditulis dengan huruf
kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris;

2) kata “Keputusan dan Nama Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon I” ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

3) kata “Nomor” dan “Tahun” diikuti dengan kata “Tentang”
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

4) judul Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I ditulis
dengan huruf kapital secara simetris; dan

5) kata “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” diikuti dengan
“Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I” ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma
(,) secara simetris.

b. Konsiderans

Bagian konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” yang
memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang
menjadi latar belakang dan/atau dasar hukum pembentukan
Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1.

Konsiderans yang memuat lebih dari satu pokok pikiran
maka tiap pokok pikiran harus dirumuskan dalam rangkaian
kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan
dirumuskan dalam satu kalimat utuh yang diawali dengan kata

"bahwa" yang ditulis dengan huruf kecil dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma (;).

¢. Dasar Hukum
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Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang memuat
peraturan perundang-undangan terkait yang dijadikan dasar
kewenangan pembentukan Keputusan Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon 1.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Tahun
1945 tidak perlu mencantumkan pasal tetapi mencantumkan
jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa
mencantumkan kata Republik Indonesia.

Dasar hukum yang jumlahnya lebih dari satu peraturan
perundang-undangan, diurutkan pencantumannya dengan
memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan
dalam hal tata urutannya sama maka disusun secara kronologis
berdasarkan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan
peraturan perundang-undangan tersebut.

Batang Tubuh

Batang tubuh Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I
memuat substansi atau materi muatan yang bersifat menetapkan
dan dirumuskan dalam bentuk pasal atau diktum jelas dan lugas.

Batang tubuh Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I
yang dirumuskan dalam bentuk diktum memuat substansi atau
materi muatan yang terkait dengan penetapan atau perubahan
status di bidang kepegawaian sesuai dengan pendelegasian
wewenang. Penulisan diktum diuraikan dengan bentuk bilangan
bertingkat (kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya).

Kaki

Bagian kaki Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I
ditempatkan di sebelah kanan bawah pada halaman akhir terdiri
atas:

1) tempat dan tanggal penetapan Keputusan Pimpinan Tinggi
Madya/Eseclon I;

2} jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma {,);

3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I; dan

4) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan
huruf kapital tanpa mencantumkan gelar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Keputusan Pimpinan

Tinggi Madya/Eseclon I antara lain:

a.

naskah Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I diketik
dengan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf 12 di
atas kertas berukuran F4;

Marjin:

atas (top) : 8 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lefy) : 2,5 sentimeter
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kanan (right) : 2,5 sentimeter

c. kop Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I tercantum pada
tiap halaman disertai nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan
seterusnya yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan
didahului dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu)
spasi; dan

d. naskah Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1 asli yang
telah ditetapkan harus disimpan sebagai arsip.

Format Keputusan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I dalam
bentuk pasal atau diktum tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I
DALAM BENTUK PASAL

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
KEPUTUSAN X000 KOO0 XXX

NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
P 9.9.9.9.9.9.9.Q15.9.6.0.0.0.9.0. Q1D 9.0.$.6.9.9,4.¢

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
)

XOOOCOHKX 2000000 XOO00BIX XOOBXXX XX XX,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

XXXXXEXX
p:9.9.9:9.9.9.9.44

L

W=

)
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN 00000 20000 300000 20008XX
TENTANG X2C000CK.

)
Pasal 1

XXXXXXX XEXXEXXR XXFXXXX XXXXEXRK EXEREXXX EXXEEXXX
IXEXEXX XAXIAXR EAXKAXX XEXXEXEX.

Ditetapkan di xxxzxx=z%x
pada tanggal xx XXXXXX XXXX

)
) 0.0.0.0.0 0.0 QD 409900005 6.6.0.6.0.0.0.QED §5.45.0.8.40 ¢
).9.9.0.0.0.0.0.80D.9.9.9.9.9.0.0.8
)
(tanda tangan)

)
NAMA LENGKAP

—r—

Lambang garuda diikuti
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Kata Keputusan diikut
nama jabatan
Pimpi N
Madya/Eselon I

Nomor dan Tahun
diikuti Judul
Keputusan Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon |

nama
Pimpinan
Madya/Eselon I

jabatan
Tingei

Konsiderans

Dasar Hukum

Kata Keputusan diiloati
nama jabatan
Pimpinan Tinggl
Madya/Eselon 1 dan
Judul Keputusan
Pimpinan inggi
Madya/Eselon I

D U Sl adily il v N

L

Batang tubuh memuat
substansi atau materi
muatan yang bersifat
penetapan atau
perubahan

S~

Tempat dan tanggal
penetapan

pal

Nama jabatan

Madya/Eselon I
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CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I
DALAM BENTUK DIKTUM

b

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA
)
)

KEPUTUSAN 300000 X33O0 X00003KX

NOMOR XX TAHUN XXXX

TENTANG

EOCCEE. X0000000 XXX XXX

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)
OO X303 20000000 XOIXXXXX  XOOXXKXXX,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

SALINAN

PETIKAN

a.
b. XRXXXXKX
c

1.
2. KEXHXXKAX
3

)
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN XOOOOXXK XXX X X000 X308000K
TENTANG 2000003,

EXINARX
XXXXXXX

)
XXXXXXX
OOOEXK

)

)

)
)

Ditetapkan di xxxxxxxx

AXFOOEE XOEXER TXEERX XXEXRIARXR EEXXREXX
XXARXEX EXXEXFX XIXXXXX,

XXAXXEXX EXXXXXX XXXXXEXX XAXXXXEX XXXXXXI
XXX XAXXEXE® XEOOUNE,

EXXXXXX XXXXXXX XEXAXXXX XXXXXXX XXXXIXX
EXXXRXX XEXEXXEXX XEXFKEXX.

pada tanggal xx =ZXXXXXX XXXX

)

XXXKXXKK  XXXXXXXX  OOXXXXX XXXXXXX

.0.0.9.0.0.0.0.005.9.5.9.9.0.0. 0.4

)

(tanda tangan)

)
NAMA LENGKAP

)
)

Keputusan XXXXxXxx XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ini

disampaikan kepada:
1. EXFEEXXX XXXIXAXX XEXXEXXX XEXXEKXXX XEEXRXXXEX FIFXXRX,
2. dst;

)

Keputusan xxxxxxx XXIXXXX XXXXXXX XOOXKXX  XXXXXXX ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lambang garuda diikud
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Kata Keputusan diikuti
nama jabatan Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon 1

Nomor dan Tahun
diikuti Judul
Keputusan Fimpinan
Tinggi Madya/Eselon I

nama
Pimpinan
Madya/Eselon 1

jabatan
Tinggi

Konsiderans

Dasar Hukum

Kata Keputusan diikuti
nama jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon [ dan
Judul Keputusan
Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon 1

Batang tubuh memuat
substansi atau materi
muatan yang bersifat
atau
perubahan di bidang

i

:

el il Uy sty ady YL v N i

penctapan
Nama jabatan
Fimpinan Tingegi
Madya/Eselon I
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3. Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II

Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II merupakan
keputusan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II dalam rangka penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi  perumusan, pelaksanaan serta  pengendalian
pelaksanaan kebijakan di bidang perckonomian atau untuk
menjalankan pendeclegasian wewenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II ditetapkan dalam
hal:

a. substansi bersifat teknis;
melibatkan internal unit eselon II; dan/atau

c. menetapkan hal dalam rangka menjalankan pendelegasian
wewenang atau tugas ex-officio yang telah ditetapkan.

Bentuk, susunan, dan format Keputusan Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II sama dengan format naskah dinas Keputusan
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1.

Distribusi Naskah Dinas Keputusan

Naskah dinas keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Perckonomian, Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, atau
Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II didistribusikan kepada pihak yang
berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman. Keputusan yang
didistribusikan merupakan keputusan dalam bentuk salinan atau petikan.
Pendistribusian naskah dinas peraturan diikuti dengan tindakan
pengendalian.

Salinan dibuat pada keputusan yang telah ditetapkan memuat
substansi atau materi muatan selain di bidang kepegawaian. Salinan
keputusan dibuat dengan menambahkan kata “SALINAN” pada bagian
kepala peraturan yang ditulis menggunakan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold serta ditempatkan di antara kop peraturan dan judul peraturan
menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf 18
(delapan belas).

Petikan dibuat pada keputusan yang telah ditetapkan memuat
substansi atau materi muatan di bidang kepegawaian. Petikan keputusan
dibuat dengan menambahkan kata “PETIKAN” pada bagian kepala
peraturan yang ditulis menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal/ boid
serta ditempatkan di antara kop peraturan dan judul peraturan
menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf 18
(delapan belas).

Pada bagian tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan, tanda
tangan pecjabat yang bersangkutan diganti dengan kata “ttd.” yang ditulis
dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik {.) secara simetris.

Pada bagian kaki salinan keputusan ditambahkan kata “Salinan
sesuai dengan aslinya”, sedangkan pada petikan keputusan ditambahkan
kata “Untuk petikan yang sah” dan ditulis nama jabatan pejabat yang
berwenang menandatangani salinan atau petikan keputusan diakhiri
dengan tanda baca koma (,) disertai dengan tanda tangan, nama lengkap,
nomor induk pegawai, dan cap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Jenis huruf yang digunakan pada bagian kaki yaitu
Bookman Old Style dengan besar huruf 12 (dua belas).
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Contoh format salinan atau petikan keputusan sebagai berikut:

CONTOH FORMAT
SALINAN KEPUTUSAN

= -

EXXXXXXYX XXXXXXXX XXXXIXXXX XXXXEXXXX

Letak penulisan kata H XXXXXXXX XXXXXXXX
SALINAN
SALINAN
KEPUTUSAN JOOOCKKXX  XIOOOOGKK  XOOOKKXXX  XXXXXOKX
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG

XOOOOXXX XIOOXK X0008KXX
)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)
):9.9.9.9.9.0.0.01D.9.9.9.9.0.00.41D.5.9.9.9.6.5 4. S5 0.0.0.0.¢.¢. 0 G5 ¢.0.9.9.9.9.0. 4

Menimbang

E
|
|
|
|

Mengingat

|
E
|
|
|

)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . KEPUTUSAN XCCODOOX XOOOOXXX 3000000 X030
OO TENTANG X008000080
)
Pasal 1
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXKXX XXXXXXX XXXAXXX XXXXXXX
EXXXXEXXX XXXXEXX XXXKXXX XXXXXXX XXXXXXX.
)
Pasal 2
XXXXXXX XEXXEXX XXXXEXX XXXEEXX IEXXXXX XXXAIXX XXXXXXX
EXXXXRXE XEIFZFFX KXXKEXF, XEZXXEE XXERERX.
)
Pasal 3
EXEEERXX XXZXAXHK XXXXEXXE XXIXXER® XAXIXXAX XXXXIXR XXXXXIXX
XXXXXXX XXXAXXX XXTKXXX XIXXXXXX XXXXXXX.

)
)
Ditetapkan di xxcoooxx
pada tanggal xx TEXXXX XXXX

)
).9.0.9.0.0.0.0.800.6.6.0.0.0.0.0. 015 9.0.6.9.0.0.0. G55 9.9.9.0.9.9.0.4

Tanda tangan digant
dengan kata “ttd.”

- XXKXXKKK  XKXXKXKXX,
)
% ttd.

)
NAMA LENGKAP
)

)
Salinan sesuai dengan aslinya

Format penulisan [Nama Jabatan],
pejabat yang )

ot and:em }ta.nda tangan dan cap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

[Nama Lenglap]
[(Nomor Induk Pegawai]
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CONTOH FORMAT
PETIKAN KEPUTUSAN

Letak penulisan kata

PETIKAN

Tanda tangan digant
dengan kata “ttd.”

PETIKAN

KEPUTUSAN 3O000XX 3C0OOKXX X200000K  X0XXXX
NOMOR XX TAHUN XXXX

TENTANG

b 950550 0G5 0.0 S0 0.0.015.9.9.9.6,6.9.9.¢

)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)
XOOOOOIEX 300G X0C0000K X3E0OOOO0 XOOOXXX,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Menetapkan

)
)

)
)

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN X3OOOOOO 300000 XOOOXEXKX XXX

XXX XXXX TENTANG XOXXXXX.

)

KESATU XXXXXXK XXXXXXX XXEXXXXX XXXEEXX XXXXXXX XXXAXXX XXXXXXX
XXXEXAX XEXEXXX XXFEXEXX XEXXXXEXE XIEXEXXXX.
)
KEDUA XXXXAXX XXXAXXX XXXXXXX XXXXXXX IXXXXEX XXXEXXX XXXXXXX
EXXXRXX XXXEXXX XXXXXXX XXXXXEX XXXXXXX
)
KETIGA XXXXAXX XXXXXXX XXEXXXX XXXXXXX XXXEXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
)
)
Ditetapkan di xxxxxxxx
pada tanggal XX IXXXXXX XXXX
)
P06 000000 5.5 5.0 000U 000090008 608.0.0.4
).9.6.9.0.6.0.0. 81D ¢.9.9.6.6.0.0. 8
)
ttd.
)
NAMA LENGKAP
)
)

SALINAN Keputusan XXXXXXX XXEXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ini

disampaikan kepada: dst;
)

PETIKAN Keputusan XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

)

Untuk petikan yang sah

[Nama Jabatan],

}

[tanda tangan dan cap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]

[Nama Lengkap]
[Nomor Induk Pegawai]

)

Yth. Sdr. /Sdri. xxxxxxx
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Instruksi

Instruksi merupakan naskah dinas vyang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam
rangka yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan atas pelaksanaan
suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Susunan instruksi terdin atas:

1. Kepala
Bagian kepala instruksi terdiri atas:

a. kop Instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
menggunakan lambang garuda disertai dengan kata “Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian” yang ditulis dengan huruf
kapital dan dicetak tebal/bold secara simetris;

b. kata “Instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

c. kata “Nomor” dan “Tahun” diikuti dengan kata “Tentang” ditulis
dengan huruf kapital secara simetris;

d. judul Instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditulis
dengan huruf kapital secara simetris; dan

e. kata “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” diikuti dengan kata
“Instruksi Koordinator Bidang Perckonomian Republik Indonesia”
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma
(,) secara simetris.

2. Konsiderans

Bagian konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan/atau dasar hukum
pembentukan Instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Konsiderans diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam
bentuk paragraf yang diawali dengan kata “dalam rangka” atau
“menindaklanjuti” dan diakhiri dengan kata “dengan imi
menginstruksikan” disertai dengan tanda baca titik dua (:).

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Instruksi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian memuat substansi atau materi muatan yang bersifat
perintah dan dirumuskan dalam bentuk diktum secara jelas dan lugas.
Penulisan diktum diuraikan dengan bentuk bilangan bertingkat
(kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya).

4. Kaki

Bagian kaki Instruksi Menteri Koordinator Bidang Pereckonomian
ditempatkan di sebelah kanan bawah pada halaman akhir terdiri atas:

a. tempat dan tanggal dikeluarkannya Instruksi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian;

b. jabatan “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian;
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d. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital tanpa mencantumkan gelar; dan

e¢. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan instansi
(jika diperlukan).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Instruksi Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian antara lain:

1.

naskah Instruksi Menteri Koordinator Bidang Perckonomian diketik
dengan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf 12 di atas
kertas khusus (concord) berukuran F4;

Marjin:

atas (top) : 8 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lefi) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

kop Instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tercantum
pada tiap halaman disertai nomor halaman dimulai dari halaman 2
dan seterusnya yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan
didahului dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi;
dan

naskah Instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian asli yang
telah ditetapkan harus disimpan sebagai arsip.

Format Instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam

bentuk pasal atau diktum tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

INSTRUKSI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDINATOR BtDAN G PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
INSTRUKSI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
KOOKKKKK KOOKK XO00KXX

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

)

)
Dalam rangka/menindaklanjuti Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXEXKXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXEXXAXKX XXXXXXEXX XXXXXXXX XXIEXXXX XI(EXXXX XXAXXXAX XEXXXEXX
xxxxx, dengan ini menginstruksikan:

)

Kepada HE XAXXKZRE XXAXXXXX XXEXXXXXX XXKXXXXX XEXXXXXXX,
2. XEAXXAXKR XEXAXXXX XXXXXKXX XXXXXXXX XAXXXXEX,
3. dst;
)
Untuk :
KESATU XXXXXEX XXXXXXX XXXXXXX XXXXEXXX XXXXIXX XXXXXXX XEXXXXX
XXEXXXX XXXXXXX XXXXAXX XXIXXXX XXXXXXX
)
KEDUA XXXIXXX XXXIXXXE XEXXAXX XXXXXXX IXXXKXEX XEXXXXX XXXXXXX
EXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XEIRXXX XXXXXXX
}
KETIGA XXXXAXX XEXLXAX XXRRXXKX XXXXEXX XAXXXXX XEXIXXXX XXXXXXX
XXEXEAR XEXXAXX XXXEXXX XXXXXXX XEXXXXXX
)
)
Dikeluarkan di xxxxxxxxX
pada tanggal XX XXXXXXX XXXX
)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,
)
{tanda tangan)
)
NAMA LENGKAP
)
)
Tembusan Yth.:
1. XXXXXXX XAXXARX XEXXXXXX XXXEXXX XXXRXXX XXXXXXX;
2. dst;

Lambang garuda diikuti
kata Menteri Koordinator
Bidang  Perekonomian
Republik Indonesia

Nomor dan Tahun
diikut Judul Instruksi
Menteri Koordinator
Bidang Perckonomian

HKonsidcrans

Batang tubuh memuat
substansi atau materi
muatan yang bersifat
perintah

Tempat dan tanggal
penetapan

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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Distribusi Naskah Dinas Instruksi

Naskah dinas instruksi yang telah dikeluarkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian didistribusikan kepada pihak yang
berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman. Pendistribusian
naskah dinas instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian.

Salinan instruksi dibuat dengan menambahkan kata “SALINAN” pada
bagian kepala peraturan yang ditulis menggunakan huruf kapital dan
dicetak tebal/bold serta ditempatkan di antara kop peraturan dan judul
peraturan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf
18 (delapan belas).

Pada bagian tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi, tanda
tangan pejabat yang bersangkutan diganti dengan kata “ttd.” yang ditulis
dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) secara simetris.

Pada bagian kaki salinan instruksi ditambahkan kata “Salinan sesuai
dengan aslinya” dan ditulis nama jabatan pejabat yang berwenang
menandatangani salinan instruksi diakhiri dengan tanda baca koma (,)
disertai dengan tanda tangan, nama lengkap, nomor induk pegawai, dan
cap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jenis huruf yang
digunakan pada bagian kaki yaitu Bookman Old Style dengan besar huruf
12 {(dua belas).

Contoh format salinan Instruksi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
SALINAN INSTRUKSI

Letak penulisan kata

Tanda tangan diganti
dengan kata “ttd.”

Format penulisan
pejabat

menandatangani
salinan instruksi

A

S ¥
R *

XXXXEXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XEXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX

SALINAN

INSTRUKSI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX TAHUN 20X
TENTANG
:9.9.9.0.9,0.0.455.9.0.0.0.0.9.0.915.9.9,9.9,9.9.0.¢

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

)

)
Dalam rangka/menindaklanjuti XXxxxxxx XEXEXIXX XXEXXAX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXEX XXXXXXXX XXXXXXXX XAXKKXXX XEXXXXXX XXXXXXEX XEXIXXXX XXAXXXXX
xxxxxxxx, dengan ini menginstruksikan:

)

Kepada ;1. AKX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXAXEX XXXXXXXX;
2. IXXXEXXX XXXXXXXX XEXXXXXXX XXXXZXXX XXXXXXXX,
3. dst;
)
Untuk :
KESATU EXXXAXXX XXXAXXX XXXAXXX XXXXXXX XXXXXEKX XXIXXXX XXXXXXX
XXEXXXXX XXXAXXX XXXXXXX XXXEIXX XXXXXXX.
)
KEDUA EXXAXXK XKXXXXXE XEXXEXXX XXXEAXX IAXXXXX OOODCK XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.
)
KETIGA EXXEXXXL XKXXXXX XXEXXXX XXIXXXX XXXXXXX XXXXXXX XEXXXXX
EXAXXXK XXRXXXX XXXXEXX XXXXXXX XXXXXXX.
)
)
Dikeluarkan di xxxz=xxxx
pada tanggal xx XOOXXXX XXXX
)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,
)
ttd.
)
NAMA LENGKAP
)
)
Tembusan Yth.:
1. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ZXXXXXXX XXIXXXX,
2. dst;

)

)

Salinan sesuai dengan aslinya
[Nama Jabatan],

)

[tanda tangan dan cap Kementerian Koordinator Bidang Perckonomian]

)
[Nama Lengkap]
[Nomor Induk Pegawaij
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Surat Edaran

Surat Edaran merupakan naskah dinas yang ditetapkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, atau Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II yang
ditunjuk dan/atau mendapat pendelegasian kewenangan sesuai dengan
tugas dan fungsi terkait hal tertentu yang dianggap penting dan bersifat
mendesak. Susunan Surat Edaran terdiri atas:

1. Kepala

Bagian kepala Surat Edaran terdir atas:

kop Surat Edaran yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Menteri Koordinator
Bidang Perckonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

kop Surat Edaran yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon Il menggunakan lambang garuda disertai dengan
kata “Kementerian Koordinator Bidang Perckonomian” dan “Nama
Unit Kerja” yang ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

kata “Yth.” diikuti nama jabatan yang dikirimi Surat Edaran;

kata “Surat Edaran” dan “Nomor” ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

kata “Tentang” diikuti dengan “Judul” Surat Edaran ditulis
dengan huruf kapital secara simettis.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Edaran memuat substansi atau materi

muatan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan bersifat
mendesak.

aoo g o

f.

3. Kaki

Batang tubuh Surat Edaran terdiri atas:

latar belakang atau uraian singkat mengenai pokok pikiran;
maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

dasar yang memuat peraturan perundang-undangan atau naskah
dinas lain yang menjadi dasar pembentukan;

isi mengenai hal tertentu yang dianggap penting dan bersifat
mendesak; dan

penutup.

Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan bawah

pada halaman akhir terdiri atas:

a.
b.

tempat dan tanggal ditetapkannya Surat Edaran;

jabatan “Menteri Koordinator Bidang Perckonomian Republik
Indonesia, Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma {(,};
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o

tanda tangan pejabat yang menetapkan Surat Edaran;

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital tanpa mencantumkan gelar;

e. cap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal Surat
Edaran ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perckonomian atau cap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam hal Surat Edaran ditetapkan oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Esclon II; dan

f. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan instansi
(jika diperlukan).
Hal-hal yang perha diperhatikan dalam Surat Edaran antara lain:

naskah Surat Edaran yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diketik dengan jenis huruf
Bookman Old Style dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus
(concord) berukuran A4;

naskah Surat Edaran yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style
dengan besar huruf 12 di atas kertas berukuran A4;

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lefl) . 2,5 sentimeter
kanan (right) 1 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 {satu) spasi; dan -

naskah Surat Edaran asli yang telah ditetapkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Edaran tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

SURAT EDARAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXKX XXXXXXXX

)
)

Yth.:
1. XXXXKXKXKX ZXXXXXXX XXXXEXXX
2. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
3. dst.
)
)
SURAT EDARAN
NOMOR ; JOOO(XXXK 3OOO00IKX X000000K
)
TENTANG
XOOOTET, 300000 3000000 XXX XX
}
)
1. Latar Belakang
XXXXXXKX XXXXXXXX XXXXXIXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXEX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXKXXX XEXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
)
2. Maksud dan Tujuan
XXXXXXXX XXXEXXXEX XXXXXXXX XXEXXKXX XEXXXXXX XXXXXXXX XXXEXXXX
XXXXXXXE XXXXXEXYX XXXXXXKX XXEXKXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
)
3. Ruang Lingkup
IO EERRNERTR XXX TAREXXXXE B O OCR. EXXHNAXRE
EXEEERREEE XEXAXERXX XXXXEXXXX XXXEXXEXX X3OODOOK XXXXEEXX EXXIEEIX
)
4. Dasar
XXFXIAXK XXXXXXKX XAXCIENX  XXXXXXEX XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXEXXXX
XXXXXXXX XAXAEXXX FEXXIEXX XEXEXEXKKX XXEXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
)
5. Isi Surat Edaran
EXXAXAAE = XAXKXXKE XEXXXXKXX XXXAXXEX XXXXXXXX XEXXXXXX = XXXEXEXXXX
XXXXXXXX XXEXXXXX XXXXXAXX XXXEXXXX XXXXKXXX XXXXXXXX XAXXXXXX
)
6. Penutup
EXXEXXEEX O pos 00 0004 EXXEXXAE O IOUCSOOOORR. XXEXXKERER
EXXAXXXER XXXXEXXX XEXXEXERX XFEXXXRX XXXXXEEXX XERXEERR XERREXAXE
)
)
Ditetapkan di xxxxxxx
pada tanggal Xx TXXXEXXX XXXX
)
ICOOOC0EK Xo0C0003 XBODo0OX X0 XX
),9.9.9.6.9.0.0.415.9.0.9.6.9.0 5.4
)
[tanda tangan dan dan cap)
)
NAMA LENGKAP
)
)
Tembusan Yth.:

1.
2.

IXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XEXXEXX XXXXXXX,
dst;

Lambang garuda diikuti
kata Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

} ! Nomor Surat Edaran

: ! Judul Surat Edaran

Batang tububh memuat
substansi atau materi
muatan terkait ‘hal
tertentu yang dianggap
penting dan  bersifat
mendesak

Tempat dan tanggal
penetapan

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan imstansinya jika
diperlukan
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CONTOH FORMAT

SURAT EDARAN PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I ATAU

PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
XXXXXEXX XXXXXXXX XXEXXXEXXX XXXXXXXX
)
)

Yth.:
4. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXEX
5. OO X XEFXXERX ERERNERER
6. dst.
|
SURAT EDARAN
NOMOR : XXXXXXXX X000 OO
)
TENTANG
p9.0.9.0.0.0. 0885 ¢.9.0.6.6.0. 0015 9.9.0.9.6.0.0. 8. 6.9.9.5.0.9.0.4
)
)
7. Latar Belakang
XAXXEXXX XXXAXKRKX XXXXXXXX = XXXXXAXX XXXXXXXX XXXXXXXX  EXXXXXXX
XXXXRXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
)
8. Maksud dan Tujuan
RAXXAXRX XXAXXKRX XXXXXXXX XXXXIXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXEXXX
XOXEXXE XXEXXXEX XXEERXEEX XEXXEXXEX XXXAXXXXK XXXXRXXXX XXXEXXEE
)
9, Ruang Lingkup
XXXXXXXX XXXXXKXX XXXXXXXX XEXXXXXX IXXXXXEX XXXXXXXX XXXXEXXX
XXCIXAXX XXEXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXRXXXX XXXEXXXX XXXXXXXX
)
10. Dasar
XEXXXXXXRK XXKXXXXX XEKXXXEXX IXXKKXXX XXXXXXXX XXEXXXXX XXXXXXRX
XXXKXXRX XOOEXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXEX XXXXXXXX
)
11. Isi Surat Edaran
AR XXXXXXXR p8.9.0.49.0.9.9.4 p:0.9.0.0.9.0.5:4 XXXEXXEXX EXRAEXCRR EXXEXXXR
XXAXEXIRR XEXXEXXX XXXAXXAXX XXXXAXEX XXOCKHX XXXXXXXE XEXEEXEEX
)
12. Penutup
EXXEKXXEE IAXXEXTE EANERARR AEREXEERE OO XXXXXRKIX EXRXITEX
EXEXXXXX XXXEXXXX XXAXKXXK XXXXAXXX XXXAXXXX JEAXXIXX XEXXXIXX
)
)
Ditetapkan di xooxxxxx
pada tanggal xx XXXXXXX XXXX
)
). 8006000 01D 0.0.9.0.6.0.0.05 9.9.0.0.¢.6.0. QD $6.9.9.6.9.6.4
XXXKXXXKX X000,
)
[tanda tangan dan dan cap)
)
NAMA LENGKAP
)
)
Tembusan Yth.:
3. EXXEFIAX XEXXAEXX XEXXXXX ZXEXXXXXX EXXXXXX EXXXXXX,
4, dst;

'i !NomorSuIatEdaran

: ! Judul Surat Edaran

N

Batang tubuh memuat
substansi ataun materi
muatan terkait hal
tertentu yang dianggap
penting dan bersifat
mendesak

Tempat dan tanggal

el

penetapan

Nama jabatan
Pimpi Tineei
Madya/Eselon 1 atau
Pimpinan Tinggi

Pratama/Eselon 0

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jilka
diperlukan
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Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
merupakan naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang tata
cara dan wurutan kegiatan tertentu dari proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tujuan SOP Administrasi Pemerintahan, yaitu untuk memudahkan
pekerjaan, memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan, serta
meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

SOP Administrasi Pemerintahan ditetapkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan Tinggi Madya/Eselon
I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang berwenang
dan ditunjuk.

Bentuk, susunan, dan penandatanganan SOP Administrasi
Pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Surat Perintah

Surat Perintah merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, atau Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II yang
mendapat pendelegasian kewenangan terkait dengan memuat hal tertentu
yang harus dilakukan di luar tugas pokok dan fungsi.

Susunan Surat Perintah terdiri atas:
1. Kepala

Bagian kepala Surat Perintah terdiri atas:

a. kop Surat Perintah yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Mentert Koordinator
Bidang Perckonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

b. Kkop Surat Perintah yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II menggunakan lambang garuda disertai dengan
kata “Kementerian Koordinator Bidang Perckonomian” dan “Nama
Unit Kerja” yang ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

c. kata “Surat Perintah” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris; dan

d. kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital pada awal kata
dan ditempatkan di bawah kata “Surat Perintah”.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Perintah memuat substansi atau materi
muatan tentang hal yang harus dilakukan diluar tugas pokok dan
fungsi serta dirumuskan secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Surat Perintah terdiri atas:



3.

-49 -

a. dasar yang memuat peraturan perundang-undangan atau naskah
dinas lain yang menjadi dasar pembentukan;

b. kata “Memerintahkan” ditulis dengan huruf kapital secara
simetris diikuti tanda baca titik dua (:);

c. kata “Kepada” ditulis dengan huruf awal kapital di tepi kiri
disertai dengan nama dan jabatan pegawai yang mendapat
perintah; dan

d. kata “Untuk” ditulis dengan huruf awal kapital di tepi kiri di
bawah kata “Kepada” disertai dengan perintah yang harus
dilaksanakan.

Kaki
Bagian kaki Surat Perintah ditempatkan di sebelah kanan bawah

pada halaman akhir terdiri atas:

a. tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Edaran;

b. jabatan “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia, Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah;

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital tanpa mencantumkan gelar;

e. cap Menteri Koordinator Bidang Perckonomian dalam hal Surat
Perintah ditetapkan olech Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian atau cap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam hal Surat Perintah ditetapkan oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II; dan

f. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan instansi
(jika diperlukan).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Perintah antara lain:

naskah Surat Perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diketik dengan jenis huruf
Bookman Old Style dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus
(concord) berukuran ¥4,

naskah Surat Perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon 11 diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style
dengan besar huruf 12 di atas kertas berukuran F4;

Marjin:
atas (top) : 8 sentimeter (untuk halaman 1};
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya);
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lefi) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

kop Surat Perintah hanya tercantum pada halaman 1, sedangkan pada
halaman 2 dan seterusnya dicantumkan nomor halaman di bagian
atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi
jarak 1 (satu) spasi; dan
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5. naskah Surat Perintah asli yang teclah ditetapkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Perintah tercantum dalam contoh sebagai berikut:

CONTOH FORMAT
SURAT PERINTAH MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Lambang garuda diikuti
kata Menteri Koordinator
Bidang  Perckonomian
Republik Indonesia

MENTERI KOORDINATOR B]DAN G PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA
)
SURAT p}mmmm H Nomor Surat Perintah
NOMOR : X000 X000 XX XXXX
)
)
Dasar 1. XXXXEXXX XXEXEXXXX XXXKXXXX XXXEXXXX XXXXXXEX; Dasar dikeluarkannya
2. EXXXEXXX XXXXXXXX XXXXEEXX XZXKXXXX XXXXXXXX; Surat Perintzh
3. dst;
)
MEMERINTAHKAN: Daf ; dan
Kepada 1 XXXXXXXX XXKAXXKX XXXXXXXX; Jlj‘e';?ntat:hpm Surat
2 XEXXXXXX XXEXXXXXX XXXXXXXX,
3 dst;
)
Untuk A XXEXXEX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Memnat substansi atau
EXXHXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, materi muatan
2 XXXXXXX XAXRXXX JXEXXXXX XXXXEXAX XXAXXXX XEXXXXKX pjf’"n]‘]t"h]mg harus
EIXXXXX XXXXXXX XEXXXXX XEXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
3 dst;
)
)
T: t dan tanggal
Dikelarkan di socoocoosxx p;?ept:pan
pada tanggal xx XXXXRXX XXX
)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,
[tanda tangan dan cap)
}
NAMA LENGKAP
)
}
Tembusan Yth.: Daftar nama jabatan
1. XXXHXXX XXEXXXX XXXXXXKX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, penerima  tembusan
2. dst; dan instansinya jika

diperlukan
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CONTOH FORMAT

SURAT PERINTAH PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I ATAU

PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

)

)

SURAT PERINTAH
NOMOR : XXXXXXXX XO000CKK XOOOKXXX
)

}

Dasar 1. XXXXXEXX XEEXEKKKK XXXXKXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,
2. AXOIXRX  XXXXXXXX XXXXXXKX ZXXXEXXEX IXAXXAAN;
3. dst;
)
MEMERINTAHKAN:
Kepada 1. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
2. XXXXXXXX XXEXXEXX XXXXXXXX;
3. dst;
)
Untuk 1. IAXXAXX AAXXRXX XXXXEXX XXXXXXX XXXXAXX XXXXXXX
XEXEXEXEX XXEXXEXXIX XXXXNXNX XIXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
2. XXXXXKK XXEXXXX XXXXXXX XXEXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XAXZKXXX XXXXKXX XXXXAXX XXXXXXX XIXXXXXX XXXXXXX
3. dst;
)
)
Dikelwarkan di xxxxsoocx
pada tanggal xx oOXXXX XXXX
)
IOCOCXK 300000 X000IXX  X30000K
OOCOOKX Xo00000K,
)
[tanda tangan dan cap)
NAMA LENGKAP
)
)
Tembusan Yih.:

1. XXEXXEX XAXXXHX XXXXXXX XXEKXXXX XXXXXX¥ XXRXAXXX,
2, dst;

Lambang garuda difkuti
kata Menteri Koordinator
Bidang Perckonomian
Republik Indonesia

} ! Nama Unit Kerja

Nomor Surat Perintah

Dasar dikelnarkannya
Surat Perintah

Daftar nama dan
jabatan penerima Surat
Perintah

Memuat substansi
atau materi muatan
perintah yang harus
dilaksanakan

Tempat dan tanggal
penetapan

Nama jabatan
N Tineei
Madya/Eselon 1 atau
Pimpinan Tinggi

Pratama/Eselon II

N N A A K

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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Surat Tugas

Surat Tugas merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat
lain yang mendapat pendelegasian kewenangan dengan memuat apa yang
harus dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Susunan Surat Tugas terdiri atas:
1. Kepala
Bagian kepala Surat Tugas terdiri atas:

a. kop Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

b. kop Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan  Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan menggunakan lambang garuda
disertai dengan kata “Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian®, “Nama Unit Kerja”, dan “Alamat” yang ditulis
dengan huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris;

c. kata “Surat Tugas” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris; dan

d. kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital diikuti tanda
baca titik dua (:) dan ditempatkan di bawah kata “Surat Tugas”.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Tugas memuat substansi atau materi
muatan tentang hal yang harus dilakukan sesuai tugas pokok dan
fungsi secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Surat Tugas terdiri atas:
a. latar belakang atau uraian singkat dasar pertimbangan;
b. nama pejabat atau pegawai yang diberikan tugas;

c. isi mengenai hal yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan
fungsi; dan
d. penutup.

Dalam hal nama pejabat atau pegawai yang diberikan tugas
sesuai tugas pokok dan fungsi berjumlah lebih dari 5 (lima) orang
maka pencantuiman nama pejabat atau pegawai dimuat dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh
Surat Tugas.

3. Kak

Bagian kaki Surat Tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah
pada halaman akhir terdiri atas:
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o

tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Tugas;

b. jabatan “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia, Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon 1II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan” ditulis dengan huruf kapital pada
tiap awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Surat Tugas;

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar;

e. cap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal Surat
Tugas dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian atau cap Kementerian Koordinator Bidang
Perckonomian dalam hal Surat Tugas dikeluarkan oleh Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan; dan

f. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan instansi
(jika diperlukan).
Lampiran (jika diperlukan)

Bagian lampiran Surat Tugas memuat nama pejabat atau pegawai
yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang dan diberikan tugas pokok
dan fungsi sebagaimana tercantum dalam batang tubuh disertai
dengan tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Tugas, nama
jabatan pejabat yang menandatangani, tanda tangan, dan nama
lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar, serta
ditempatkan di sebelah kanan bawah pada halaman akhir.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Tugas antara lain:

naskah Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diketik dengan jenis huruf
Bookman Old Style dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus
(concord) berukuran A4;

naskah Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II,
atau pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan diketik
dengan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf 12 di atas
kertas berukuran A4,

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lefi) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 lampiran dan
seterusnya yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului
dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi; dan

naskah Surat Tugas asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Tugas tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

SURAT TUGAS MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
)

)
SURAT TUGAS
NOMOR : X200000K 000K 20000

)
)

XXXXXXXX XXEXXXXX XXXKXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
EXXXXXEX XRXFEXXX XXXXXEXX XXXEZXXEX XEFRXXEXX XEXXXXEFEFX XEAXXAXEY XEXRAEXEXRX
XXERXXXX XESXRAXXX XXXAXKXXK XAAXAAXX XXXXHXXX XXXXRAXR XEXXXAXX XXEXXXXXE,
maka dengan ini menugaskan kepada:

Lambang garuda diikut
kata Menteri Koordinator
Bidang  Perekonomian
Republik Indonesia

: !NomorSuratmgas

Latar belakang atau
uraian singkat dasar
pertimbangan
dikelvarkannya Surat
Tugas

Nama/NIP XXXXXXXX XXXXXXXX XXEXXXXX;
Golongan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,
Jabatan XXXXXXHX  XXXXXXXX XXXXXXXX,
(untuk satu orang pegawai)
—latau]-- Daftar nama pejabat
atau pegawai penerima
No. Nama Gol. Jabatan Burat Tugas
XXKXXXXR XXXXXXXX XXXXXKXX XXX | XXXXXXKX XEXZXIXXX XXXXXXXX

XXAXXXEX XEXXEXXK XXXKXXXX XXX | XXXXXKXX XKXEXKXX XEXXXXXX
dst. dst. | dst.
(untuk lebih dari satu orang pegawai)

ad (o (b

Untuk melaksanakan tugas XXxXxXxxxX XXXXTEX EAXAXXAX XXXXEAXX KXXXXXX
XXXXIXXE XXXXXXEX XXAXXEXX AXXXXXXX JOXAXEXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXxxxx pada tanggal XZXXXXXX XXXXXXXX XEXEXXXX Xxxxxxxx  di
XXXOXIX  XXXXXXXX XXXXXXXX.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baikmya.

)
)

Dikeluarkan di xxxxx=xx
pada tanggal xx ocoor XXX
)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

)
[tanda tangan dan cap]
)
Nama Lengkap
)
)
Tembusan Yth.:
]_. EXXEXXEE XEXXIXX XXEXIXEY XXXXEXX XXXEEWY XXXXWNXX,
2. dst;

Memuat substansi atan
materi muatan tugas
vang harus
dilaksanakan beserta
waktu dan tempat

Tempat dan tanggal
penetapan

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jika
diperlukan




-55_

CONTOH FORMAT

SURAT TUGAS PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I,

PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II, ATAU

PEJABAT LAIN YANG MENDAPAT PENDELEGASIAN KEWENANGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOﬁ BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

- SURAT TUGAS
NOMOR : XoOXXXXXX  XXKOOXK  Xoo00oaK
)

)

EXXXXXXX XAXXAXXX XXXXXXXX XXXXXXXX IXKXXXXX = IXKEXXXX  TOOKXXX
EXXAXXKX KXXXXXXX XIXKXXKX IXXXXXXX XXXAXREKX XXRAXKAX XXOOOCKK XXXAXEXX
XXXXKXKX XXXXKXXX XXXRXXXX XXXKXXXX XXXAXXXX XXXXXXXX XXXXXXXYX XXXXXXXE,
maka dengan ini menugaskan kepada:

Nama/NIP XXXXXXXK XXXXXXXX XXXXKXXX;

Golongan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

Jabatan IXXXEXXX XXKXEXXX XXXXXXXX;

(untuk satu orang pegawai)

--[atau]--

No. Nama Gol. Jabatan
l. | XXXAXXX XXXXXXXX XAXEXXXK XXX | IXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
2. | IXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX | IXXXEXXXX XXXXRXXX  XXRAXXXX
3. |dst. dst. | dst.

(untuk lebih dari satu orang pegatvcti)

Untuk melaksanakan tugas xxXxxxXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXEK XXXXKXXX
XXXXXXXX XRXXXXXX XXXXXXXY XXKXXKXX XEXXKEAX XKEXXKXX XIOCOMLX EXEXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal xxxxoox XXXXXXXX XXEXXRXX xxxoocxx di
XXXXXXXX XEXKNEXX XXXXXXXX,

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

)
)
Dikeluarkan di xxxxxxxx
pada tanggal XX XXXXKXXX XXXX

)
Xaxxwy® XEXXXRXX XEXXXXXXX XXXXIXXX,

)
[tanda tangan dan cap]

Nama Lengkap
)
)
Tembusan Yth.:
1. EXXXKXX XXXEXXX XXXRAXX XXXXXXK XXXXXXX XXXXKXX,
2. dst;

Lambang garuda diikut
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

} !NomorSu.ratmgas

Latar belakang atan
uraian singkat dasar

pertimbangan
dikelnarkannya Surat
Tugas

\
Daftar nama dan
jabatan penerima Surat
Tugas

Memuat substansi atau
materi muatan tugas
yang harus
dilaksanakan beserta
waktu dan tempat

Tempat dan tanggal
pencetapan

Nama jabatan
Madya/Eselon I,
Pimni Tinge:
Pratama/Eselon o,
atau pejabat lain yang
mendapat
pendelegasian
kewenangan

Daftar nama jabatan
penerima  tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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CONTOH FORMAT

SURAT TUGAS DENGAN NAMA PEJABAT ATAU PEGAWAI

TERCANTUM DALAM LAMPIRAN

SURAT TUGAS
NOMOR : XZXX20C000 3000000 XXX XX

)
)

XXXXKXKX XXCERXXX XEXXEXKX XXXXXXXX XXXKXXXX XXXEXKXX XXXXXEXX
XXXXXXXX OOCTIXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXKX XXXXXEXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXEXX XXXXEXIX XXAXXXXX XXXXXKXX XXXEXXXX XIXXXXXX XXXHXEXX JOOOCKEX
maka dengan ini menugaskan kepada pejabat/pegawai sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas ini pada:

)
AXXXXXNXK XXXXXXXX XXXXXAXX;
XXXXAXXX XEARXXXX XXXXXXXX;
)
Untuk melaksanakan tugas xXOOREXX XXXXXXEX FEEXXKAXX XXXXIXXX XXEXXXXX
XXXXXXEX XXEXXXXXX XXXKXXXX XXIXEXXX XIXXXXXX XXXXXKXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXZXEXXXXX XERXERIX.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

)
)
Dikeluarkan di xxxxx=xxx
pada tanggal x=x xooo=x XXX
)
ooy XXooxxxEx XEXXXRXX XXXXXXXX XXXEXXXX
Xaxoooor XXXXXEXX,
)

Hari, Tanggal
Tempat

[tanda tangan dan cap]
)
Nama Lengkap

)

)
Tembusan Yth.:
l. XEXXERXEX XXXXXXE IOOKXE TFROOCRKEX XEXXXEX m;
2. dst;

3.

Lambang garuda diikut
kata Menteri Koordinator
Bidang  Perckonomian
Republik Indonesia atau
Kementerian Koordinator
Bidang

Perekonomian
Republik indonesia

o

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

Nomor Surat Tugas

Latar bhelakang atau
uraian singkat dasar
pertimbangan

dikeluarkannya, Surat

Walctu pelaksanaan
dan tempat

Memmuat substansi atau
materi muatan tagas

XX 7 iy, S N o

yang harus
dilaksanalkan

Tempat dan tanggal
Nama jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya/Esclon I,
Pimpinan Tinggi

Pratama/Eselon 1,
atau pejabat lain yang
mendapat
pendelegasian
kewenangan

Daftar nama jabatan
penerima  tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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CONTOH FORMAT

LAMPIRAN SURAT TUGAS

)

LAMPIRAN
SURAT TUGAS
NOMOR : X0CCO0CO0  XOOKXKXX

)
DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI

} ! Nomor Surat Tugas

Daftar nama dan

No. Nama : Gol. Jabatan

l. | =ooxxxx XXX XXX | XXXXXXEX XXARXXAIX XXARXXEX
2. | oo XXXXXXXX XXX | XXXXXXXX IXXXXKXX XXXXXXXX
3. XXXXXXXE XXXKXXXX XXX | XXXEXXXX XXXXXREXX XXXXXXXX
4. | XXXAXXXX XEXXXXXXX XXX | XXHXOXXX XXXXXXXX XXXXKXXX
5. | 3cooCTXIX XXXXXXXX XXX | XXXXXXXX XXEXXHXX XOOOOX
6. | xoOoOOIX  XOOOTRXXX XXX | XXEXXXXX XXXXXXXX XXOOOOX
7. |dst dst. | dst

)
)

Xy X XKoo XXRREXRX XXXXXXXX

Xxxxxxxx  XxXxxxxx,

)
[tanda tangan dan cap]
)

Nama Lengkap
)
)

jabatan penerima Surat
Tugas

Nama jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon I,

Pratama/Eselon o,
atau pejabat lain yang
mendapat
pendelegasian
kewenangan
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Nota Dinas

Nota Dinas merupakan naskah dinas internal yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat atau pegawai yang berwenang dengan memuat
penyampaian laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau hal
terkait lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi.

Nota Dinas ditujukan kepada pejabat atau pegawai yang tingkatannya
sejajar, 1 (satu) tingkat dibawahnya, atau 1 (satu) tingkat diatasnya.

Susunan Nota Dinas terdiri atas:

1. Kepala

Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas:

kop Nota Dinas didahului dengan kata “Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian” dan “Nama Unit Kerja” yang ditulis dengan
huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris;

kata “Nota Dinas” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital dan
ditempatkan di bawah kata “Nota Dinas”;

kata “Yth.”, “Dari”, “Hal”, “Tanggal”’, dan/atau “Lampiran” (jika
diperlukan) ditulis dengan huruf kapital pada awal kata diikuti
dengan tanda baca titik dua (:) serta ditempatkan di sebelah kiri;

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Nota Dinas memuat substansi atau materi muatan

tentang hal penyampaian laporan, pemberitahuan, pernyataan,
permintaan, atau hal terkait lainnya serta penutup yang dirumuskan
secara jelas dan lugas.

3. Kaki

Bagian kaki Nota Dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah

pada halaman akhir terdiri atas:

a.

nama jabatan pejabat atau pegawai yang berwenang membuat
Nota Dinas ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata dan
diakhiri dengan tanda baca koma (,);

tanda tangan pejabat atau pegawai yang mengeluarkan Nota
Dinas;

nama lengkap pejabat atau pegawai yang menandatangani ditulis
dengan huruf kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan
gelar; dan

tembusan dengan mencantumkan nama jabatan (jika
diperlukan).
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Hal-hal yang periu diperhatikan dalam Nota Dinas antara lain:

naskah Nota Dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat
atau pegawai yang berwenang diketik dengan jenis huruf Arial dengan
besar huruf 12 di atas kertas berukuran A4;

Marjin:

atas (top) . 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri {lef) : 2,5 sentimeter
kanan (right} : 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi;

naskah Nota Dinas tidak dibubuhi cap Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

tembusan Nota Dinas hanya berlaku untuk pejabat atau pegawai di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

naskah Nota Dinas asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Nota Dinas tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
NOTA DINAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nama Unit Kerja

NOTA DINAS
NOMOR : XOO0OOOKX XOOQCKXXX XOOCKXXX

Yth. : YO00000K 000000 X00C000K  XC00000K  X000000XK
Dari : 00000 00000 JO00O0OX. J0000XKXX  X00000K
Hal : 000000 00000 X000000X  X000000XK X000
Tanggal F000000L DT

OO0000DX 0000000 J000000M  JO000DKXX. 00000000 XO000000C  20000000¢ 20000000K
JOOOOOOM. YOOC000XK  X0000000(  J000000O 3000000 X00000OX JO0OXXXX JX00C0O00ACOT XXX
000000 D000 00000 J00000NM. 000000 X000 X00CCO00NC 0000 X000
0000 X0TC000X0 200000000 00000

0000000 XO000000K  X00000000  X0COC000K 20000000 X3000000C  X0000000(  X0O00A0
XO00000C, X0000000, 00000000 XO0000(  X000000K XCOO000O0  Xa00000M( X000000N X0000000C
000000 X000000MK  X00000  30000000( 20000000 20000000 100000 X00000OXK X000
YOO0000D(  X0000000C  X0000000C  2000000CK

0000000 0000000 Y0000000¢  J0000000(  J0000000K  X0000000C  X0000000¢  2000000K
0000000, 20000000 J000000L 0000000 Y000OOCXK X00000000  J0000000( X0000ACNK 3000000
F000OXX  JOD000MN 30000000 00000000 J0000000 X2000000K X3XX00000C 20000000 J000COKX
20000000¢ X0000000C 200000000 OO0

)
ftanda tanganj

)
Narma Lengkap
)
)
Tembusan Yth.:
1. 00000 30000000 30000000 X0000000  X000000¢ 2000000,
2. dst;

Nomor Nota Dinas

Memuat penyampaian
laporan,
pemberitahuan,
pemyataan,
permintaan, atau hal
terkait lainnya

Penutup

Nama jabatan pejabat
atau pegawai

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
jika diperlukan
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Disposisi

Disposisi merupakan naskah dinas dalam bentuk perintah atau
instruksi yang ditulis secara singkat dan jelas memuat petunjuk mengenai
tindak lanjut atau tanggapan terhadap surat. Disposisi dimaksudkan agar
pejabat atau pegawai yang berwenang memberikan tugas kepada bawahan
baik struktural maupun fungsional untuk memproses atau menyelesaikan
suatu surat dengan tidak menulis perintah atau instruksinya pada surat.
Disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat untuk kepentingan
pemberkasan atau penyusutan arsip.

Bagian identitas dari lembar Disposisi memuat keterangan, antara lain
nomor agenda, tanggal penerimaan, tanggal dan nomor surat, tujuan
disposisi, tingkat keamanan, petunjuk, dan/atau tanggal penyelesaian.

Format lembar Disposisi tercantum dalam contoh sebagai berikut:

CONTOH FORMAT

LEMBAR DISPOSISI
UNIT KERJA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor Agenda I:l Sangat segera D Penting

Ditesima Tanggal D Rahasia |:| Biasa

Disposisi Kepada: Petunjuk :
[ 00000 anex svoacoaoesoccecoae [] edatkan [] et 8 Pendapat
{7 on000¢ xoan0c oooxonoosocoooooon 3 setuiu [] Bicarakan dengan saya
[ 3e0000¢ o000¢ 300000000000KX000000K [] votak [[] Bicarakan bersama
Dmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxm Dﬁanm DSqukmbd\a‘l
[ m0000x XK XHKKKXKKKKKKXOOKRXXX [ siapkan jawaben [[] perbaki
[ 00000¢ xa000x X3300000XXKKKKIN000X (] vntuk perhatian [[] Oiwaké Diteaciri
(L] 20m000¢ 000 sa00000000000000000KK [[] wrtik Diketahoi {7] Keorfinasikant Selesaikan

[] Dfedwakan [] simpan

Staf Ahli :

[[] 200000t seaonx socooconooncooocons Canatan:

[ 3m0000x sa000¢ soccooxcaoocoonnonox

] o0 xxao0¢ xo00000000000000000X

[ soocx xxio0x souooooooxoocoo

[[] romoo0x xean0c sooaooeonaoooon

Catatan :

parad paraf
Nama Lengkap Mama Lengkap
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Surat Undangan

1.

Surat Undangan Internal

Surat Undangan Internal merupakan naskah dinas yang
dikeluarkan oleh Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat pendelegasian
kewenangan dengan memuat undangan kepada pejabat atau pegawai
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk
menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara,
atau pertemuan.

Susunan Surat Undangan Internal terdiri atas:
a. Kepala
Bagian kepala Surat Undangan Internal terdiri atas:

1) kop Surat Undangan Internal dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I,
Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang
mendapat pendelegasian kewenangan menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Kementerian
Koordinator Bidang Perckonomian”, “Nama Unit Kerja”, dan
“Alamat” yang ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

2) kata “Nomor”, “Sifat”, “Lampiran”, dan “Hal” ditulis dengan
huruf kapital pada awal kata diikuti dengan tanda baca titik
dua (:) serta ditempatkan di sebelah kir;

3) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan ditulis dengan
huruf kapital pada awal kata serta ditempatkan sejajar
dengan kata “Nomor” di sebelah kanan;

4) kata “Yth” ditulis dengan huruf kapital pada awal kata diikuti
dengan tanda baca titik (.) serta ditempatkan di sebelah kiri
disertai nama kota penerima undangan;

b. Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Undangan Internal memuat alinea
pembuka, isi Surat Undangan (hari, tanggal, waktu, metode (jika
diperlukan), tempat, dan/atau agenda), dan alinea penutup.
Metode dicantumkan dalam hal kegiatan dilaksanakan secara
daring atau hybrid (daring dan luring).

c. Kaki

Bagian kaki Surat Undangan Internal ditempatkan di sebelah
kanan bawah pada halaman akhir terdiri atas:

1) jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan mengeluarkan Surat Undangan
Internal ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata dan
diakhiri dengan tanda baca koma (,);

2) tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Surat Undangan
Internal;



-63 -

3) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan
huruf kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan

gelar; dan
4) tembusan dengan mencantumkan nama jabatan (jika
diperlukan).

d. Lampiran

Bagian lampiran Surat Undangan Internal memuat nama
pejabat atau pegawai penerima undangan yang berjumlah lebih
dari 2 (dua) orang dan/atau susunan acara (jika diperlukan).
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Undangan Internal

antara lain:

a. mnaskah Surat Undangan Internal yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat atau pegawai yang berwenang diketik
dengan jenis huruf Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas
berukuran A4;

b. Marjin:
atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lefi) : 2,5 sentimeter
kanan (right) . 2,5 sentimeter

c. daftar nama penerima undangan yang berjumlah lebih dari 2
(dua) penerima dapat ditulis dengan format “Daftar Terlampir”;

d. naskah Surat Undangan Internal tidak dibubuhi cap Kementerian
Koordinator Bidang Perekonormnian;

e. tembusan Surat Undangan Internal hanya berlaku untuk pejabat
atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian; dan

f.  naskah Surat Undangan Internal asli yang telah dikeluarkan dan

ditandatangani harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Undangan Internal tercantum dalam contoh sebagai

berikut:
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CONTOH FORMAT
SURAT UNDANGAN INTERNAL

KEMENTERIAN KOORDINATC-)IR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor YO00OKK  JOT0000(  XX0000XK [Tempat, Tgl. Bin. Thn]
Sifat 30000000 XO0000XK  X0000000
Lampiran JOCO000KK X000 X000
Hal J000COCK  JO0000XKX 3000000
)
Yth.
XP000000K  XO000C0NC 000000
di 000000

)
)

XoOO0000(0 0000000 Y0000 X000 J000000O0  JOD0OMKK 300000000 XI0OCKKXX
OO0 X00C0000,  JO0C00OX 00000000 XD00C00.  XC000000K  J00CO00C,  J0000000( X000
0000000 0000000 XDO00CONC XX0000000 200000 JOOOOOXX 20000000

Hari, fanggal : x000000¢ X000000K X000 -
Waktu D000XKXXX  X000000C  XOOOXKXX
Tempat X000 X000 000000
Metode YO000000C  X00000X  X000000xx (jika diperlukan)
Agenda 00000000 0000000 0000000

00000000 X000000M X300000O.  X00000CO. X000000CC  X0000000¢  X000000 2000
XO00000XK  XO000000(  X0000000K 30000000 X0000000¢  XO0000C( XO000O00N, 2000000 X00000K
2000000, 20000000 200000000 2000000,

Xoooooook  Xooo0000r  X000000¢  X0000000 X00000K
X0000000¢  XO00000CK,

)
[tanda tangan]
)
Nama Lengkap
)
)
Tembusan Yth.:
1. 000000( 000000 X000000( 0000000 Y0000 X000000
2. dst

Lambang garuda diikut
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomiar Republik
Indonesia

T

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

Daftar penerima
undangan dan alamat
Jika jumlahnya lebih

dari 2 (dua) maka
ditulis “Daftar
Terlampir”

Alinea Pembuka dan
Alinea Isi

Alinea Penutup

Nama
Pimpinan
Madya/Eselon I,
Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon o,
atau pejabat lain yang
mendapat

kewenangan

jabatan
Tinggi

i I e

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
jika diperlukan
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CONTOH FORMAT
LAMPIRAN SURAT UNDANGAN INTERNAL

Lampiran
Nomor I0000000K 000000
Tanggal @ 00000(X  XCOOXX

)

)
DAFTAR UNDANGAN
)

jabatan penerima Surat

0000000, 000000 X0000000¢ 20000000 20000003 X000 Daftar nama atau
Undangan Internal

=9
[=%
gé

5
|
E
%
E
%
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Surat Undangan Eksternal

Surat Undangan Eksternal merupakan naskah dinas yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Pimpinan Tinggi Madya/Eseclon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat pendelegasian
kewenangan dengan memuat undangan kepada pejabat atau pegawai
di luar lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pereckonomian
untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat,
upacara, atau pertemuan.

3.

Susunan Surat Undangan Eksternal terdiri atas:
Kepala

Bagian kepala Surat Undangan Eksternal terdiri atas:

kop Surat Undangan Eksternal yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh  Menteri Koordinator  Bidang
Perekonomian menggunakan lambang garuda disertai
dengan kata “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian”
yang ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal/bold
secara simetris;

kop Surat Undangan Eksternal yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I,
Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang
mendapat  pendelegasian kewenangan menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian”, “Nama Unit Kerja”, dan
“Alamat” yang ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

kata “Nomor”, “Sifat’, “Lampiran”, dan “Hal” ditulis dengan
huruf kapital pada awal kata diikuti dengan tanda baca titik
dua () serta ditempatkan di sebelah kiri;

tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan ditulis dengan

huruf kapital pada awal kata serta ditempatkan sejajar
dengan kata “Nomor” di sebelah kanan; dan

kata “Yth” ditulis dengan huruf kapital pada awal kata diikuti
dengan tanda baca titik (.) serta ditempatkan di sebelah kiri
disertai nama kota penerima undangan.

Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Undangan Ekstermal memuat alinea

pembuka, isi Surat Undangan (hari, tanggal, waktu, metode (jika
diperlukan), tempat, dan/atau agenda), dan alinea penutup.
Metode dicantumkan dalam hal kegiatan dilaksanakan secara
daring atau hybrid (daring dan luring).

Bagian kaki Surat Undangan Ekstermal ditempatkan di

sebelah kanan bawah pada halaman akhir terdiri atas:
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a. jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan mengeluarkan Surat Undangan
Internal ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata dan
diakhiri dengan tanda baca koma (,);

b. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Surat Undangan
Eksternal;

c. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan
huruf kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan
gelar;

d. cap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal
Surat Undangan Eksternal dikeluarkan oleh Menten
Koordinator Bidang Perekonomian atau cap Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal Surat
Undangan Eksternal dikeluarkan oleh Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan; dan

e. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan/atau
instansi (jika diperlukan).

Lampiran
Bagian lampiran Surat Undangan Eksternal memuat nama

pejabat atau pegawai penerima undangan yang berjumlah lebih
dari 2 (dua) orang dan/atau susunan acara (jika diperlukan).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Undangan Eksternal

antara lain:

1.

4,

S.

naskah Surat Undangan Eksternal yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1, Pimpinan  Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan yang berwenang diketik dengan jenis
huruf Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas berukuran A4;

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom} : 2,5 sentimeter
kiri (lef) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

daftar nama penerima undangan yang berjumlah lebih dari 2
(dua) penerima dapat ditulis dengan format “Daftar Terlampir”;

tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan/atau
instansi (jika diperlukan); dan

naskah Surat Undangan Eksternal asli yang telah dikeluarkan
dan ditandatangani harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Undangan Eksternal tercantum dalam contoh sebagai

berikut:
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CONTOH FORMAT
SURAT UNDANGAN EKSTERNAL
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)
)

Nomor 300000 XOV0000X 3000000 [Tempat, Tgl. Bin. Thn]
Sifat 3000000 X000 X000
Lampiran 0000000 0000 XOO0000KK
Hal T0000000C 000000 XO0000XK
)
Yth.
X000 X000 X000000K
di 3000000

)
)

00000000 000000 X0000000¢C 200000000 20000000(  J0000000 20000000 X000
JOOO000OO X0000000C 000000 20000000 20000000 J000000OC 200000000 X000000C 2000000
JIOOO0OO0C 00000 30000000 20000000 20000000 X00000XK X000

Hari, tanggal @ 00000000 30000000 X000000X
Waktu TX000000( 00000 X000
Tempat XXOOO0OOC IOO000000 XO0000MK
Metode 0000000 000000 2000000 (jika diperlukan)
Agenda YOOCO00  YOOTO00MXK  X00000X

20000000( 200000000 200000000 20000000 0000000, XO000000C  X0000000C 000X
200000000 XO0000OXK 20000000 20000000 X000000C,  X000C000L 000000 X000000K 3300000
000000 20000000 Q000K 2000000,

2000000 XC000000( 0000000 000000 X000 000C00O0  X0000000C  XO00O00X
ICOOO0000 ACO00CO0.  XOO0CO0OO. 200000000 XO000000.

)

)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

)
[tanda tangan dan cap]
)

Nama Lengkap
)
)
Tembusan Yth.:
1. 000000 000000, X000000K 00000 XO0000XK X000
2. dst;

Lambang garuda diikut
kata Menteri Koordinator
Bidang  Perekonomian
Republik Indonesia

Daftar penerima
undangan dan alamat.
Jika jumlahnya lebih

dari 2 (dua) maka
ditulis “Daftar
Terlampir®

Alinea Pembuka dan
Alinea Isi

Alinea Penutup

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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CONTOH FORMAT
SURAT UNDANGAN EKSTERNAL
PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON 1,
PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II, ATAU
PEJABAT LAIN YANG MENDAPAT PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Lambang garuda dikuti
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perckonomian Republik

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Indonesia
REPUBLIK INDONESIA Nama Unit Kerja dan
W xxxxxxx);xxxxxxx W mxx))((xxxxxxx YOOOKXXX Atamat Kementerian
Nomor D 30000000 300000000 X3000000 [Tempat, Tgl. Bin. Thn)
Sifat DO0000000 X00000XK 3000000
Lampiran D 0000000 YO00000XK  Xo00000K
Hal DX00000000 X000000K 300000
} Daftar penerima
Yth undangan dan alamat.
- Jika jumlahnya lebih
WRNDOO0O0OC 200000000 X000 dari 2 (dua} maka
di A ditulis “Daftar
I 20000000 Terlampir”

)
)

YCOO000O0 200000000 X0000000(  X0000000C  HDOD000OC  J0000XXXX X000 2000000

00000000 XO00000XK X0000000C  X000000( 20000000 000000 XO00Q00CK X00OCOOCL 000G, Alinea Pembuka dan
20000000¢  20000000¢ 20000000 X00000000 30000000 3000000 XD00000OC Alinea Isi

Hari, tanggal : 0000000 X000000  XX00000X

Waktu T 00000000 000000 000000
Tempat T 0000000 X0000000( 000000
Metode T 0000000¢ X000 00000 (jika diperlukan)
Agenda T X00000XK 000000 JO000X
v,
O000O0OC  XXOOOOK  JIOCOKX d0000NKX X0O000. XI000000( 30000000 000000 =
Y000 XOO00MKXX  JOC000XKX  JOO00XKX  X30000XX  IIO0COXK  JO00T0T, 3000000 X000000C Alinea Penutup
YOC000N.  HCOO000(  YOOTD0DXK X000
0000000 30000000 JIOOOMIXX 000000 J00C0CO00  XI000000(  JODODNON.  X00000X
Y0000 JOO00OOK 000000 X0000000¢ 000000,
)
) Nama jabatan
X3000000¢  X000000K, Madya/Eselon i,

Fimpinan Tinggi
Pratama/Eselon 1I,

[tanda tangan] atau pejabat lain yang
) mendapat
Narna Lengkap pendelegasian
) kewenangan
)
Tembusan Yth.: D jabaten
1. 3000000 XX0O0XX XXOOXKX  X000XX  X00000X X000 pmnmemeum

2. dst; jika diperlukan
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CONTOH FORMAT
LAMPIRAN SURAT UNDANGAN EKSTERNAL

Lampiran
Nomor T00000000 J000000
Tanggal D 00000000 X000

)

)
DAFTAR UNDANGAN \
)

200000000 200000000 X0000000C  30000000X  XD000000C  XO00O000C,
WOOOODOOC MO0 YOOOOOOK 20000000 30000000 30000000
Daftar nama atau
JOOOOOO0E  2000000L 00000000 00000000 X000 X0 jabatan penen'ma Surat
Undangan Internal

E
|
.
E
|
E

|
%
|
|
|
|

. dst;
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Surat Dinas

Surat Dinas merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat
lain yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk menyampaikan
informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pemnyataan, permintaan,
penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya
kepada pihak lain di luar lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian sesuai tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

Susunan Surat Dinas terdiri atas:
1. Kepala

Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas:

kop Surat Dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

kop Surat Dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1, Pimpinan  Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan menggunakan lambang garuda
disertai dengan kata “Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian”, “Nama Unit Kerja”, dan “Alamat” yang ditulis
dengan huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris;

kata “Nomor”, “Sifat”, “Lampiran”, dan “Hal” ditulis dengan huruf
kapital pada awal kata diikuti dengan tanda baca titik dua (:) serta
ditempatkan di sebelah kiri;

tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan ditulis dengan
huruf kapital pada tiap awal kata serta ditempatkan sejajar
dengan kata “Nomor” di sebelah kanan; dan

kata “Yth” ditulis dengan huruf kapital pada awal kata diikuti

dengan tanda baca titik (.) serta ditempatkan di sebelah kiri
disertai nama kota penerima surat.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Dinas memuat informasi kedinasan berupa

pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas
atau barang, atau hal kedinasan lainnya secara jelas dan lugas.

3. Kaki

Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah

pada halaman akhir terdiri atas:

a.

jabatan Menteri Koordinator Bidang Perckonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan
mengeluarkan Surat Dinas ditulis dengan huruf kapital pada tiap
awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Surat Dinas;

nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar;
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d. cap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal Surat
Dinas dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian atau cap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam hal Surat Dinas dikeluarkan oleh Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan; dan

e. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan/atau
instansi (jika diperlukan).

Lampiran (jika diperlukan)
Bagian lampiran Surat Dinas memuat dokumen tambahan

dan/atau hal terkait lainnya yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Dinas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Dinas antara lain:

naskah Surat Dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian diketik dengan jenis huruf Arial
dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus (concord) berukuran A4,

naskah Surat Dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eseclon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II,
atau pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan diketik
dengan jenis huruf Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas
berukuran A4,

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lef)) ;2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yvang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi; dan

naskah Surat Dinas asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Dinas tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

SURAT DINAS MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDINATOR Bi'.DANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

)

)
Nomor 000000 JO00000X(  X0U000NK [Tempat, Tgl. Bin. Thn]
Sifat JOCO000 IO00000XK 20000000
Lampiran X0TOO00C  X00000K KOOI
Hal Y0000, XI00000XK 000000

)
Yth.

0000000 X000000{ 00000 JO00000XX  XD000C000C Y0000000C  J000XKXXX X000000
000000 XOOU00OXK. 00000 YO0TCONXK  X0000000¢  X00CO0DOK  J00COO0CL  XD0000000 X000
000000 0000000 X0000000( 3000000

00000 JOO0OOXXX. X00000000 J00000000 200000000 200000000 300000000 20000000
00000 X000 X000000N  X000000OC  X000000O(  HOBO0DOL  X00000C00C 0000000 X000
I0O00O0O0L 20000000 2000000 000000

YO000000{  X00000C0(  Y00000XK  XQ0000CK  J0000000C  XO0000ONL 23000000 XO0000X
0000000(  X000000K 300000000 X00000000 2000000 000000 XD00COOCK 20000000¢ 00000
0000000, O00O00X, 20000000 XCOO00CX

30000000 YO0000XKK  X0000000( 20000000 20000000K XD000000¢C 3000000 200000
20000000K  X0000000¢ 0000000 X000000 20000000 X0000000{ 00000000 0000000 3000000
XIC00000( 20000003 300000000 X0000KX

O000000C 00000 X0000000C  J0000000K  X300000K 00000000 XX0G000XK 2000000

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

)
[tanda tangan dan cap]
)

Nama Lengkap

)
)

Tembusan Yth.:

1.
2.

YO00000C 3000000 X000000(  X00000XK 000000¢  X000COXX
dst;

Lambang garuda diifloat
Lkata Menteri Koordinator
Bidang  Perckonomian
Republik Indonesia

Daftar penerima surat
dinas dan alamat yang
dituliskan nama
kotanya.

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jika
diperhukan
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CONTOH FORMAT
SURAT DINAS PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I,
PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II, ATAU

PEJABAT LAIN YANG MENDAPAT PENDELEGASIAN KEWENANGAN

S5
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
30000000 20000000 000000 XXOOXX
200000 20CA00OK 20000 20000000 XXXXXXXX

Nomor XIOOOOX! YOO 0000000 [Tempat, Tg!. Bin. Thn]
Sifat XO00000K 300000000 X000000X
Lampiran HOOCON 0000000 X300000(X
Hal XO00000XK  JO0000 X000
)
Yth.

XO000000( 00000 J0C000KK

di 000000
)
)

OOOOODO. XO0000CKK. 000000 X00000KX. 00000000 2C000000C  X000000(  200000X
00000000 00000 IGO0 10000000 X0000000C  X0000000¢  30000000¢ 200000000 KGO0
200000 30CO0000C  0000000C  XD000000L

YO00000MK 00000000 XCOCOOMIX.  X0000000C  X0000000(  XX00000O0  X0000000( X000
00000 X0000OMK  XO000000( XCOC00OM. XODO000MX  J000COOKK X0O000X XO0O0OXKX X000
200000000 20000000C 20000000 20000

0000000 00000 X00000(  J000000CK  XAX00000C 200000000 3000000 2030000
OO0000K 0000000 XO00000XC  X0000000¢ 000000, X000000XK  XD0ACO0CK JOC000CO(  XDO0OOK
0000000, 2000000 X000 00000

Y000000(  X0000000 2000000 X000000CK X2000000C  X0000000(  X00000(K. 00000

)
ftanda tanganj

)
Nama Lengkap
)

)
Tembusan Yth.:
1. X00000K M00000KK X000000¢ 000000 J00000XK  X00000XX
2. dst;

Lambang garuda diikut
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Alinea Pembuka dan
Alinea Isi

Alinea Penutup

:

X

Nama
Pimpinan
Madya/Eselon
Pimpinan Tingei
Pratama/Eselon m,
atan pejabat lain yang
mendapat
pendelegasian
kewenangan

jabatan
Tinggi
l:

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
jika diperlukan
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Perjanjian Dalam Negeri

Perjanjian Dalam Negeri merupakan naskah dinas yang
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat
lain yang mendapat pendelegasian kewenangan sesuai dengan tugas pokok,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Perjanjian Dalam Negeri berisi kesepakatan bersama tentang objek
yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan
tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama dalam
bentuk nota kesepahaman (memorandum of understanding), perjanjian
kerja sama, atau bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Perjanjian Dalam Negeri dilakukan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi
swasta, atau pihak terkait lainnya.

Susunan Perjanjian Dalam Negeri terdiri atas:
1. Kepala
Bagian kepala Perjanjian Dalam Negeri terdiri atas:

a. logo menggunakan lambang garuda disertai kata “Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian” untuk Perjanjian Dalam
Negeri yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang
Perkonomian dan kata “Kementerian Koordinator Bidang
Perckonomian” wuntuk Perjanjian Dalam  Negeri yang
ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan
Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan serta ditempatkan di sebelah kiri atau
kanan atas;

b. nama pihak dan judul Perjanjian Dalam Negeri ditulis dengan
huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris; dan

¢c. nomor Perjanjian Dalam Negeri dari para pihak ditulis dengan
huruf kapital diikuti dengan tanda baca titik dua () secara
simetris serta ditempatkan di bawah judul.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Perjanjian Dalam Negeri memuat kesepakatan
bersama para pihak dalam bentuk pasal secara jelas dan lugas untuk
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati
bersama.

Batang tubuh Perjanjian Dalam Negeri memuat antara lain
tempat dan tanggal penandatanganan perjanjian, penjelasan para
pihak, tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan perjanjian, pembiayaan,
penyelesaian perselisihan, dan/atau hal terkait lainnya yang menjadi
kesepakatan bersama para pihak.

3. Kaki

Bagian kaki Perjanjian Dalam Negeri ditempatkan pada halaman

akhir terdiri atas:

a. nama sebutan pihak disertai nama jabatan yang menandatangani
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma
L)

b. tanda tangan para pihak diatas materai cukup;
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c. nama lengkap para pihak yang menandatangani ditulis dengan
huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan

d. cap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal
Perjanjian Dalam Negeri ditandatangani oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian atau cap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam hal Perjanjian Dalam Negeri ditandatangani
oleh Pimpinan Tinggi Madya/Eselon [, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan.

Lampiran (jika diperlukan)

Bagian lampiran Perjanjian Dalam Negeri memuat dokumen
tambahan atau hal terkait lainnya yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Dalam Negeri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian Dalam Negeri antara

naskah Perjanjian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I,
Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old
Style dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus (concord) berukuran
F4,

Marjin:
atas (top) : 8 sentimeter (untuk halaman 1);
3 sentimeter {(untuk halaman 2 dan seterusnya);
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lef)) 1 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

halaman 2 dan seterusnya tidak dicantumkan nomor halaman;

format Perjanjian Dalam Negeri dapat bersifat fleksibel sesuai dengan
kebutuhan dan kesepakatan para pihak;

Perjanjian Dalam Negeri dibuat dalam 2 (dua) atau lebih naskah asli
sesuai dengan jumlah para pihak yang menandatangani; dan

naskah Perjanjian Dalam Negeri asli yang telah ditandatangani harus
disimpan sebagai arsip.

Format Perjanjian Dalam Negeri dalam bentuk bahasa Indonesia dan

bahasa Inggris tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

PERJANJIAN DALAM NEGERI DALAM BAHASA INDONESIA

Logo

)

)

)
Pihak 1 ; Pihak 2

)

)

XEXXXXXX XXXXXXXX

ANTARA

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
DAN

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
TERTANG

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

]

)
J.5.:8.0.90.0.8.6.9 9.8.8.6.0.9.0.9.9.9.9.9.0.0,¢.4

NOMOR
NOMOR : XXXXXXXX X000 XXXKXXXX
)
)

Pada hari ini, xxxxoorx tanggal xoooooxx bulan xooxxx tahuhn XEXXXXXX XXXXXXXX
(xx-xx-xxxx) bertempat di xxxxxxxx, yang bertanda tangan di bawah ini:

XXXXERXE XEARXAXX IXXEAXXX XXEXXXEX XEXEXXXXXX EEXXXEXX ZEEXEXEERXX
EXXXXEEX XEXXXKXX XXXXXXXX XEXXXEXXX FREXEKXXXX
XEXFXAEXX XEXXXXXXX XEXXXXXX XEEXXKXXX
XEXXERRR EXXEXFZXX XXEXXRZX XEXXEXIXX XAXKAXKA XXXXXXXX EEXEEREX
EXXEXEHX XEXXRXXERX XXX XXXXXXXX RKEXXXXAXX
XXOOXEX EXXEXAXXX XXXAXXXX XEXXXXAX
EXXXXEXX XXXXXXXX XXEXXXXX XXXXXXXX XEXXXXXX XXXXAAXX XEEXXNXX XEREXRXX
EXXXXRAX XXXXXXXXK IXXXXXXXX XXEEXXXEX XEXXXXXX XXXXXXXX IEXXXEXXK ZREIXXXXRX

XXXEXEXRX XEXAXXKK XXXXXEXX XXXXXAXX XXAXXXXX

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA
PIHAK dengan ini bersepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan
mtentangmmmmmmm
dengan ketentuan sebagai berikut:

}

Pasal 1
XXXXXXXX XXXEXXEX XEXXKEXX XXXXEXXX XXXXXXXX XXXXXXEX XXEXZXXX XXKXXXXX
XXXXXXRKX XXEXXXXX XEXXFTXXXX XXRXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXEXXER XEXZXRXNR XXFEXXREX XEXXLEXN
}
Pasal 2
XEXXXKXX IXEXEX XXXXXXXX XXXXXXEX XXXAXXEX XXXEXXXX XXKAXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXEY XXAXXAXX XEXXXEXX XXXEXXXXX XXEXXXXX XXFXXXXX XNEXXXXK IERXEXXEX
IXAXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
)
dst;
}
}
PIHAK XXXXXXXX PIHAK XXXXXXXX
XXXXEEXX KXXXXXXX XXXXXEXX XXXXXXXX,

) )
[tanda tangan dan cap diatas materai] [tanda tangan dan cap diatas materai]

) )
IXXXXXXX XXXXXXXX p:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0,9.4
XXXXXXXX XXXEXXXXX XXXXXXXK XXXXXXXX

[v]

s

Bentuk Perjanjian dan
Para Pihak

} ! Judul Perjanjian

Nomor Perjanjian diisi
FPara Pihak

A Identitas Para Pihak

Dasar Identitas Para
Pihak

Materi muatan
Perjanjian dalam
bentuk pasal
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CONTOH FORMAT

PERJANJIAN DALAM NEGERI DALAM BAHASA INGGRIS

)
Pirst } Second
s Pa.rty
Party ) Symbol
Symbol )
)
}
XXXXXEXX XXXXXXXX
BETWEEN
XXXRXXXXX XXXXXXXX XEXXXXXXX XXXXXXXX
AND
XXXXEXXX XXXXXXXX XEXXEKXXX XXXXXXXX
ABOUT

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXEX XXXXXXXX XXXXXXXX
)

)
p9.8.8.0.9.0.90.8.9.9.0.9.9.0.9.9.9.9.0.0.9.9.0.4

NUMBER :

NUMBER : 2008000000 3088000 XX XX

)
)

On this day, xxooooox date xxxxxEsx month XXXxXXXX year XXXIXIAN XXXXXXXX
xx-xxxx) located in xxxxxx=x, the¢ undersigned:

(xx-

p.9.4,9:0.9.0.0. 90 9.9.9.9.9.9.9.4 P9, 9.4.5.0.6.0 QD 5.9.9.9.9.9.9.4
XXXEEXXRX XEXXXXNX

ERXAXARX XEXXXXRXX

XXXXXANX XNXXEXEXXX
EXXXRXXR XEXRXXXXX
EXXERXEXRX EXXXEZIXX

XXXXXXXX XXEXXAXX XEXXXXXN XEXREXREX IXEEXEXXR ZXIXXEZXIAXX
EXREAXXX XXXXXXAXKK XXXXXXXX XEXEXXXER XXXXXXAX XXKXXXXX
XXX XXXXXXXX ZXEXXEXXRX XEXXXXXX XEXXXXXXX

By considering their respective positions and duties and in accordance with the
capabilities and resources of the each PARTY, the PARTIES hereby agree to make, sign,
and commite to implementating a XXXXXXXX 0N XXXXXIXX EXIXXXXX XXXXXXXX XXXXXXKK
SOTXXXXXX XXXXXxxX Xxxxxxxxx with the following conditions:

)

Article 1
XXXXXEXE XXXXXXXE
XXXXXKXX XXXXXXXX
XXXXXXXX

)

Article 2

P:4:9.5.9:0.0. 54N ©.5.9.9.9.9 5.4

XXXXXXXX PARTY XXXXXXXX PARTY
XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX,
) )

[signature and stamp] [signature and stamp]

)
XXXXXXXR XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX

)
XXXXXXXX EXXXXXXX
XXXXEXXXX XXXHXXXX

KLogopampﬂmk

| — ]

Bentuk Perjanjian dan
Para Pihak

Judul Perjanjian

N
~
A

Nomor Perjanjian diisi
Para Pihak

Identitas Para Pihak

Dasar Identitas Para
Pihak

Materi muatan
Perjanjian dalam
bentuk pasal

o

Nomenklatur Instansi
Para Pihak

Nama Lengkap dan
Jabatan Para Pihak
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Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan naskah dinas yang
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung
jawabnya setelah mendapat pendelegasian kewenangan dari Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.

Perjanjian Internasional dilakukan antara Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dengan instansi pemerintah atau swasta (bilateral,
regional, atau multilateral), organisasi internasional, atau subjek hukum
internasional lainnya sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan
kerja sama antarnegara.

Bentuk, susunan, dan penandatanganan Perjanjian Internasionat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah
Perjanjian Internasional dapat dicetak di atas kertas khusus (concord)
berukuran F4.

Surat Kuasa

Surat Kuasa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat
lain yang mendapat pendelegasian kewenangan dengan memuat pemberian
wewenang untuk dan atas namanya melakukan suatu tindakan tertentu
yang harus dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pemberian kuasa dapat bersifat substitusi dengan ketentuan penerima
kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai
pengganti dalam melaksanakan kuasanya.

Susunan Surat Kuasa terdin atas:
1. Kepala
Bagian kepala Surat Tugas terdiri atas:

a. kop Surat Kuasa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

b. kop Surat Kuasa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan  Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan menggunakan lambang garuda
disertai dengan kata “Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

c. kata “Surat Kuasa” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris; dan

d. kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris dan ditempatkan di bawah kata “Surat
Kuasa”.
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Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Kuasa memuat substansi atau materi yang
diknasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk
melakukan tindakan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi yang
dirumuskan secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Surat Kuasa terdiri atas:
identitas pemberi kuasa;
identitas penerima kuasa;
isi mengenai tindakan tertentu yang harus dilakukan; dan
penutup.
Dalam hal penerima kuasa berjumlah lebih dari 1 (satu) orang
maka pencantuman identitas penerima kuasa diurutkan berdasarkan
tingkat jabatan diawali dari yang tertinggi.
Kaki

Bagian kaki Surat Kuasa ditempatkan pada halaman akhir terdiri
atas:
a. tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Kuasa;

b. jabatan pemberi kuasa disertai nama lengkap ditulis dengan
huruf kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar dan
ditempatkan di sebelah kanan;

c. nama lengkap penerima kuasa ditulis dengan huruf kapital pada
tiap awal kata dengan mencantumkan gelar dan ditempatkan di
sebelah kiri;

d. tanda tangan pemberi kuasa diatas materai cukup dan tanda
tangan penerima kuasa tanpa materai; dan

e. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Kuasa antara lain:

naskah Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian diketik dengan jenis huruf Arnial dengan besar
huruf 12 di atas kertas khusus {concord) berukuran F4;

naskah Surat Kuasa yang ditandatangani Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat lain
yang mendapat pendelegasian kewenangan diketik dengan jenis huruf
Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas berukuran F4;

o op

Marjin:
atas (top) : 8 sentimeter (untuk halaman 1);
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnyaj;
bawah (bottom) 1 2,5 sentimeter
kiri (lef : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

halaman 2 dan seterusnya tidak dicantumkan nomor halaman;
naskah Surat Kuasa tidak dibubuhi cap;

naskah Surat Kuasa asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Kuasa tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

SURAT KUASA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDIRATOI& ﬁ[DANG PEREEKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
)

)
SURAT KUASA
NOMOR : J000XXKXX T XXX XXXXXXXX

)

)
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama XXXXXXXX XXXXXXXX XXKXXXXX
Jabatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Alamat XXXXEXEXX XXEXXXXXX XXXXXIXX
)
Memberi kuasa kepada:
Nama b-9:0.0.9:9.0.9. 405 +.9.9.9.0.9.9. Q. 9.9.9.9.9.9.9:4
Jabatan XXXXXXAX XXXXXXXX XXXXXXXX
Alamat EXXEXXXX XXXXAXXX XXXXXEXX

Untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili 0000000¢ 0000000 000000,
seria bertindak untuk dan atas namanya, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili dalam xx00000(¢ 3000000 X000
000000 0000000 JOBOO0OMN 3000000 XI0000XKX XO00000OL I00C00OK X000 X0
XO0Q0C000X 300000000 00000000 00000000 XDO00DOMX 00000000 300000000 00000000 000000,
0000000C 300000000 200000000 200000000 200000000 200000000 20000000 200000000 X000O000(
X00000XX  XIO00OOKK  I00000XKK JOOO0OMX  JOCO0000E 0000000

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (substitusi} baik sebagian maupun
seluruhnya yang dikuasakan kepada orang lain.

)
X000 XIODOXKK  XO00KKXX

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

} Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

) Republik Indonesia,

) )
[tanda tangan] [tanda tangan diatas materai]

) )
Nama Lengkap dan Gelar Nama Lengkap Tanpa Gelar

Lambang garuda dilcati
kata Menteri Koordinator
Bidang  Perckonomian
Republik Indonesia

} ! Nomor Surat Kuasa

Identitas Pemberi
Kuasa
Identitas Penerima
Kuasa

memuat substansi atau
materi yang
dikunasakan oleh
pemberi kuasa kepada
penerima kuasa untuk
melakukan  tindakan
tertentu
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CONTOH FORMAT

SURAT KUASA PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I,

PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II, ATAU

PEJABAT LAIN YANG MENDAPAT PENDELEGASIAN KEWENANGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANRG PEREEKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
)

)
SURAT KUASA
NOMOR : X00000K X000 X3
)

)
Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama AXXXXXXK XXKXXAKX XKRXXAXEX
Jabatan XXXXXXXX XXXXXEXX XEXXXXEXX
Alamat EXEERR FEOODTDOOK XXXXXXRX
)
Memberi kuasa kepada:
Nama AXXXEXXK XXEXKXXKK XEXEXKXXX
Jabatan AXXXXXXX XXAXXEXX IEXXXXXX
Alamat XXXXXXXX XXXXXXXX

Untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili 0000000¢  X0000000¢ XXX,
serta bertindak untuk dan atas namanya, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili dalam 000000(¢  x000000¢( 3000000
XO00000K XOO0000MK 30000000 0000000 X000000K X000 XOCO00CKX X000000K  X000000X
0000000 00000 000000 X0CCO00M 0000000 X000000M 00000000 X0000000C  X0000000K
30000000 200000000 JO00000( XO000000( 2000000, X000000M( JO0C000MN X000000K  X0000000¢
X0000000 X000 X000000,  X0000000( 30000000 X000,

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun
seluruhnya yang dikuasakan kepada orang lain.

)

200000000 20000000¢ XO0000(

)

Penerima Kuasa, Pernberi Kuasa,

) XO0O00DK XAV JKXKKK,
) )
[tanda tangan] [tanda tangan diatas materai]
)
Nama Lengkap dan Gelar Nama Lengkap Tanpa Gelar

Lambang garuda diikut
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

: ! Nomor Surat Kuasa

Identitas Pemberi
Kuasa
Identitas Penerima
Kuasa

memmat substansi atau
materi yang
dikuasakan oleh
pemberi kuasa kepada
penerima kuasa untuk
melakukan tindakan
tertentu

Tempat dan tanggal
dikelnarkan

Nama jabatan

Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon I,
Pimpi Tings:
Pratama/Eselon II,
atau pejabat lain yang
mendapat

pendelegasian
kewenangan

X e o
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Berita Acara

Berita Acara merupakan naskah dinas yang dikeluarkan oleh pejabat
atau pegawai yang berwenang dengan memuat proses pelaksanaan
kegiatan pada waktu tertentu yang ditandatangani oleh para pihak dan
saksi.

Susunan Berita Acara terdiri atas:
1. Kepala
Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas:

a. kop Berita Acara didahului dengan kata “Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian” yang ditulis dengan huruf
kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris;

b. kata “Berita Acara” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

c. judul Berita Acara ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris; dan

d. kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris serta ditempatkan di bawah judul
Berita Acara.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Berita Acara memuat substansi atau materi
muatan tentang proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu
yang dirumuskan secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Berita Acara terdiri atas:
1) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta identitas para pihak;
2} substansi Berita Acara;

3) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran (jika diperlukan);
dan

4} penutup.
3. Kaki

Bagian kaki Berita Acara ditempatkan pada halaman akhir terdiri
atas:

a. tempat dan tanggal dikeluarkannya Berita Acara;
b. tanda tangan para pihak dan saksi; dan

c. nama lengkap pejabat atau pegawai yang menandatangani ditulis
ditulis dengan dengan huruf kapital pada tiap awal kata tanpa
mencantumkan gelar dan dicetak tebal/ bold secara simetris.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Berita Acara antara lain:

1. naskah Berita Acara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
pejabat atau pegawai yang berwenang diketik dengan jenis huruf
Bookman Old Style dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus
(concord) berukuran A4,

2. Marjin:
atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
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kiri (left) : 2,5 sentimeter
kanan (right} : 2,5 sentimeter
halaman 2 dan seterusnya tidak dicantumkan nomor halaman;

format Berita Acara dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan
dan kesepakatan para pihak;

naskah Berita Acara tidak dibubuhi cap; dan

naskah Berita Acara asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Berita Acara tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
BERITA ACARA

KEMENTERIAN KQORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
BERITA ACARA
§.9,9.9.9.9.9.9.08D.9.9.9.9.6.0.¢. 01D .9.9.9.9.9.9.9.4
NOMOR : X000000K. 30X XOKXXXX

)
)

Pada hari ini, xxxomxx tanggal xxooox bulan oocoooxx tahun Xxosxxxx
(xx-xx-x00xx) bertempat di xxxxxxxx, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama I XXXEXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Jabatan : XEXXXXEXX XXXEXXXX XXXXXXXX
selanjutnya disebut sebagai xxxxxxxxX XXXEXXEXX.

Nama ! XXEXXXXX XXXXIIXX XXXEXXXX
Jabatan : XXXXXXXX XEXXXXXX XXXXXXXX
selanjutnya disebut sebagai XXXXXX XXXXIXXX.

dst.

1. Menyatakan bahwa telah dilaksanakan XxxxXXxXX XXXXXAXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXEXZX XXXEXXEXXR XIXXXAXX XXXXXRXX XXEXXIXX EXEXEXXK XXEAXEEFX
XXXXXXXX XEXEAXEEXEX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XEXXEXXXEXEX
AEXEERAAY XNXXEEXX XXXXX¥XEX EXXEXXXY XXXEXEXX XEXZXXXX,

PR e0.0.0990.04 XEXRXXEX po.0.0.0 0009 }9:9.6.9.9.9.9.4 P:9.9.9.9.9.9.9.4 EXRXAAXX XEXKXRXXX
XEXXEXXX XEXXXXEXXX JXXXXXXXX XEXXEXXEX® XEXXXIXX XEXXXXXEX XXXXXTXEX
XAXXKXXX XXEXXEXX XXXEXXXX IXXXXXXX XXXXXXXX XXXRAXXEK XEXXRXXXX.

3.dst.
)

EXAXXAXAY EXEXXXXE IEXREXXARX XXXXXXXX XXAXXAXX XEXXEXXK JXAXXHXE
XXXXAAXK XXXXXXYX XEXERAREXR ZXXEXXAAX XAXKXXXE ZXXIZXXXXX

)
)

EXXEXRXZNE XEXXAXEXX XXXEXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX,
) )
[tanda tangan] [tanda tangan]
) )
XEXXXXXXX XXXXXXEX XXXXXXXX XXXXXXXX,
SAKSI-SAKSI
XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX,
) )
[tanda tangan] [tanda tangan]

)
XXXXEXXXX ZXXXXXXX P:9:9.9:9.9.9.9.9:90.90.6.9.0.9.9.4

Lambang
kata

garuda diiknti
Kementerian

Koordinator Bidang
Perckonomian Republik
Indonesia

Identitas Para Pihak

yang
kegiatan

melaksanakan

Memuat kegiatan yang
dilaksanakan

/
Himinea Penutup

Tempat

dan Tanggal

Berita Acara

Nama,

Jabatan dan

Nama Lengkap para
pihak dan saksi
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Surat Keterangan

Surat Keterangan merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat
atau pegawai yang berwenang dengan memuat informasi mengenai hal,
peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan tertentu.

Susunan Surat Keterangan terdin atas:
1. Kepala

d.

Bagian kepala Surat Keterangan terdiri atas:

kop Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

kop Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan  Tinggi
Pratama/Eselon 1II, atau pejabat lain yang berwenang
menggunakan lambang garuda disertai dengan kata
“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”, “Nama Unit
Kerja”, dan “Alamat” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

kata “Surat Keterangan” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris; dan

kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital diikuti tanda
baca titik dua (:) dan ditempatkan di bawah kata “Surat Tugas”.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Keterangan memuat substansi atau materi

informasi mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk
kepentingan tertentu yang dirumuskan secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Surat Keterangan terdiri atas:
identitas pemberi keterangan;
identitas penerima keterangan (jika tentang seseorang;
isi mengenai hal atau peristiwa tertentu; dan
penutup.

Bagian kaki Surat Keterangan ditempatkan di sebelah kanan

bawah pada halaman akhir terdiri atas:

a.
b.

tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan;

jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan
ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan;

nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar;
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e. cap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal Surat
Keterangan dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian atau cap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam hal Surat Keterangan dikeluarkan oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang berwenang; dan

f. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan/atau
instansi (jika diperlukan).
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Keterangan antara lain:

naskah Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diketik dengan jenis huruf
Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus (concord) berukuran
A4;

naskah Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon I,
atau pejabat lain yang berwenang diketik dengan jenis huruf Arial
dengan besar huruf 12 di atas kertas berukuran A4;

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lefi) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi; dan

naskah Surat Keterangan asli yang telah dikeluarkan dan
ditandatangani harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Keterangan tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

SURAT KETERANGAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
SURAT KETERANGAN
NOMOR : X3C000KX X000 XOOXXXXX
)

)
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 00000 200000000 2000000
Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 30000000 X0000XKX 3000000
WOOO0OO! X000 00000000 00QCO0C 20000000¢C 0000000 X0000000(  JX000XXX X000
X000000K X000 300000 X300CO0NC  J00000MNC X00000XKX  XXIO00000  X00000K XTODONXK
X00000X X000 X0V

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
)

)

Dikeluarkan di xcooo0mx
pada tanggal xo¢ 300000 X

)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

)
[tanda tangan dan cap]
)
Nama Lengkap

)

)
Tembusan Yth.:
1. 000000 X000 X0D0D000 X000, Y0000 20000000,
2. dst;

Lambang garuda dilkuti
kata Menteri Koordinator
Bidang  Perckonomian
Republik Indonesia

Nomor Surat
Keterangan
Memuat substansi atau

materi muatan hal,

peristiwa, atau tentang
sesecrang

Tempat dan tanggal
penetapan

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jika
diperlukan




-89 -

CONTOH FORMAT

SURAT KETERANGAN PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I,

PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II, ATAU
PEJABAT LAIN YANG BERWENANG

KEMENTERIAN KOORDINATH‘.R. BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
20000000 20000000 200000000 2000000

20000000 XXX XA0OOXXX X0000KX XOOOKXX

SURAT KETERANGAN
NOMOR : OO0 OGO XOXXXXXXX

)
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama OOTTOOC J00TC000XK  X000000K
NIP 000000 20000000 X000000X
Jabatan 0000000 XO000000¢  XOC0R0K

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 3000000 0000000 XX000XX
XO00000K  JX000000K XI00000(X 3000000 X000000C(  X0000COX  J000000NC  XX000XX 3000000
JOO0OXXX 000003 X000000C 300000000 X000000CC  X0000000¢  20000000C  J0D00COMXX 20000000
JO000000C  X00000000 20000000,

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
)

)
Dikeluarkan di x0000000¢
pada tanggal >xxt 0000000 XXX
)
Xooooo00¢  Jooooooor Xooopoaxx XO0000MKK
Xoooooook X0000mx  XXI00MxXX,

)
[tanda tangan dan cap]
)
Nama Lengkap

)
)

Tembusan Yth.:
1. MOOCOX  JOOOOOMX  J0000MX  X000BMIX 000000 300000
2. dst;

Lambang garuda dikuti
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Nama Unit Kerja dan

i

Alamat Kementerian
Nomor Surat
Keterangan

Identitas Pemberi
Keterangan

Memuat substansi atau

materi muatan hal,
peristiwa, atau tentang
SEseorang

75

Tempat dan tanggal
penetapan

Nama jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya,/Eselon I,
Pratama/Eselon I,

atau pejabat lain yang
berwenang

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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Surat Pengantar

Surat Pengantar merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat
atau pegawai yang berwenang untuk mengantar atau menyampaikan
naskah, dokumen, dan/atau barang untuk kepentingan tertentu.

Susunan Surat Pengantar terdiri atas:
1. Kepala

Bagian kepala Surat Pengantar terdir atas:

kop Surat Pengantar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

kop Surat Pengantar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan  Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pegawai lain yang ditugaskan
menggunakan lambang garuda disertai dengan kata
“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”, “Nama Unit
Kerja”, dan “Alamat” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

kata “Surat Pengantar” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital diikuti tanda
baca titik dua ()} dan ditempatkan di bawah kata “Surat
Pengantar”;

tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat

Pengantar ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata serta
ditempatkan di sebelah kanan di bawah kata “Nomor”; dan

kata “Yth” ditulis dengan huruf kapital pada awal kata diikuti
dengan tanda baca titik () serta ditempatkan di sebelah kiri
disertai nama kota penerima surat.

2. Batang Tubuh

ao TP

3. Kaki

Batang tubuh Surat Pengantar memuat kolom yang terdiri atas:
nomor;

dokumen/barang;

jumlah dokumen/barang; dan

keterangan.

Bagian kaki Surat Pengantar ditempatkan di bawah pada

halaman akhir terdiri atas:

a o v

tempat dan tanggal diterimanya Surat Keterangan;

nama penerima dan pengirim disertai dengan jabatan;
tanda tangan serta cap instansi penerima dan pengirim; dan
nomor telepon, handphone, atau faksimile.
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Hal-hal yang perha diperhatikan dalam Surat Pengantar antara lain:

naskah Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diketik dengan jenis huruf
Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus (concord} berukuran
A4,

naskah Surat Keterangan yvang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II,
atau pegawai lain yang ditugaskan diketik dengan jenis huruf Arial
dengan besar huruf 12 di atas kertas berukuran A4;

Marjin:

atas (top) . 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) . 2,5 sentimeter
kirt (lefi) : 2,5 sentimeter
kanan (right) ;2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi; dan

naskah Surat Pengantar dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan naskah
Surat Pengantar asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani harus
disimpan scbagai arsip.

Format Surat Pengantar tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

SURAT PENGANTAR MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
SURAT PENGANTAR
NOMOR : XOQOCKXX XXX XXXKXXXX
)
)

)

[Tempat, Tgl. Bin. Thn.]

Lambang garuda diikuti
kata Menteri Koordinator
Bidang  Perckonomian
Republik Indonesia

: ! Nemor Surat Pengantar

Yth.
300000000 3000000 XIX00OKNX
di 0000000¢
)
)
No. Dokumen/Barang | Jumlah Dokumen/Barang Keterangan Daftar dolaumen;/
1. | = xoooooxx XXX XXAXXXXXX XXXXXXXX barang, jumiah
dokumen /barang, dan
2. | XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXK XXXXKXXX keterangan
3. |dst. dst. dst.
) Tanggal  Penerimaan
Diterima pada tanggal x000000¢ 3000000 }< Surat Pengantar
)
)
Penerima Pengirim
Xo0coo0cx Xa000000K, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia,
)
[tanda tangan dan cap] [tanda tangan dan cap)
Nama Lengkap Nama Lengkap
)
) Nomor Te]_.p. /Hp/
No. Telp/Hp/Faksimile : 00000000 20000000 Faksimile Penerima
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CONTOH FORMAT

SURAT PENGANTAR PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON 1,

PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II, ATAU
PEGAWAI LAIN YANG DITUGASKAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
XXXXXXXX XXXXXXXX XXKXXXEX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

SURAT PENGANTAR
NOMOR : X300C8CCK T XXO0COX XCO0CKKK
)
)

)

[Tempat, Tgl. Bln. Thn.]

Yth.
XOO000X(  XI000OXKX  X00000XK
di 20000000
)
}
No. Dokumen/Barang Jumlah Dokumen/Barang Keterangan
1. | 2000000 3000000 300X X00C00XK  X000000
2. | 200000000 XOO0000XK XXX XIOOOOK FOOGKOKK
3. | dst dst. dst.
)
Diterima pada tanggal 0000000 30000000
)
)
Penerima Pengirim
000000 Xoo0000, 2000000 X300000X,
)
[tanda tangan dan cap] [tanda tangan dan cap]

) )
Nama Lengkap Nama Lengkap

No. Telp/Hp/Faksimile : x0000000( 1000000

Bidang
Perckonomian Republik
Indonesia

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

} ! Nomor Surat Pengantar

Daftar dokumen/
barang, jumiah
dokumen/barang, dan
keterangan

Tanggal Penerimaan
Surat Pengantar

Nama
Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon I,
Pimpinan Tinggi
Pratama/Esclon o,
atau pejabat lain yang
ditugaskan

jabatan

Nomor Telp. /Hp/
Faksimile Penerima

oC, X o —
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Pengumuman,

Pengumuman merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau pejabat
lain yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk menyampaikan
pemberitahuan mengenai hal tertentu yang ditujukan kepada semua
pejabat atau pegawai, perseorangan, dan/atau golongan di dalam atau di
luar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Susunan Pengumuman terdiri atas:

1. Kepala

Bagian kepala Pengumuman terdiri atas:

kop Pengumuman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan
lambang garuda disertai dengan kata “Menteri Koordinator
Bidang Perckonomian” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;

kop Pengumuman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Esclon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan menggunakan lambang garuda
disertai dengan kata “Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian”, “Nama Unit Kerja”, dan “Alamat” yang ditulis
dengan huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris;

kata “Nomor” ditulis dengan huruf kapital diikuti dengan tanda
baca titik dua (:) serta ditempatkan di bawah kata “Pengumuman”
secara simetris;

kata “Tentang” ditulis dengan huruf kapital serta ditempatkan di
bawah kata “Nomor” secara simetris; dan

judul Pengumuman ditulis dengan hwuf kapital serta
ditempatkan di bawah kata “Tentang” secara simetris.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Pengumuman memuat pemberitahuan mengenai

hal tertentu yang ditujukan kepada semua pejabat atau pegawai,
perseorangan, dan/atau golongan di dalam atau di luar Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Pengumuman terdiri atas:

a. latar belakang atau uraian singkat dasar pertimbangan;
b. peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang
menjadi dasar pembentukan; dan/atau
c. isi mengenai pemberitahuan tertentu secara jelas dan lugas.
3. Kaki

Bagian kaki Pengumuman ditempatkan di sebelah kanan bawah

pada halaman akhir terdiri atas:

a.
b.

tempat dan tanggal dikeluarkannya Pengumuman;

jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eseclon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan
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mengeluarkan Pengumuman ditulis dengan huruf kapital pada
tiap awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Pengumuman;

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar;

e. cap Menteri Koordinator Bidang Perckonomian dalam hal
Pengumuman dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang
Pereckonomian atau cap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam hal Pengumuman dikeluarkan oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Esclon II, atau pejabat lain yang mendapat
pendelegasian kewenangan; dan

f. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan/atau
instansi (jika diperlukan).

Lampiran (jika diperlukan)
Bagian lampiran Pengumuman memuat dokumen tambahan

dan/atau hal terkait lainnya yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Pengumuman.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pengumuman antara lain:

naskah Pengumuman yang dikeluarkan dan ditandatanganit oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diketik dengan jenis huruf
Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas khusus (concord) berukuran
A4,

naskah Pengumuman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II,
atau pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan diketik
dengan jenis huruf Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas
berukuran A4;

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) 1 2,5 sentimeter
kiri (lefy : 2,5 sentimeter
kanan (right} : 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca {-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi; dan

naskah Pengumuman asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Pengumuman tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT

PENGUMUMAN MENTER] KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

— 35
“'\_..._ .

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
)

)
PENGUMUMAN
NOMOR : X00000KX 2OXXXXXX XXX

)
TENTANG
XOOOOOKK XX XX 200K MXXXXXXX XXXXXXXX
OCOCCOK XOOAOONX 300000 XOOCOOKX . XXXXKXXX HOOXXXXX

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia,

)
[tanda tangan dan cap]
)
Nama Lengkap

)

)
Tembusan Yth.:
1. 0000000 X000 00000 1000000 X000000(  X00000¢
2. dst;

Lambang garuda diilut
kata Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

} ! Nomor Pengumuman

} ! Judul Pengumuman

Latar Belakang dan Isi

s ! Penutup

Daftar nama jabatan
penerima  tembusan
dan instansinya jika
diperhzkan
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CONTOH FORMAT
PENGUMUMAN PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I,

PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II, ATAU

PEJABAT LAIN YANG MENDAPAT PENDELEGASIAN KEWENANGAN

f S R
.5

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : X0000CC0C 200000XKX XOOKXX

)
TENTANG

KOOOKKXX XXX XOOOOOXX XXX XOOKXKKKXK XHKXXXXKX
XOOOKXX X0 XOO00XKXK JOGOCKXXK XXXXXXXX XXXXKXXXX

)
)

JO00COOGE 000000 X0000000(  X0000000C  X0O00000C  J00COOOOT  J0000000C X000
OO0 200000000 D000 30000000 J0000000 000K X0000G000C 0O
YOO00OOCK 300000000 20000000 X000000D, 200000 200000000 X000 200000XKX
JOO000OM 30GOC0OOC X0000000C 20000000 20000000C 2000000 200000 J000O00O(
00000000 0000000 2000000 JOO000CO XCA000ON, 200000 200000COC X000,

OO0OCO XOCCOO X0000000 0000000,

XO0000000 20000000 X0000000C  X0000000C 30000000 0000000 X0000MKXX
0000, OO0 20000000 20C00000C X00CA00NC X0000CCON X00O0CACL OO0
WOO000O, Y0000 0000000 XO00OCO 20000000¢ 200000000 X000 20000CL
30000000 2000000O( XOC000O! XCOCOCOCC X0GARNOL X0000000C 200000001  XX0CO00OC
O0COCOO 30000000C HODODO0O( XO0Q0OOL X0XQ0D0L X00CO00L X2000000 XO00O0O0(

00000000 X00000000 200000000 0000000,

000000 XC0000C0 000000 20000000( 0000000 X0000000¢  20COO0MNK

20000000¢ 200000000 X000000(K 30000C000C 300000,

)
)

Xooooxxk X000k 00000

KXXXXXXX X000,

)
[tanda tangan dan cap]
)

Nama Lengkap

Tembusan Yth.:
1. 0000000 X000 XO0000¢  X00000K  X000000( 0000
2. dst;

)
)

Lambang garuda diikutd
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

H Nomor Pengumuman

H Judul Pengumuman

N

Latar Belakang dan Isi

}4 Penutup

Nama jabatan
Pimpi PO
Madya/Eselon I,
Pimmi Tines

Pratama/Eselon I,
atau pejabat lain yang
mendapat
pendelegasian
kewenangan

Daftar pama jabatan
penerima tembusan
jika diperlukan
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Laporan;

Laporan merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat atau pegawai dengan memuat informasi
mengenai pelaksanaan suatu kejadian atau kegiatan sesuai tugas pokok
dan fungsi.

Laporan ditujukan kepada pejabat atau pegawai yang tingkatannya
sejajar atau 1 (satu) tingkat diatasnya.

Susunan Laporan terdiri atas:
1. Kepala
Bagian kepala Laporan terdiri atas:

a. kop Laporan menggunakan lambang garuda disertai dengan kata
“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”, “Nama Unit
Kerja®, dan “Alamat” yang ditulis dengan huruf kapital dan
dicetak tebal/ bold secara simetris;;

b. kata “Laporan” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris; dan

¢. judul Laporan ditulis dengan dengan huruf kapital dan
ditempatkan di bawah kata “Laporan”.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Laporan memuat substansi atau materi muatan
tentang informasi mengenai pelaksanaan suatu kejadian atau kegiatan
yang dirumuskan secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Laporan terdiri atas:
a. pendahuluan, yang memuat maksud dan tujuan;

b. isi laporan, yang memuat kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang
dicapai, atau hal lain yang terkait;

c. simpulan dan saran, yang memuat uraian singkat hasil yang
dicapai dan/atau masukan atau pertimbangan; dan

d. penutup, yang memuat permintaan arahan atau ucapan terima
kasih.

3. Kaki

Bagian kaki Laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah pada
halaman akhir terdiri atas:

a. tempat dan tanggal pembuatan Laporan;

b. nama jabatan pejabat atau pegawai yang membuat Laporan
ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

tanda tangan pejabat atau pegawat yang membuat Laporan;

o

d. nama lengkap pejabat atau pegawai yang menandatangani ditulis
dengan huruf kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan
gelar; dan

¢. tembusan dengan mencantumkan npama jabatan (jika
diperlukan). :
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Laporan antara lain:

naskah Laporan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat
atau pegawai diketik dengan jenis huruf Arial dengan besar huruf 12
di atas kertas berukuran A4;

Marjin:

atas (top) 1 2,5 sentimeter;
bawah (bottorn) : 2,5 sentimeter
kiri (leff) : 2,5 sentimeter
kanan (righf) : 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi;

naskah Laporan tidak dibubuhi cap Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian,;

tembusan Laporan hanya berlaku untuk pejabat atau pegawai di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

naskah Laporan asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani harus
disimpan sebagai arsip.

Format Laporan tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
LAPORAN PEJABAT ATAU PEGAWAI

-

4 i
™

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
2000000C 2G000000C 2000000 20000000(
200000000 20000000( 200000000 220000 X0000OXXX

LAPORAN
FOOOCK X000 X000 200X 200G 200X
200COKXXK 200000000 X000 20000000C 20000000C  XX000XX

A, Pendahuluan
1. Maksud

2. Tujuan

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

XO0OKX 200000 3X000COK HOQOOC0OK 000000 J000000K  X0000000¢
JO0Q00QOL 2000000 XXO0RQ0OCK 20000000 X0CA00C 2000000 2000000 KOO0

J00QQ0Q0C HOOCACOC HOOCOOOC,

C.  Hasil yang Dicapai

X0OCO0XX 0000000 3000000 0000000 X0000000(  2000000(X  20000000(
FOO0CO0OC 2000000 X000 X000 000000 O000COCON. 10000 XA000000(

OO0 HOTOODOL X000,

D. Simpulan dan Saran

WOO0OCOXK 0000000 000000 X000000{ 20000000 X000C0X 2000000
JO000OGKX. 2000QCOCK 20000Q000C X0000000K 200000000 2000000 200000000 2000000

000000 X00000000 2000000,

Dibuat di xoo00000¢
pada tanggal 000000

)
Xooooooor 2000000 X000000¢  X3000000(

000000t Y0000,
)
[tanda tangan]
)
Nama Lengkap

)
Tembusan Yth.:
1. 30000000 Y0000 00000 000000 3000000 Y0000
2. dst;

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

H Judul Laporan

H Isi Laporan

Pembuatan Laporan

}4 Tempat dan Tanggal

Nama jabatan pejabat
atau pegawai yang
membuat laporan

Daftar nama jabatan
penerima tembusan

jika diperlukan
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Telaahan Staf;

Telaahan Staf merupakan naskah dinas internal yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat atau pegawai dengan memuat penyampaian
analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan
simpulan atau saran atas suatu persoalan tertentu.

Susunan Telaahan Staf terdiri atas:
1. Kepala
Bagian kepala Telaahan Staf terdiri atas:

a. kop Telaahan Staf didahului dengan kata “Kementerian

Koordinator Bidang Perckonomian” dan “Nama Unit Kerja” yang
ditulis dengan hwruf kapital dan dicetak tebal/bold secara

simetris;
b. kata “Telaahan Staf” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris;

¢. kata “Tentang” ditulis dengan dengan huruf kapital dan
ditempatkan di bawah kata “Telaahan Staf” secara simetris; dan

d. judul Telaahan Staf ditulis dengan huruf kapital serta
ditempatkan di bawah kata “Telaahan Staf” secara simetris.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Telaahan Staf memuat substansi atau materi
muatan tentang penyampaian analisis singkat dan jelas mengenai
suatu persoalan tertentu, antara lain isu mengenai persoalan tertentu,
analisis atas isu, rekomendasi, dan simpulan atau saran yang
dirumuskan secara jelas dan lugas.

3. Kaki

Bagian kaki Telaahan Staf ditempatkan di sebelah kanan bawah
pada halaman akhir terdiri atas:

a. tempat dan tanggal dikeluarkannya Telaahan Staf;

b. nama jabatan pejabat atau pegawai yang membuat Telaahan Staf
ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat atau pegawai yang mengeluarkan Telaahan
Staf; dan

d. nama lengkap pejabat atau pegawai yang menandatangani ditulis
dengan huruf kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan
gelar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Telaahan Staf antara lain:

1. naskah Telaahan Staf yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
pejabat atau pegawai diketik dengan jenis huruf Arial dengan besar
huruf 12 di atas kertas berukuran A4;

2. Marjin:
atas (top} : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) 1 2,5 sentimeter;
kiri (left) : 2,5 sentimeter;

kanan (right) : 2,5 sentimeter;
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pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi;

naskah Telaahan Staf tidak dibubuhi cap Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian; dan

naskah Telaahan Staf asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Format Telaahan Staf tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
TELAAHAN STAF

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
X000C00OC 20000000 20000CO0C 200000
20000000C X00000CK. 2000000 200000 2000000

} ! Nama Unit Kerja

TELAAHAN STAF
TENTANG
XOOCCOCK XPO0COOK XCOOOOOL XDOOOOXKX XOOOGO0K X0000000(
XOOOCOCK 20000000, X000000( X00C0000( 2COCOOON 200000
XOOOOOOO{ X0000000( XOOOOXX  XXOOOK XOOOOKX
)
)
A. Isu

00000 XO00000CK 200000000 X0000000( 0000000 X000000KK 2000000
00000 X0000000( 0000000 X0000000¢  X0000000C  X000000K  X0C0000N0  XX0000KX
YO000000(  X00000000  X0000000¢  X0000000  X0000000(  X300000CK  X000000(  YOO00MKX
30000000 JO0000CKX  J00000OKK  XD000000(  X000000X X000 30000000

)
B. Analisis

JO00OKKK. X00000K 00000000 J0000CDOX. J000000KC X3000KIXX X000000X
OO0 JO0000XKX  XX00COX  XOCOTOXC  JODU000MK X0 X000 XXX
00000000 J0000D0M0 JO000OOM X00000MK XC000000  XD000OGKK X00000MX  XD00CO0XX
00000000 HC000000(  X00000XKX. 000000 X000000 300000 X0000000K

)

C. Rekomendasi

X00000K  X0000000C  X0000000 0000000 J0000000C  X0000000X  X00000K
0000000(  X0000000¢  X3000000( 0000000 2000000 3000000 X000000XK  X00C000XK
X000000CC X0000XKX X0C0000X 200000000 X000000X X300000XK  XO000KXX X000000KK
000000 JO0000MKK 300000 XCOR0ONNC  XI00000X  YO000000¢ 000000

)
D.  Simpulan atau Saran

JOUOCOCOK 20000000 20000000(  X20000000 200000000 20000000 X30O0000
0000000 OO0 20000000 00000000 100000000 X20000000 00000000 X0000000(
000000 000000 000000 00000000 000000 XO0O000OT  XO0000000 200000
FOOOQCOOC X000 00000000 00000000 0000000 X00000000 20000000

Dibuat di x0000000¢
pada tanggal 0000000

)
X0000000¢ X0000000¢ XO0000XX 20000000
Xo00000xk XD000000K,

)
[tanda tangan]
)

Narna Lengkap

} ! Judul Telaahan Staf

Q Isi Telaahan Staf

L/

: ! Penutup

Nama jabatan pejabat
atau pegawai




- 104 -

Policy Paper,

Policy Paper merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat atau pegawai sesuai dengan tugas pokok,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan memuat hasil penelitian
yang berfokus pada isu kebijakan tertentu yang menyajikan rekomendasi
kepada pembuat kebijakan.

Policy Paper paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

a) ringkasan eksekutif, berisi akar/isu masalah, mengapa isu/masalah
tersebut perlu/strategis, bagaimana solusi/rekomendasi untuk
menyelesaikan masalah tersebut, dan siapa yang menjadi subjek
dalam menyelesaikan masalah tersebut;

b) pendahuluan, berisi gambaran isu/masalah yang akan dibahas secara
ringkas, mengapa isu/masalah tersebut penting/strategis (skala dan
urgensi masalah/isu), dan mengapa pengambil keputusan harus
segera bertindak serta urgensinya;

¢) pernyataan kebijakan, berisi tujuan kebijakan, profil kebijakan yang
dibahas, dan aktor kunci kebijjakan;

d) pembahasan, berisi alternatif pilihan kebijakan yang dapat
ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan;

e} kesimpulan, berisi intisari hasil analisis, yang merupakan pilihan cara
bertindak atau jalan keluar;

fy rekomendasi, berisi tindakan yang disarankan yang memuat secara
ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan
yang dihadapi;

g) daftar pustaka/referensi, berisi referensi yang digunakan dalam
penyusunan Policy Paper; dan/atau

h) lampiran (jika diperlukan).

Bentuk, susunan, dan penandatanganan Policy Paper sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah Policy Paper dapat
diketik dengan jenis huruf Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas
berukuran A4.

Policy Brief;

Policy Brief merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat atau pegawai sesuai dengan tugas pokok,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan memuat hasil ringkasan
yvang berfokus pada isu tertentu disertai dengan paparan alasan/rasional
pemilihan alternatif kebijakan tertentu pada tataran perdebatan kebijakan.

Policy Brief paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

a) ringkasan eksekutif, berisi akar/isu masalah, mengapa isu/masalah
tersebut perlu/strategis, bagaimana solusi/rekomendasi untuk
menyelesaikan masalah tersebut, dan siapa yang menjadi subjek
dalam menyelesaikan masalah tersebut;

b) pendahuluan, berisi gambaran isu/masalah yang akan dibahas secara
ringkas, mengapa isu/masalah tersebut penting/strategis (skala dan
urgensi masalah/isu), dan mengapa pengambil keputusan harus
segera bertindak serta urgensinya;
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¢) deskripsi masalah, berisi fakta yang menggambarkan isu berupa
pernyataan spesifik yang diuraikan secara singkat dan jelas;

d) rekomendasi, berisi tindakan yang disarankan dan bersifat spesifik
untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat
secara terukur (dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan
kemampuan pemangku kepentingan/ stakeholder serta di dukung oleh
faktor-faktor yang ada), dan terdapat alternatif yang disertai analisis
singkat, metode penentuan/pemilihan, dan gambaran singkat
alternatif yang dipilih;

e) kesimpulan, berisi intisari hasil analisis, urgensi isu/masalah, dan
rekomendasi disarankan; dan/atau

f) daftar pustaka/referensi, berisi referensi yang digunakan dalam
penyusunan Policy Brief.
Bentuk, susunan, dan penandatanganan Policy Brief sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah Policy Brief dapat

diketik dengan jenis huruf Arial dengan besar huruf 12 di atas kertas
berukuran A4.

Memo Kebijakan,;

Memo Kebijakan merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat atau pegawai sesuai tugas pokok, fungsi,
wewenang, dan tanggung jawabnya dengan memuat rekomendasi singkat
terhadap suatu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan
kebijakan yang bersifat terbatas.

Memo Kebijakan paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

a) ringkasan, berisi pernyataan singkat dan jelas tentang masalah yang
akan dibahas, mengapa keputusan diperlukan dan saran kebijakan
yang dianjurkan;

b) latar belakang, berisi hal penting terkait suatu masalah dan
bagaimana masalah telah berkembang/menjadi perhatian;

c) isu, berisi masalah kunci yang akan ditangani dan posisi pihak lain
atas masalah tersebut;

d) rekomendasi, berisi tindakan yang disarankan yang memuat secara
ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi masalah
yang dihadapi; dan/atau

e) kesimpulan, berisi intisari hasil analisis yang merupakan pilihan cara
bertindak atau jalan keluar.

Bentuk, susunan, dan penandatanganan Memo Kebijakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah Memo
Kebijakan dapat diketik dengan jenis huruf Arial dengan besar huruf 12
di atas kertas berukuran A4.
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Surat Pernyataan;

Surat Pernyataan merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh pejabat atau pegawai dengan memuat uraian singkat
atas sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan.

Surat Pernyataan dalam rangka keperluan kelengkapan dokumen

administrasi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

1.
2.
3.

Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis;
Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan; dan
Surat Pernyataan Pemanfaatan Karya Tulis.
Susunan Surat Pernyataan terdiri atas:
Kepala

Bagian kepala Surat Pernyataan terdiri atas:

a. kop Surat Pernyataan menggunakan lambang garuda disertai
dengan kata “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian®,
“Nama Unit Kerja”, dan “Alamat” yang ditulis dengan huruf kapital
dan dicetak tebal/ bold secara simetris; dan

b. kata “Surat Pernyataan” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris.

Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Keterangan memuat substansi atau materi
informasi mengenai uraian singkat atas sesuatu yang telah atau akan
dilaksanakan yang dirumuskan secara jelas dan lugas.

Batang tubuh Surat Keterangan terdiri atas:
a. identitas pembuat pernyataan;
b. isi mengenai sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan; dan
c. penutup.
Kaki
Bagian kaki Surat Pernyataan ditempatkan di sebelah kanan
bawah pada halaman akhir terdiri atas:
a. tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan;

b. jabatan pejabat atau pegawai yang mengeluarkan Surat
Pernyataan ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata dan
diakhiri dengan tanda baca koma {(,};

c. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Surat Pernyataan;

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar; dan

e. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan/atau
instansi (jika diperlukan).
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Pernyataan antara lain:

naskah Surat Pernyataan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
pejabat atau pegawai diketik dengan jenis huruf Arial dengan besar
huruf 12 di atas kertas berukuran A4;

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottomn) : 2,5 sentimeter
kiri (lefy) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi; dan

naskah Surat Pernyataan asli yang telah dikeluarkan dan
ditandatangani harus disimpan sebagai arsip.

Format Surat Pernyataan tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
200000000 2000000 200000000 2003000
200000000 20000000 200000000 X20000COL 2000000

Lambang garuda diik

kata

Kementer

Koordinator Bid:
Perckonomian Repul

Indonesia

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

SURAT PERNYATAAN
)

)
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama X000O00C 30000000 X00000(X
NIP I0000000 X00C00K  XCO000K
Jabatan X00000KK X00000K 3000000
Unit Kerja XO0000K 20000000 30000000¢

dengan ini menyatakan bahwa 0000000¢( 0000000( 000000 0000000 X000000K
Y0000 YOOOCOOXK  JO00ACKK 0000000 300000 J000000MC  J000000NC  XXO0000K  X000000K
300000 000000 X000 X0000000 X00OC0C0N(  X000C00M¢  J0000000C X000 3000000
X000 XOTOOKX 000000 300000000 000000 XICOCOCO.  XXOTOOCXC 1000000 XOO00XKX
200000000 200000000 X0000000C XD000000C  X00000D0C XDOOCOON. XO0DO00NK  X000D000L  X0ODO0ROO(
XXX XXX

O000COL HGOOOOO JOO0000GC J0000000C 2200000 00000000 20000000 20000000
OO JOOOCOO XOCOO00CK. 20000000 2000000CK 2000000CC 20000000

)
)
Dikeluarkan di xxo000c
pada tanggal xx 000000 XXXX
)
200000000 X000 2000000 X000
20000000t Xo0oo0o 00000,

)
{tanda tangan)
Nama Lengkap
)
)
Tembusan Yith.:
1. K00000  WO0O00D, 20000000 XD00000C  JO00000L  XOO0000L,
2. dst;

Identitas Pejabat atau
Pegawai yang membuat
pernyataan

Memuat substansi atau
materi muatan
mengenai sesuatu yang
telah atau akan
dilaksanakan

1§43
£

Penutup

Nama jabatan pejabat
atau pegawai yang
membuat pernyataan

Daftar nama jabatan
penerima termnbusan
dan instansinya jika
diperlukan
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CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
20000000C 200000000 X2000000C X00000KK
20000000 30000000 200000000 220000000 000000

Lambang garuda diikut]
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
)

)
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama I 000000K  20000000(  XO00000K
NIP I 00000000 00000000 X0000000(
Pangkat/Golongan 0000000 JO0000BN0  X00000K
Jabatan/TMT 000000 000K X0000000K
Unit Kerja 00000000 XO000OO 3000000
dengan ini menyatakan bahwa:

No. Judul Satuan Hasil Tanggal
1 {diisi jumiah dan jenis

; JOOO0OK JOOOXKX R0 dokumen/kajian) PSRN
2. YOOOCOOK  XO000000K  Y000000XK Y0000 XO00OKK 000000
3. YXOOC000XK  YO00000K Y0000 XOQ0O0OCK XOBOOOK 30000000
4, dst.

Belum pernah dipublikasikan sebelumnya serta fidak mengandung unsur plagiat
di dalamnya.

Dikeluarkan di »xo0o000¢

pada tanggal xx 300X XX

)

X000 Xooooox  Xooocoxx X000000K
200000000 XO000000X 20000000,

)
[tanda tangan]
)
Nama Lengkap
)
)
Tembusan Yth.:
1. XOOOXX 3000000 XO000KX XC00000C 300000 XOOOCKXX;
2. dst;

Identitas Aparatur Sipil
Negara yang membuat
pernyataan

N\

Memuat Karya Tulis

yang dinyatakan

—

Penutup

Tempat dan tanggal
pembuatan pernyataan

el sl

Nama jabatan pejabat
atau pegawai yang
membuat pernyataan

Daftar nama jabatan
penerima  tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
22000000 20000000 2G000000C 200000K
2000000 20000 20O 20000 XO000CKKX

Lambang garuda diikut
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

)

)
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama I 0000000¢C X00000KK  X000000¢
NIP I X0000000¢ 000000 X0000000¢
Pangkat/Golongan 00000000 JO0OCOMKX. XI00TKKK
Jabatan/TMT 00000 X0 X000
Unit Kerja JCOCO0MKX. X0000000(  X0C0000%K

dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan x000000¢  XX00000(X
JOOOOOOGC X00O0000C XOC00X X00000C, X000000X XGA000N.  XO000ONK XI00DODXK X000
X000 X0COCON X000 XI00000XK 3000000 000000 J00XN0GN! 3000000 X00000X
00O X000 X000 X000000C 30000000 X3000000X  X0000000C  J000C00NC X000

Y00000 X000 J000000N . X300000X 00000 X00000000  X00000CK
00000 000000 xooooax  berdasarkan/sesuai dengan 0000000
OCROON 000000 3A000AX X000000XK 3000000 JO0000CM.  X000000
XO00000KK  JO00000KX.

X000 J000C00K X0000000¢  X0000000C  JO000000( 30000000 XO0000XKX
X0000000C  X000000¢  X00000KX X00000CK  XIOTO00X  J0000CKXX  XOO000XX.
)
)
Dikeluarkan di >0000000¢
pada tanggal xx 000000 X000(

0000000k Xo00000x 20000000
Xo000000X  X0000000(  XO00000XK,

)

[tanda tangan]
)
Nama Lengkap
)
}
Tembusan Yth.:
1. 0000 0000 0000000 X00000¢  X000000C 3000000,

2. dst;

Identitas Aparatur Sipil
Negara yang membuat
pernyataan

I

Memuat kegiatan yang
telah dilaksanakan
beserta dasarnya

Penutup

Tempat dan tanggal
pembuatan pernyataan

L T T

Nama jabatan pejabat
atau pegawai yang
membuat pernyataan

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN KARYA TULIS

5 T
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUELIK INDONESIA
200000000 300000000 200000000 2000000
200000000 20000000 X3000000C 200000000 2000000

SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN KARYA TULIS
)

)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama I 000000 X000 D000
NIP T000000K  X000000( X000
Pangkat/Gotongan 00000 30000000 3000000
Jabatan/TMT XO00000KK  XC000GKK X000
Unit Kerja 000D XO000OKX  JOCO000K

dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk 0000000 3000000X 3000003
0000000 X000000( 000000 dengan judul  30000XXX  JO000KXX. X000, XXXXKXXXK
00000 XXX X0000MK I0000000¢  X0C000XK 000000 XT0D00OK 000000 XX0O0NKX
xo0000x xoeooxx  telah disusun oleh  x0000000¢ 00000000 0000000 dan telah:

Dijadikan sebagai Informasi
Utama/Dirmanfaatkan dalam Perumusan,
Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan

Dijadikan Sebagai Informasi Tambahan

*

(*) diberikan tanda ceklis () pada kolom sesuai kebutuhan

JOOOC0OOC 200000 0000000 XOCO00000C  XOO0000DC 20000000 X000 XA
XO0O0000 X0000000K 000000 200000000 X00C00000 Y0000 J0000KXX.

)
)

Dikeluarkan di x0000000x

pada tanggal xx 000000¢ XXX

)

Xooo0000¢ Xoooo0o¢  X0000000  XO000000K
00000000 X000000X  XO00000X,

)

ftanda tangan]
)
Nama Lengkap
)
)
Tembusan Yth.:
1. 0000000 30000 XI000CO! 00000 X000000( 3000000,
2. dst;

Lambang gamuda diikut
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

Identitas Aparatur Sipil
Negara yang membuat
pernyataan

Memuat Pemanfaatan
Karya Tulis

o
H Penutup

Tempat dan tanggal
pembuatan pernyataan

i

Nama jabatan pejabat
atau pegawai yang
membuat pernyataan

N

Daftar nama jabatan
penerima  tembusan
dan instansinya jika
diperlukan
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Notula merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani
oleh Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II,
atau pejabat lain yang berwenang dengan memuat catatan proses sidang
atau rapat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan.

Susunan Notula terdiri atas:
1. Kepala

Bagian kepala Notula terdiri atas:

kop Notula didahului dengan kata “Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian” dan “Nama Unit Kerja” yang ditulis dengan
huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris;

kata “Notula” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal/ bold
secara simetris; dan

kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital dan
ditempatkan di bawah kata “Nota Dinas”.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Notula memuat substansi atau materi muatan

tentang catatan proses sidang atau rapat yang dirumuskan secara
jelas dan lugas.

@ oMo a0 TP

[
'

3. Kaki

Batang tubuh Notula paling sedikit memuat:

hari dan tanggal pelaksanaan sidang atau rapat;

waktu pelaksanaan sidang atau rapat;

tempat pelaksanaan sidang atau rapat;

agenda sidang atau rapat;

pimpinan sidang atau rapat;

peserta sidang atau rapat;

pengantar atau pembukaan oleh pimpinan sidang atau rapat;
pembahasan sidang atau rapat; dan/atau

hal yang diputuskan dalam sidang atau rapat;

Bagian kaki Notula ditempatkan di sebelah kanan bawah pada

halaman akhir terdiri atas:

a.

nama jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon 1II, atau pejabat lain yang berwenang
menandatangani Notula ditulis dengan huruf kapital pada tiap
awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma (,};

tanda tangan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang berwenang
mengeluarkan Notula;

nama lengkap Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II, atau pejabat lain yang berwenang
menandatangani ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata
tanpa mencantumkan gelar;
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d. cap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

e. tembusan dengan mencantumkan nama jabatan dan instansi
(jika diperlukan).
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Notula antara lain:

naskah Notula yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain yang berwenang diketik dengan jenis huruf Arial dengan
besar huruf 12 di atas kertas berukuran A4;

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (left) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

pencantuman nomor halaman dimulai dari halaman 2 dan seterusnya
yang dicantumkan di bagian atas tengah denga.n didahului dan
diakhiri tanda baca (-} serta diberi jarak 1 (satu} spasi; dan

naskah Notula asli yang telah dikeluarkan dan ditandatangani harus
disimpan sebagai arsip.

Format Notula tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT
NOTULA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Lambang garuda diikutd
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian Republik
Indonesia

Nama Unit Kerja dan
Alamat Kementerian

NOTULA

Hari, Tanggal X000000C J0000000K  JOC0000K X00000(X 3000000 3000000

Waktu 3000COMKK X00000K X000 JO0C00K  JO0OCOXKK  X000000KX

Tempat 000000 X00000 Y0000 XOCOCXX  X000000C X000

Agenda XO00000CC 0000000 XO0C0000. XO0000MK  XO00000K D000

Pimpinan Rapat X0O0OXK JOCO00OCK  JOXTCO0OMC  JOD000MK JOOOUIXX X000

Peserta Rapat A 000000 00000000 X000000KK  X0000000C  X000000CXK  XO00000KK;
2 000000 JO00000CK JOT0000MXX 30000000 JOCO00MXX  XIOTO00CK;
3 dst;

1. Pengantar atau Pembuka [Pimpinan Sidang atau Rapat]

XO000000C  XO000000C  XO00000K  J0000000K  XI000KXXX 3000000 X000K00KK
FOOOOOOOL 2000000, 20000000 X000000C  H0D0000C 00000000 00000000 2000000
200000000 20000000¢ 00000000 00000000 20000000, 2000000
2. Pembahasan Sidang atau Rapat
JOOOO00K HOOOK 0O OO0 300000 PO, 200000
XIO000OK  JOO0OKKKX 00000000 X0000XKXX 0000 000000 X00000K 000000
X000 200000000 000000, 0000000, J0000COC X000O00(
3. Hal yang Diputuskan dalam Sidang atau Rapat
0000000 XO000COMK JO00000X J000000K XO000000K X000, 2000000
X00000X 00000 20000000¢ X000000(C  X000000X(  JO00000K  J00000MNK 000000

X00CO0CK 20000000 X00000C 00000000 XQ0000C  X0000000(

)
[tanda tangan dan cap]
)
Nama Lengkap

)

)
Tembusan Yth.:
1. X00000CK J00000K  X000MKXX XG0, J000KKK X000000K

2. dst;

}4 Nomor Notula

N

A Batang Tubuh Notuls

/
: ! Alinea Penutup

Nama jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon I,

Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon o,
atau pejabat lain yang

Daftar nama jabatan
penerima tembusan
jika dipertukan
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Sertifikat;

Sertifikat merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I atau Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II kepada
seseorang atau pihak terkait lainnya sebagai tanda bukti telah mengikuti
program atau kegiatan tertentu, antara lain penataran, kursus, orientasi,
bimbingan teknis, workshop, seminar, atau hal terkait lainnya.

Susunan Sertifikat terdiri atas:

1. Kepala
Bagian kepala Sertifikat terdiri atas:

a. kop Sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda
disertai dengan kata “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian”
vang ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara
simetris;

b. kop Sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon 1 atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon Il menggunakan lambang garuda disertai dengan
kata “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian” yang
ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal/bold secara
simetris;

c. kata “Sertifikat” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak
tebal/ bold secara simetris; dan

d. kata “Nomor” ditulis dengan dengan huruf kapital diikuti tanda
baca titik dua (:) dan ditempatkan di bawah kata “Sertifikat”.

2. Batang Tubuh

Batang Tubuh Sertifikat memuat uraian mengenai tanda bukti
telah mengikuti program atau kegiatan tertentu.

Batang Tubuh Sertifikat terdiri atas:

a. nama sescorang atau pihak yang telah mengikuti program atau
kegiatan tertentu;

b. isi mengenai judul program atau kegiatan tertentu; dan/atan
c. hal terkait lainnya sesuai dengan program atau kegiatan tertentu
yang telah diikuti.

Dalam hal program atau kegiatan yang telah diikuti berjumlah
lebih dari 1 (satu) program atau kegiatan maka pencantuman judul
program atau kegiatan dapat dimuat dalam lampiran atau bagian
belakang Sertifikat.

3. Kaki

Bagian kaki Sertifikat ditempatkan di sebelah bawah yang terdiri
atas:

a. tempat dan tanggal dikeluarkannya Sertifikat;

b. jabatan “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia, Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, atau Pimpinan Tinggi
Pratama/Eselon II” ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal
kata dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
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c. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Sertifikat;

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar; dan

e. cap Menteri Koordinator Bidang Perckonomian dalam hal
Sertifikat dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian atau cap Kementerian Koordinator Bidang
Perckonomian dalam hal Sertifikat dikeluarkan oleh Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, atau Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.

Lampiran atau Bagian Belakang Sertifikat (jika diperlukan)

Bagian lampiran atau bagian belakang Sertifikat memuat judul
program atau kegiatan yang telah diikuti oleh seseorang atau pihak
terkait disertai dengan tempat dan tanggal dikeluarkannya Sertifikat,
nama jabatan pejabat yang menandatangani, tanda tangan, dan nama
lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital
pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar, serta ditempatkan di
sebelah kanan bawah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Sertifikat antara lain:

naskah Sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian di cetak di atas kertas khusus
(concord) berukuran A4 atau F4;

naskah Sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, atau
pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenangan di cetak di atas
kertas berukuran A4 atau F4;

Marjin:

atas (top) . 2,5 sentimeter;
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lef) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

Format Sertifikat tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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Piagam merupakan naskah dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani
oleh Menteri Koordinator Bidang Perckonomian atau Pimpinan Tinggi
Madya/Eselon 1 kepada seseorang, kementerian/ lembaga, atau pihak terkait
lainnya sebagai tanda bukti penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau
keteladanan yang telah diwujudkan.

Susunan Piagam terdiri atas:
1. Kepala

Bagian kepala Piagam terdiri atas:

kop Piagam yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteni
Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda
disertai dengan kata “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian”
yvang ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal/bold secara
simetris;

kop Piagam yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I menggunakan lambang garuda disertai
dengan kata “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian” yang
ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal/ bold secara simetris;
dan

kata “Piagam” ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal/ bold
secara simetris.

2. Batang Tubuh

Batang Tubuh Piagam memuat uraian mengenai tanda bukt

penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang
telah diwujudkan.

%

Batang Tubuh Piagam terdiri atas:

nama sescorang atau pihak yang diberikan penghargaan atas
prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah
divrujudkan;

isi mengenai penghargaan atau keteladanan; dan/atau

hal terkait lainnya sesuai dengan penghargaan atas prestasi atau
keteladanan yang telah diwujudkan.

Bagian kaki Piagam ditempatkan di sebelah bawah yang terdiri atas:
tempat dan tanggal dikeluarkannya Piagam;

jabatan “Menteri Koordinator Bidang Perckonomian Republik
Indonesia atau Pimpinan Tinggi Madya/Esclon I” ditulis dengan
huruf kapital pada tiap awal kata dan diakhiri dengan tanda baca
koma (,);

tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Piagam;
nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf
kapital pada tiap awal kata tanpa mencantumkan gelar; dan

cap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal Piagam
dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau
cap Kementerian Koordinator Bidang Pereckonomian dalam hal
Piagam dikeluarkan oleh Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I.
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Piagam antara lain:

naskah Piagam yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian di cetak di atas kertas khusus
(concord) berukuran A4 atau F4;

naskah Piagam yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan
Tinggi Madya/Esclon I di cetak di atas kertas berukuran A4 atau F4;

Marjin:

atas (top) : 2,5 sentimeter;
bawah {bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (lefi) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

Format Piagam tercantum dalam contoh sebagai berikut:
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CONTOH FORMAT 1
PIAGAM MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Lambang garuda diikut

kata Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
4 Republik Indonesia
MENTERI KEOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
)
PIAGAM PENGHARGAAN
)
Menteri Keordinator Bidang Perekonomian berdasarkan xxo000X 00000000 XI00000XK
X0O0000XK 000000 X0O00000C  HOQ0000MK  X000000¢  JO00000X! 300000000 20000000¢  X0000000K Dasar kewenangan
000000 000000X  xooo0oxx  dan ketentuan pelaksanaannya, dengan ini memberikan mengeluarkan piagam
penghargaan kepada:
)
Nama : 30000000¢ X0000000( 0000000 X000000K
NIP TX00000KK 000000 000000 300000
Jabatan @ 0000000¢ 30000000 0000000 TN
Instansi @ X00000000 X00000X  XOCONXX  X00000K)
)
Atas 0000000 X0000XKX 00000 XI00000C( X000 XP000000(  X0000000( 300000000 Bentuk  penghargaan
000000 XOCCO0OL X000 JO00000MC XC00000X.  J000000KK  XO00000IX 00000000 X3000000 atas prestasi atau
Y0000 JO0000OX  X0COO00MK JOC0C0MKX  XX00000M  JO0000GNC  XO00DKXX  XIO0V0X  IOOCK k"i.t"l;d"""a“u yang

20000000 0000 X000 X3000O0COC X000 000000 XX0000O0( X000 000X

20000000 HO00000L X000 XOCOOOOC  X000000O(C X000 X000 000000 XXX
200000000 200000000 X0000000 X000,

Tempat, tanggal bulan
dan tahun

30000000¢, 20 X000000 300K

)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia,

o

}
[tanda tangan dan cap]
)

Nama Lengkap
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CONTOH FORMAT 2

PIAGAM MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MENTERI KOORDINATOR ﬁtDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
PIAGAM PENGHARGAAN
)

)
Diberikan Kepada:

X0000000¢ 2000000 X0oo0ox Xoo00o X000 X0000000( 0000000 Y0000
Xoo000o0e 2000000k Xoooooox  X0000ax  X000ootr Xoooooon Xo0ooao

Sebagai

Xo000000¢ Xo000000¢  XO00000x Xo0oo0oo X0000000 X000 X00000000  X000000¢
200000000 000000 X0000oat X2000000¢  X000000x 230000000 XO0000000  XX0000000
X000000¢ X000 X00000x  X00000xX X000000cxk X0000000t X000000¢  XX000000K
20000000¢ 2000000 00000 X000000¢ 20000000 X000000¢  XO00000%¢  X30000000
)
)

RO, 20X 0000000 2000
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,
)
[tanda tangan dan cap]

)
Nama Lengkap

Lambang garuda diikuti
kata Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Nama penerima piagam

—

Bentuk penghargaan
atas  prestasi atau
keteladanan yang
diwujudkan

Tempat, tanggal bulan
dan tahun

o
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CONTOH FORMAT 1

PIAGAM PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I

pis

KEMENTERIAN KOORDINATOﬁ BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA
)

)
PIAGAM PENGHARGAAN

)

[rama jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon {] berdasarkan 000000 X0000000¢  X0000000C

JOCO0OOG 30000000 XOO000OX  X0000000L  20000C00C 2000000

2000000 30003000 X0

000K 000000 X000xxx  dan ketentuan pelaksanaannya, dengan ini memberikan

penghargaan kepada:
Nama ICOO0OK
NIP TX000000
Jabatan : »0000000¢
Instansi : 000000

JOO0QOK
20000000(
200000000
YO0OOO0

3000000 J0CO0RXX
OOOO0OKK XXX
Y0000 XOTOOKXK
0000000 X000000CK)

Atas 00000000 30000000 XC0C000K  XCO00000.  X000000K  X000000X X0000000, X000

200000000 X20000000 200000C0¢  J000000CK 20000000¢C 300000 XXEOCOCOD( 00000
0000000, 0000 X000COO0C X0C0C00¢  J00000000  X0000000 000000 2000000
300000 00000000 OO0 X000 000000 XO0000X( 000000 20000
ICOC0OOO 00CO000C 00000 X0000000C 00000 X000 J0000000C  X0000KX
IGOOCOOO X000000C  XI0D00OX X000

2000000, X0 20000000¢ 3000

HKOORKOONA
20000000(
20000000
20000000(

Yoooo00or  Xooooox  Xoooooxx 0000000
Xoooooax 20000000 X30000or  XI000mxXX,

)
[tanda tangan dan cap]

)

Nama Lengkap

Lambang garuda diikuti
kata Kementerian
Koordinator Bidang
Perckonomian Republik
Indonesia

Dasar kewenangan
mengeluarkan piagam

Bentuk  penghargaan
atas prestasi atau
keteladanan yang
diwujudkan

Nama jabatan Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I
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CONTOH FORMAT 2
PIAGAM PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I

KEMENTERIAN KOORDINATOﬁ BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
PIAGAM PENGHARGAAN
)

)
Diberikan Kepada:

Xooooooox 000000 2000000 Xoooooo  Xoo0ooox  Xooo0000 0000000 X0000000¢
Xo000000 20000000 X00000000 XD000000¢ 00000000 X00000xx. 2000000

Sebagai

X0000000¢  Xo000003¢  XO000000¢  XO000000X  X0000000¢  XX000000¢  XO000000¢  X0000000(
X000000¢ 200000 0000000k 000000 000000 X0000000K X0000000K  X000000(K
X000000  X0000000¢  XO000000X  XO00000X  X000000X Xo00000X  X000000X  X0000000
20000000¢ X0000000¢  XO000000X  XO000000¢ 20000000 X000000aX  X00000x  XO000000K
)
)

JOOOOODOK, XX 3000000 X000

)
Xo000000¢ X0000000C X000000(  X00000000  JO00000K
Xo000000¢  X3000000(  XO000000K,

)
[tanda tangan dan cap]
)

Nama Lengkap

Lambang garuda diikud
kata Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

H Nama penerima piagam

Bentuk penghargaan
atas prestasi atau
keteladanan yang
diwujudkan

Tempat, tanggal bulan
dan tahun

}<l Nama jabatan Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon I




- 129 -

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

BAB II Pembuatan Naskah Dinas
A. Prinsip
B. Prosedur

1.

2.
3.
C. Ko

Persetujuan Konsep dan Pembubuhan Paraf

a) Pembubuhan Paraf secara Hierarkis

b) Pembubuhan Paraf Koordinasi

Penomoran Naskah Dinas

Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas
de Unit Kerja

D. Penulisan

1.

N

=
RON=TZOORR

Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta

a) Penggunaan Kertas

b) Amplop

c) Warna Tinta

Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata
Penyambung

Penentuan Batas/Ruang Tepi

Nomor Halaman

Tembusan

Lampiran

enggunaan Lambang Negara, Logo Kementerian, dan Cap

Penggunaan Lambang Negara

Penggunaan Logo

Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama
Penggunaan Cap
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BAB II
PEMBUATAN NASKAH DINAS
A. Prinsip
Dalam proses pembuatan naskah dinas, memperhatikan prinsip sebagai
berikut:
1. Ketelitian dan Kecermatan

Dalarmn membuat Naskah Dinas harus mencerminkan ketelitian dan
kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah
bahasa, dan penerapan kaidah ¢jaan di dalam pengetikan.

Kejelasan

Naskah Dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud darni materi yang
dimuat dalam Naskah Dinas.

Logis dan Singkat

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, dan logis
secara efektif, singkat, padat, dan lengkap schingga mudah dipahami bagi
pihak yang menerima Naskah Dinas.

Pembakuan

Naskah Dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga
dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan dapat
dipertanggungjawabkan.

B. Prosedur
1. Persetujuan Konsep dan Pembubuhan Paraf

Konsep naskah dinas harus terlebih dulu disetujui oleh pejabat secara
hierarkis dari unit terkait. Persetujuan konsep naskah dinas dilakukan
dengan memberikan paraf oleh pejabat pada jenjang struktural dibawahnya
di bawahnya. Pengaturan paraf dinas, yaitu:

a) Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis

1} Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh dua pejabat
pada dua jenjang jabatan struktural di bawahnya;

2) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf;

3) Naskah Dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, harus
diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar Naskah Dinas oleh pejabat
yang menandatangani dan pejabat pada dua jenjang jabatan
struktural di bawahnya; dan

4) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:

(a) untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat
penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah kanan/setelah
nama jabatan penandatangan; dan

(b) untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat
penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah kiri/sebelum
nama, jabatan penandatangan.

b) Pembubuhan Paraf Koordinasi
Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan
koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari unit
terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.
Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya:
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CONTOH KOLOM PARAF KOORDINASI DALAM BENTUK MATRIKS

PARAF KOORDINASI

SESMENKO
DEPUTI I
DEPUTI 11
DEPUTI Il

DEPUTI IV

DEPUTIV

dst...

CONTOH KOLOM PARAF KOORDINASI PENGAJUAN USULAN
LEGAL DRAFTING RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

No Pemroses Nama Jabatan Paraf
1 |Konseptor Koor. Kel. Substansi Ortala

Legal Drafier

Catatan :

bahasa asing

yang belum
2 ada di KBEI. Koor. Kel. Substansi Hukum
3 Pemeriksa I %2 Karo Perencanaan
4 |Pemeriksa Il Karo Hukum dan Organisasi
5 Pemeriksa Il Sesmenko

. Penomoran Naskah Dinas
Penomoran pada Naskah Dinas merupakan bagian penting dalam proses
penciptaan arsip.
1) Naskah Dinas Pengaturan

Susunan nomor naskah dinas pengaturan terdiri dari tulisan
nomor, nomor naskah dinas {(nomor urut dalam satu tahun
takwim), tulisan tahun dengan huruf kapital dan tahun terbit.
Sedangkan penomoran Sistem Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) mengikut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Contoh Format Penomoran Peraturan:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
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ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN
Keterangan :
NOMOR ... TAHUN ...
I » Nomor Naskah
Tahun Terbit

Contoh Format Penomoran Instruksi;

INSTRUKSI
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Contoh Format Penomoran Surat Edaran:

SURAT EDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN

2) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan}
Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) merupakan naskah dinas
yang penomorannya sama dengan nomor peraturan. Susunan
penomoran Keputusan adalah sebagai berikut:
(a) Nomor urut Keputusan; dan
(b) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Keputusan:

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TIM PELAKSANA SATUAN TUGAS NASIONAL PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA

Keterangan :
NOMOR ... TAHUN ...

I » Nomor Naskah
Tahun Terbit

3) Naskah Dinas Penugasan
Susunan penomoran surat perintah dan surat tugas adalah
sebagai berikut;
(a) Kode Klasifikasi arsip;
(b} Nomor urut surat perintah atau surat tugas;
(c) Kode jabatan unit pengelola;
(d) Bulan pembuatan surat perintah atau surat tugas; dan
() Tahun terbit.
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Contoh Format Penomoran Surat Perintah :
SURAT PERINTAH
NOMOR KP.01.01/02/SES.M.EKON/03/2022

KP.01.01 : Kode Kiasifikasi Arsip urusan perencanaan
kebutuhan Aparatur Sipil Negara

02 : Nomor urut Surat Perintah dalam satu tahun
takwim/kalender  (konsistensi  penyebutan
takwim bersama kalender)

SES.M.EKON : Kode Jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

03 : Bulan ke- 3 (Maret)

2022 : Tahun terbit

Contoh Format Penomoran Surat Tugas :
SURAT TUGAS
NOMOR OT.01/03/SET.M.EKON.1/10/2022

OT.01 : Kode klasifikasi arsip urusan organisasi

03 : Nomor wurut Surat Tugas dalam satu tahun
takwim /kalender

SET.M.EKON.1: Kode jabatan Kepala Biro Perencanaan

10 : Bulan ke- 10 (Oktober)

2022 : Tahun terbit

4) Naskah Dinas Korespondensi Internal
Nota Dinas dan Surat Undangan Intern menggunakan nomor surat,
sedangkan Disposisi tidak menggunakan nomor surat. Susunan
nomor dalam Naskah Dinas Korespondensi Internal, yaitu:
(a) Nota Dinas
Susunan nomor nota dinas meliputi:
(1) Kode klasifikasi arsip;
(2) Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
(3) Kode jabatan unit pengelola;
(4} Bulan pembuatan nota dinas; dan
(5) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Nota Dinas
NOTA DINAS
NOMOR PR.01.02/04/SET.M.EKON.1/10/2022

PR.01.02 : Kode Klasifikasi arsip wurusan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

04 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun
takwim /kalender

SET.M.EKON.1 : Kode jabatan pada Biro Perencanaan

10 : Bulan ke- 10 (Oktober)

2022 : Tahun terbit

(b} Surat Undangan Intern
Susunan penomoran Surat Undangan Intern, terdiri dari:
(1) Kode klasifikasi arsip;
(2) Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
(3) Kode jabatan unit pengelola;
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(4) Bulan pembuatan surat undangan intern; dan
(5) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Undangan Intern :
Nomor : HM.02.01/05/SET.M.EKON.2/10/2022

HM.02.01 : Kode Klasifikasi arsip urusan Publikasi

05 : Nomor urut Surat Undangan Intern dalam satu
tahun takwim/kalender

SET.M.EKON.2 : Kode jabatan Biro Hukum dan Organisasi

10 : Bulan ke- 10 (Oktober)

2022 : Tahun terbit

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern
(a) Surat Dinas
Susunan penomoran Surat Dinas, terdiri dari:
(1) Kategori klasifikasi keamanan Surat Dinas;
(2) Kode Klasifikasi arsip;
(3) Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwimy);
(4) Bulan pembuatan Surat Dinas; dan
(5) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas
Nomor : R/KU.04.02/06/SET.M.EKON.4/10/2022

R : Kategori klasifikasi keamanan yang bersifat
Rahasia

KU.04.02 : Kode Klasifikasi arsip urusan laporan keuangan
triwulanan

06 : Nomor urut Surat Dinas dalam satu tahun
takwim /kalender

SET.M.EKON.4: Kode jabatan Biro Umum
10 : Bulan ke- 10 (Oktober)
2022 : Tahun terbit

(b) Surat Undangan Ekstern
Susunan penomoran Surat Undangan Ekstern, terdiri dari:
{1) Kode klasifikasi arsip;
{2) Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
(3) Kode jabatan unit pengelola;
{4) Bulan pembuatan Surat Undangan Ekstern; dan
(5) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Undangan Ekstern
Nomor : PH.02/07/SET.M.EKON.2/10/2022

PH.02 :  Kode Klasifikasi Arsip urusan Produk Hukum
07 :  Nomor urut Surat Undangan Ekstern dalam
satu tahun takwim/kalender
SET.M.EKON.2 : Kode jabatan Biro Hukum dan Organisasi

10 : Bulan ke- 10 (Oktober)
2022 : Tahun terbit
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6) Naskah Dinas Khusus
Penomoran Perjanjian memiliki format seperti Naskah Dinas
Pengaturan. Surat Kuasa, Berita Acara, dan Pengumuman memiliki
format penomoran yang sama dan tidak menggunakan kode klasifikasi
arsip, sedangkan Surat Keterangan, Surat Pengantar, Laporan, Telaah
Staf, dan Surat Pernyataan menggunakan kode klasifikasi arsip.
(a) Perjanjian
Susunan nomor Perjanjian Dalam Negeri terdiri dari tulisan nomor,
nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim),
tulisan tahun dengan huruf kapital dan tahun terbit. Sedangkan
Perjanjian Internasional tidak memiliki nomor atau mengikuti
peraturan yang berlaku dan kesepakatan pihak terkait.

Contoh Format Penomoran Perjanjian Dalam Negeri

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DAN
MEW

NOMOR ... TAHUN ...

1

» Nomor Naskah
Tahun Terbit

(b) Surat Kuasa, Berita Acara, dan Pengumuman
Susunan penomoran untuk Surat Kuasa, Berita Acara, dan
Pengumuman, terdiri dari:
(a) Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
(b) Kode jabatan unit pengelola;
(c) Bulan pembuatan naskah dinas; dan
(d) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Kuasa:
SURAT KUASA
NOMOR 08/SET.M.EKON.4/10/2022

08 : Nomor urut Surat Kuasa dalam satu tahun
takwim/kalender

SET.M.EKON.4 : Kode jabatan Biro Umum

10 : Bulan ke- 10 (Oktober)

2022 : Tahun terbit

Contoh Format Penomoran Berita Acara:
BERITA ACARA
NOMOR 09/SET.M.EKON.4/10/2022

09 :  Nomor urut Berita Acara dalam satu tahun
takwim /kalender
SET.M.EKON.4 : Kode jabatan Biro Umum
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10 : Bulan ke- 10 (Oktober)
2022 : Tahun terbit

Contoh Format Penomoran Pengumuman:
PENGUMUMAN
NOMOR 10/SET.M.EKON.4/10/2022

10 : Nomor urut Pengumuman dalam satu tahun
takwim/kalender

SET.M.EKON.4 : Kode jabatan Biro Umum

10 : Bulan ke- 10 (Oktober)

2022 : Tahun terbit

(c) Surat Keterangan, Surat Pengantar dan Surat Pernyataan
Susunan penomoran untuk Surat Keterangan, Surat Pengantar
dan Surat Pernyataan, terdiri dari:

(a) Kode klasifikasi arsip;

(b) Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
(¢} Kode jabatan unit pengelola;

(d) Bulan pembuatan naskah dinas; dan

(e) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Keterangan:

SURAT KETERANGAN
NOMOR : RT.01.03/11/SET.M.EKON.4/10/2022
RT.01.03 : Kode Klasifikasi arsip urusan instansi/ jaringan
11 : Nomor urut Surat Keterangan dalam satu tahun
takwim/kalender
SET.M.EKON.4 : Kode jabatan Biro Umum
10 : Bulan ke- 10 (Oktober)
2022 : Tahun terbit
Contoh Format Penomoran Surat Pengantar:
SURAT PENGANTAR
NOMOR : RT.01.03/43/SET.M.EKON.4/10/2022
RT.01.03 : Kode Klasifikasi arsip urusan instansi/jaringan
43 : Nomor urut Surat Pengantar dalam satu tahun
takwim /kalender

SET.M.EKON.4 : Kode jabatan Birc Umum

10 : Bulan ke- 10 (Oktober)
2022 : Tahun terbit
Contoh Format Penomoran Surat Pernvataan:
SURAT PERNYATAAN
NOMOR : RT.01.03/16/SET.M.EKON.4/03/2022
RT.01.03 : Kode Klasifikasi arsip urusan instansi/jaringan
16 : Nomor urut Surat Pernyataan dalam satu tahun
takwim/kalender

SET.M.EKON.4 : Kode jabatan Biro Umum
03 : Bulan ke- 3 (Maret)
2022 : Tahun terbit
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(d) Laporan
Susunan penomoran untuk laporan terdiri dari:
1) Kode klasifikasi arsip;
2) Nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun
takwim/kalender);
3) Kode jabatan unit pengelola;
4) Bulan pembuatan Laporan; dan
5) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Laporan:

LAPORAN
NOMOR : EP.02.01/25/SET.M.EKON.1/10/2022
TENTANG
) 0:9.9.9.9.9.6.9.0.9.4.0.0.9.0.0.6.0.8.9.¢
EP.02.01 : Kode klasifikasi arsip urusan Evaluasi Program Unit
Kerja
25 : Nomor wurut Laporan dalam satu tahun
takwim/kalender
SET.M.EKON.1: Kode jabatan Biro Perencanaan
10 : Bulan ke- 10 (Oktober})
2022 : Tahun terbit

(e} Telaah Staf
Susunan penomoran untuk laporan terdiri dari:
1) Kode Kklasifikasi arsip;
2) Nomor naskah dinas (nomor wurut dalam satu tahun
takwim/kalendet);
3} Kode jabatan unit pengelola;
4) Bulan pembuatan Telaah Staf; dan
5) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Telaah Staf
TELAAH STAF
NOMOR : PR.02.02/26/SET.M.EKON.1/10/2022

PR.02.02 : Kode Klasifikasi arsip urusan Rencana Kinerja
Tahunan

26 : Nomor urut Telaah Staf dalam satu tahun
takwim/kalender

SET.M.EKON.1: Kode jabatan Biro Perencanaan

10 : Bulan ke- 10 (Oktober)

2022 : Tahun terbit

7) Naskah Dinas Lainnya
Sertifikat dan piagam memiliki format penomoran yang sama dan tidak
menggunakan kode klasifikasi arsip, sedangkan notula menggunakan
kode klasifikasi arsip.
(a) Notula
Susunan penomoran untuk Notula terdiri dari:
(1) Kode klasifikasi arsip;
(2) Nomor naskah (nomor urut dalam satu takwim /kalender);
(3) Kode jabatan unit pengelola;
(4) Bulan pembuatan Notula; dan
(5) Tahun terbit.

£ AT 11
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Contoh Format Penomoran Notula:

NOTULA
Nomor : OT.03.02/12/SET.M.EKON.2/10/2022

0T.03.02 : Kode klasifikasi arsip urusan Analisis Beban
Kerja

12 : Nomor wurut Notula dalam satu tahun
takwim/kalender

SET.M.EKON.2 : Kode jabatan Biro Hukum dan Organisasi

10 : Bulan ke- 10 {Oktober)

2022 : Tahun terbit

(b) Sertifikat dan Piagam
Susunan penomoran pada sertifikat dan piagam terdiri dari:
(1) Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwimj;
(2) Kode jabatan unit pengelola;
(3) Bulan pembuatan naskah dinas; dan
(4) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Sertifikat:

SERTIFIKAT

Nomor :12/M.EKON/10/2018

12 : Nomor wurut Sertifikat dalam satu tahun
takwim /kalender

M.EKON : Kode jabatan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

10 : Bulan ke- 10 {Oktober)

2018 : Tahun terbit

Contoh Format Penomoran Piagam:

PIAGAM
Nomor : 13/M.EKON/10/2018
13 : Nomor wurut Piagam dalam satu tahun
takwim/kalender
M.EKON : Kode jabatan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
10 : Bulan ke- 10 (Oktober)
2018 : Tahun terbit

3. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas dapat
dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau
bagian mana dari Naskah Dinas tersebut yang diadakan perubahan,
pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.

a) Pengertian
1) Perubahan
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Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas
yvang dinyatakan dengan lembar perubahan.

2) Pencabutan

Pencabutan adalah mencabut Naskah Dinas tertentu karena
bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru
ditetapkan.

3) Pembatalan

Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi Naskah
Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan
pembatalan dalam naskah dinas yang baru.

4) Ralat

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi
Naskah Dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang
baru.

b) Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat
1) Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut,

2)

3)

atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan

Naskah Dinas yang setingkat atau lebih tinggi. Hal-hal terkait

perubahan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(a) perubahan peraturan perundang-undangan terjadi apabila ada
muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan diubah;

(b) perubahan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) tidak lebih
dari 60% (enam puluh persen) dari total peraturan perundang-
undangan yang dimaksud; dan

(¢) jika perubahan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) lebih dari
60% (enam puluh persen) maka peraturan perundang-undangan
dimaksud harus dilakukan pencabutan dengan penggantian
melalui paraf persetujuan pihak terkait, yaitu Konseptor, Legal
Drafter, dan Pemeriksa.

Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan

pembatalan adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas

tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik,

dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

C. Kode Unit Kerja

Kode unit kerja yang digunakan dalam penomoran naskah dinas mengacu
pada tabel dibawah ini:
No. Jabatan/Unit Kerja Kode Unit Kerja
1. [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M.EKON
2. [Sekretaris Kementerian Koordinator SES.M.EKON
3. [Biro Perencanaan SET.M.EKON.1
4. Biro Hukum dan Organisasi SET.M.EKON.2
5. [Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan SET.M.EKON.3
Persidangan
6. Biro Umum SET.M.EKON.4
7. [Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan | D.IL.M.EKON
Keuangan
8. |Asisten Deputi Fiskal D.I.M.EKON.1
9. |Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal | D.I.M.EKON.2
10. |Asisten Deputi Perekonomian Dacrah dan D.I.M.EKON.3
Sektor Riil
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No. Jabatan/Unit Kerja Kode Unit Kerja

11. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga D.I.M.EKON .4
Keuangan

12. Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan D.I.M.EKON.5
Keuangan Syariah

13. [Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan D.II.M.EKON
Agribisnis

14. Asisten Deputi Pangan D.II.M.EKON.1

15. |Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis D.II.LM.EKON.2
Hortikultura

16. |Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis D.II.M.EKON.3
Perkebunan

17. |Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis D.II.M.EKON.4
Peternakan dan Perikanan

18. [Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan | D.II.LM.EKON.5
dan Agribisnis

19. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan D.IIL.LM.EKON
Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan
[novasi

20. |Asisten Deputi Minyak dan Gas, D.III.M.EKON.1
Pertambangan, dan Petrokimia

21. Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata |D.III.M.EKON.2

22, |Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri D.III.M.EKON.3
[nformasi

23. |Asisten Deputi Utilitas dan Industni D.III.M.EKON.4
Manufaktur

24. Asisten Deputi Niaga dan Transportasi D.III.M.EKON.5

25. |Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, D.IV.M.EKON
Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

26. |Asisten Deputi Ekonomi Digital D.IV.M.EKON.1

27. |Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi D.IV.M.EKON.2
Masyarakat dan Kewirausahaan

28. |Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, D.IV.M.EKON.3
Kecil, dan Menengah

29. Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas D.IV.M.EKON.4
Tenaga Kerja

30. |Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem D.IV.M.EKON.5
Ketenagakerjaan

31. [Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan D.V.M.EKON
[ndustri

32. [Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing D.V.M.EKON.1
Ekonomi

33. |Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan D.V.M.EKON.2

34. |Asisten Deputi Pengembangan Logistik D.V.M.EKON.3
Nasional

35. [Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, D.V.M.EKON.4
Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

36. |Asisten Deputi Pengembangan Industri D.V.M.EKON.5

37. [Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan D.VI.M.EKON

Wilayah dan Tata Ruang
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No.

Jabatan /Unit Kerja

Kode Unit Kerja

38.

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan
Kawasan Strategis Ekonomi

D.VI.M.EKON.1

39.

Asisten Deputi Penataan Ruang dan
Pertanahan

D.VI.M.EKON.2

40.

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan

D.VIL.M.EKON.3

41.

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan
Pemanfaatan Teknologi

D.VL.M.EKON.4

42.

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan
Pembangunan

D.VIL.M.EKON.5

43.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional

D.VIL.M.EKON

44.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia

D.VILM.EKON.1

45.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa,
Afrika, dan Timur Tengah

D.VIL.M.EKON.2

46.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika
dan Pasifik

D.VII.M.EKON.3

47.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
dan Sub Regional

D.VII.M.EKON.4

Jasa, dan Sumber Daya Alam

48. |Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi D.VIL.M.EKON.5
Multilateral

49. [Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, | SA.I.M.EKON
dan Ketahanan Ekonomi

50. [Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan | SA.I.LM.EKON

S1.

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital,
Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia

SA.III.M.EKON

52. [Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah SA.IV.M.EKON

53. [Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas | SA.V.M.EKON
dan Daya Saing Ekonomi

54. [nspektorat INS.M.EKON

D. Penulisan

1. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana

surat-menyurat

untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.
a) Penggunaan Kertas

1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal

70 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaan,

dan dokumen pelaporan.

2)

Pembuatan Naskah Dinas dari draf hingga nett yang dibubuhi paraf

tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas dari
draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas arsip.

3)

Naskah dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen, harus

menggunakan kertas dengan standar kertas permanen:
(@) gramatur minimal 70 gram/ m?;

(b) ketahanan sobek minimal 350 mN;
(c) ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau 2,18

(metode MIT);

(d) pH pada rentang 7,5-10;
(e) kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg; dan
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(f) daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5.

4) Kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas ukurannya

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dari:

(a) Naskah Dinas Arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x
330 mm;

(b) Naskah Dinas Korespondensi menggunakan kertas A4 yang
berukuran 297 x 210 mm ( 8% x 11% inci); dan

(c) Naskah Dinas Khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran
297 x 210 mm ( 8% x 11% inci).

Amplop

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama
untuk surat keluar lembaga. Ukuran, Warna, Penulisan Pengirim dan
Tujuan, serta Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul
yang digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, diatur sesuai dengan keperluan
kementerian dengan mempertimbangkan efisiensi.

1)

2)

3)

4)

Ukuran

Ukuran Amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas
disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas yang
akan didistribusikan.

Warna

Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau
coklat muda.

Penulisan Pengirim dan Tujuan

Pada Amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat
tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara/logo kementerian,
nama kementerian/jabatan, serta alamat kementerian, sedangkan
alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan nama
jabatan/lembaga dan alamat lembaga.

Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul

Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran Amplop dengan
mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi
dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah
penerima/pembaca surat. Pada Amplop yang mempunyai jendela
kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus
tepat pada jendela Amplop.
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CONTOH FORMAT
MELIPAT KERTAS SURAT
(@ QR O
SorE ey T
o Periama, sepertiga bagian
B — bawah lembaran  kerias
surat dilipat ke depan
| SRS
Kedua, sepertiga bagian atas
lembaran  kbrtas  surat
dilipat ke befakang
Y
Ketiga, surat dimasukicin
bagian kepala surat
menghadap ke depan ke
arah pembaca penerima
| =
. Pada samput yang-
mengeunskan jendeia kertas
kaca, alamat tujuan pada
kepala surat harus tepat di

balik jendela kertas kaca
Warmna Tinta
Tinta yang digunakan untuk penulisan surat berwarna hitam,

sedangkan untuk warna tinta yang digunakan dalam pembubuhan
paraf dan tanda tangan berwarna biru tua.

2. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

a)

b)

Jarak Spasi

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek

keserasian, estetika, banyaknya isi Naskah Dinas dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) jarak antara judul dan isi adalah dua spasi;

2) jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan
baris kedua adalah satu spasi; dan

3) jarak spasi masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa

teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari
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satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman
pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan
urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu
diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata
pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis
bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan
sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris
Paling Bawah
adalah media ...

media ...| € kata penyambung

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media
elektronik ... dst.

media elektronmik ........cccvvvvenannn. dst.

3. Penentuan Batas/Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah
dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara
penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan
naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri
sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi
dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang
digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:

a) ruang tepi atas: apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 spasi
dibawah kop, dan apabila tanpa kop Naskah Dinas, sekurang-
kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;

b) ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;

¢) ruang tepi kin: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan

d) ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan:

Dalam kondisi tertentu, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas

dapat disesuaikan dengan isi suatu Naskah Dinas. Penentuan ruang tepi

(termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan

aspek keserasian dan estetika.

4. Nomor Halaman

Nomor halaman Naskah Dinas ditulis dengan menggunakan nomeor urut

angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan

membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali
halaman pertama Naskah Dinas yang menggunakan kop Naskah Dinas
tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

5. Tembusan
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Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang

menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.
6. Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi

nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan

nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

. Penggunaan Lambang Negara, Logo Kementerian, dan Cap Dinas.

Lambang Negara, Logo, dan Cap Dinas digunakan dalam Tata Naskah Dinas
sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk
memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di
seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan
Lambang Negara, Logo, dan Cap Dinas pada kertas surat dan amplop.

1. Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas

adalah sebagai berikut:

a) Lambang Negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda
pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi;

b) Lambang Negara digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani
sendiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

c¢) Lambang Negara dapat digunakan pada naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas nama pejabat yang
diwakilinya; dan

d) Lambang Negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara
simetris pada naskah dinas.

2. Penggunaan Logo

a) Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf
yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas lembaga
agar publik lebih mudah mengenalnya;

b) Logo yang digunakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
adalah logo yang sudah ditetapkan;

c} Logo digunakan oleh pejabat berwenang selain pimpinan tertinggi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

d) Logo ditempatkan di sebelah atas kepala surat pada naskah dinas.

3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama

a) Dalam kerja sama yang dilakukan antar pemerintah (G to G,
menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara.

b) Tata letak Logo dalam perjanjian kerja sama secktoral, baik antar
kementerian/kabupaten/kota (di dalam negeri), Logo yang dimiliki
lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.

4. Penggunaan Cap

a) Pengertian Cap
Cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu
lembaga. Cap digunakan untuk pengabsahan naskah dinas. Cap
dinas yang digunakan di Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, yaitu cap kementerian. Cap kementerian adalah Cap
yang memuat lambang negara/logo kementerian yang digunakan
sebagai tanda keabsahan naskah dinas.

b) Bentuk Cap
1) Cap Menteri

(a) Bentuk bundar terdiri dari tiga lingkaran dengan diameter R1 =
40 mm, R2 = 39 mm, dan R3 = 30 mm. Tebal garis lingkaran R1
= 10,8 mm, R2 = R3 = 0,2 mm.

(b) Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran
kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama jabatan MENTERI
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KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sedangkan di bagian
bawah tercantum tulisan REPUBLIK INDONESIA. Pada
lingkaran ketiga, terdapat gambar lambang negara dengan
ukuran 18 X 19 mm. Di antara kedua tulisan tersebut diberi
tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran sesuai huruf.

1
2

3

2) Cap Kementerian

Bentuk dan spesifikasi Cap kementerian adalah sebagai berikut:
Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5
mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran R1 =
+ 0,8 mm dan R2 = R3 = + 0,2 mm. Pada lingkaran kedua, di bagian
atas tercantum tulisan KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN, sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan
REPUBLIK INDONESIA, dan diantara kedua tulisan tersebut diberi
tanda berupa bintang segilima dengan ukuran sesuai huruf. Pada
lingkaran ketiga, terdapat gambar lambang negara.

Gambar 2. Cap Kementerian
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

BAB Il PENGAMANAN NASKAH DINAS
A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas
B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi
Keamanan dan Akses
1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses
2. Security Printing
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BAB III
PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas
Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas, terdiri dari:

1.

Rahasia adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi
yang terdapat dalam Naskah Dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga
maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap
privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak
kemitraan dan reputasi;

Terbatas adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian
finansial yang signifikan; dan

Biasa adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka
untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan
negara.

Hak akses Naskah Dinas:

1.

3.

Naskah Dinas berklasifikasi rahasia, hak akses diberikan kepada Eselon
Il dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin,
pengawas internal/eksternal dan penegak hukum;

Naskah Dinas berklasifikasi terbatas, hak akses diberikan kepada Eselon
Il dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin,
pengawas internal/eksternal dan penegak hukum; dan

Naskah Dinas berklasifikasi biasa, hak akses diberikan kepada semua
tingkat jabatan dan staf yang berkepentingan.

B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan
dan Akses

1.

Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses

Perlakuan Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses,

diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas

naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah dinas

rahasia. Sedangkan kode derajat klasifikasi terdiri dari:

a} Naskah Dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan tinta
warna merah;

b) Naskah Dinas Terbatas diberikan kode ‘T’ dengan menggunakan tinta
hitam; dan

¢} Naskah dinas Biasa diberikan kode ‘B’ dengan menggunakan tinta
hitam.

. Security Printing

Security Printing adalah percetakan yang berhubungan dengan
pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk mencegah
pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan
keterpercayaan naskah dinas. Security Printing menggunakan metode-
metode teknis sebagai berikut:
a. Kertas khusus
Kertas khusus yang digunakan merupakan kertas jenis concord yang
hanya digunakan untuk naskah dinas yang bersifat terbatas dan
rahasia serta seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
b. Watermarks
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B. Garis Kewenangan dan Penandatanganan
1. Penggunaan Garis Kewenangan
2. Penandatanganan
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BAB IV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

A. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

1.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas
antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada
Menteri Koordinator Bidang Perckonomian.

. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas

yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpahkan

kepada pimpinan di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi

kewenangan untuk menandatanganinya.

Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan

korespondensi kepada pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian sebagai berikut:

a. pimpinan tinggi madya dapat memperoleh pelimpahan kewenangan
dan penandatanganan naskah dinas tentang supervisi, arahan
mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain
yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
dan

b. pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perckonomian dapat memperoleh penyerahan/ pelimpahan
kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-
masing.
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B. Garis Kewenangan dan Penandatanganan

1. Penggunaan Garis Kewenangan
Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang
dilakukan di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab tersebut
tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan
pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika Surat Dinas
ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang
berwenang.

2. Penandatanganan
Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan
dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara.

a)

b)

Atas Nama (a.n.)
Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang
menandatangani Surat Dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang
bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab
pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada
pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima
pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada
pejabat yang melimpahkan wewenang.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan “atas nama”
meliputi:
1} pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis;
2) materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan tanggung
jawab pejabat yang melimpahkan; dan
3) tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas
berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang.
Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain, yaitu nama
jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital
pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.
Contoh Format Atas Nama:
a.n. Sekretaris Kementerian Koordinator
Kepala Biro Perencanaan,

(tanda tangan)

Nama Lengkap
NIP.
Untuk Beliau (u.b.}
Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan
kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di
bawahnya, schingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama
(a.n.). Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan
wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus
mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan
wewenang.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan “untuk beliau”
meliputi:
1) pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat
struktural di bawahnya;
2) materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
3) dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat
pengganti (pelaksana tugas atau pelaksana harian);
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Contoh Format Untuk Beliau:

a.n.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris Kementerian Koordinator,
u.b.
Kepala Biro Hukum dan Organisast

(tanda tangan)

Nama Pejabat
NIP.

Pelaksana Tugas (Plt.)

Penggunaan “pelaksana tugas” dilakukan oleh pejabat yang mendapat

pelimpahan kewenangan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (PIt.),

adalah sebagai berikut:

1)} pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang
menandatangani Naskah Dinas belum ditetapkan karena
menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut;

2) pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat
yvang definitif ditetapkan; dan

3) PIt. bertanggungjawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya.

Contoh Format Pelaksana Tugas:
Plt. Kepala Biro Umum,

(tanda tangan)

Nama Lengkap
NIP.

Pelaksana Harian (Plh.)

Penggunaan “pelaksana harian” dilakukan oleh pejabat yang

mendapat pelimpahan kewenangan dari pejabat definitif yang

berhalangan sementara. Ketentuan penandatanganan pelaksana
harian, yang disingkat (Plh.), adalah sebagai berikut:

1) pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang
menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan schari-hari perlu ada
pejabat sementara yang menggantikannya;

2) pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat
yang definitif kembali di tempat; dan

3) Plh. mempertanggungjawabkan naskah dinas yang
ditandatanganinya kepada pejabat definitif.
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2022

TENTANG
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BAB V PENGENDALIAN NASKAH DINAS
A. Pengendalian Naskah Dinas
1. Naskah Dinas Masuk
2. Naskah Dinas Keluar
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BABV
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

A. Pengendalian Naskah Dinas
Pengaturan tentang pengendalian Naskah Dinas merupakan tahapan
lanjutan dari penciptaan Naskah Dinas. Pengendalian Naskah Dinas harus
diikkutt dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:
1. Naskah Dinas Masuk
a) Naskah Dinas Masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari
orang/lembaga lain. Prinsip penanganan Naskah Dinas Masuk:

1) Penerimaan Naskah Dinas Masuk dipusatkan di unit yang
menangani kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi
kesekretariatan;

2) Penerimaan Naskah Dinas Masuk dianggap sah apabila diterima oleh
petugas atau pihak yang berhak menerima di unit yang menangani
kearsipan; dan

3) Naskah Dinas Masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat
atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit yang menangani
kearsipan.

b} Pengendalian Naskah Dinas Masuk dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:
1) Penerimaan
Naskah Dinas Masuk yang diterima dengan media rekam kertas
ditertma dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori
klasifikasi keamanan: Rahasta, Terbatas, dan Biasa.
Pengendalian Naskah Dinas Masuk yang diterima dengan media rekam
elektronik menggunakan aplikasi bidang kearsipan yang memuat fitur
pencatatan riwayat, pengarahan sesuai klasifikasi keamanan, dan
penyampaian.
Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas dengan
media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan instansi
yang ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan internal melaiui
akun media komunikasi dalam jaringan pribadi atau kedinasan
pegawai, harus disampaikan kepada unit kerja yang menangani urusan
tata persuratan.
2) Pencatatan
(a) Naskah Dinas Masuk dengan media rekam kertas diterima dari
petugas penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan
kategori klasifikasi keamanan.
{b) Pengendalian Naskah Dinas Masuk dilakukan dengan registrasi
Naskah Dinas dengan informasi yang dibutuhkan meliputi:
(1) nomor urut;
(2) tanggal penerimaan;
(3) tanggal dan nomor naskah dinas;
(4) asal naskah dinas;
(9) isi ringkasan naskah dinas;
(6) unit kerja yang dituju; dan
(7) keterangan.
(c) Sarana pengendalian Naskah Dinas Masuk antara lain dapat
berupa:
(1) buku agenda Naskah Dinas Masuk; dan
(2) agenda elektronik.
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Untuk Naskah Dinas Masuk dengan media rekam elektronik yang
telah disampaikan pada unit kerja yang menangani urusan tata
persuratan, selanjutnya dilakukan registrasi ke dalam Aplikasi
Bidang Kearsipan.

3) Pengarahan

(a)
(b)

Pengarahan Naskah Dinas Masuk dengan kategori rahasia dan
terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah yang dituju.
Pengarahan Naskah Dinas Masuk dengan kategori biasa dilakukan
dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi dan
maksud naskah dinas untuk mengetahui unit pengolah yang akan
menindaklanjuti naskah dinas tersebut.

4) Penyampaian

(a)
(b)

()

(@)

Naskah Dinas Masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai
dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas.

Bukti penyampaian Naskah Dinas Masuk memuat informasi
tentang:

(1) nomor urut pencatatan;

(2) tanggal dan nomor naskah dinas;

(3) asal naskah dinas;

(4) isi ringkasan naskah dinas;

(5) unit kerja yang dituju;

(6) waktu penerimaan; dan

(7) tanda tangan dan nama penerima di unit pengolah.

Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:

(1) buku ekspedisi; dan

(2) lembar tanda terima penyampaian.

Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas dengan
media rekam elektronik dapat disampaikan melalui aplikasi bidang
kearsipan atau dalam bentuk tangkapan layar (capturing) atau
salinan digital {soft file).

2. Naskah Dinas Keluar
a) Naskah Dinas Keluar adalah semua Naskah Dinas yang dikirim ke
orang/lembaga lain. Prinsip pengendalian Naskah Dinas Keluar:

1)

2)

Pengiriman Naskah Dinas Keluar dipusatkan dan diregistrasi di
unit yang menangani kearsipan atau unit lain yang
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk Naskah Dinas
Keluar yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf unit
pengolah.

Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan Naskah Dinas Keluar, meliputi:

(a) nomor naskah dinas;

(b) cap dinas;

(¢) tanda tangan;

(d) alamat yang dituju; dan

(e) lampiran (jika ada).

b) Pengendalian Naskah Dinas Keluar dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:

1)

Pencatatan

(a) Naskah Dinas Keluar yang dikirim harus diregistrasi pada
sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar.

{b) Pengendalian Naskah Dinas Keluar dilakukan dengan registrasi
naskah dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar.
Informasi sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar meliputi:
(1) nomor urut;
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(2) tanggal pengiriman;

(3) tanggal dan nomor naskah dinas;
(4) tuyjuan naskah dinas;

(5) isiringkasan naskah dinas; dan
(6) keterangan.

(¢} Sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar antara lain dapat
berupa:

(1) buku agenda Naskah Dinas Keluar; dan
(2) agenda elektronik.

(d) Pengendalian Naskah Dinas Keluar dengan media rekam
elektronik menggunakan aplikasi bidang kearsipan yang
memuat fitur pencatatan riwayat, pengarahan sesuai
klasifikasi keamanan, dan penyampaian.

2) Penggandaan

(a) Penggandaan Naskah Dinas Keluar adalah  kegiatan
memperbanyak Naskah Dinas Keluar dengan sarana reproduksi
yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.

(b) Penggandaan Naskah Dinas Keluar dilakukan setelah Naskah
Dinas Keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.

(c) Penggandaan Naskah Dinas Keluar yang kategori klasifikasi
keamanannya rahasia dan terbatas harus diawasi secara ketat.

3} Pengiriman

(a) Naskah Dinas Keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah
dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat
lengkap dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategor
klasifikasi keamanan: Rahasia, Terbatas, dan Biasa.

(b) Khusus Naskah Dinas Keluar dengan kategori klasifikasi
keamanan Rahasia dan Terbatas dimasukkan ke dalam amplop
kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan
pembubuhan cap dinas.

(c) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas dapat
dikirimkan secara Kkhusus dengan menambahkan tanda “u.p’
(untuk perhatian) diikkuti nama jabatan yang menindaklanjuti
dibawah nama jabatan yang dituju.

4) Penyimpanan

(a) Kegiatan pengelolaan Naskah Dinas Keluar harus
didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit yang menangani
kearsipan yang berupa sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar
dan pertinggal Naskah Dinas Keluar.

(b) Pertinggal Naskah Dinas Keluar yang disimpan merupakan Naskah
Dinas Keluar asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang
kewenangannya.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (1 () gmm‘a@’ Lo

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA,
AIRLANGGA HARTARTO
Pemroses Nama Jabatan Paraf
Konseptor Amar Yasir M. | Analis SDM A]
T. Aparatur Ahl
Madya
Legal Draftor | Fepti Wijayanti | Analis Hukum Ahli /[
Muda -
Pemeriksa | | KtutHadi P. | Kepala Biro HO qj__
Pemeriksa Il Hari Kristijo Kepala 8Biro Umum l-k
Pemeriksalll | Susiwijono Sesmenko _&/
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BB. Naskah Dinas Elektronik;

Naskah Dinas Elektronik merupakan naskah dinas yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perckonomian,
Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atau Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II
sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memuat informasi yang terekam
melalui media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan.

Bentuk, susunan, dan format Naskah Dinas Elektronik sama dengan
naskah dinas konvensional, namun pada bagian kaki Naskah Dinas
Elektronik tidak terdapat tanda tangan basah dan tidak dibubuhi cap.

Bagian kaki Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:

1. tanda tangan elektronik berupa informasi penanda tangan termasuk di
dalamnya nama pejabat dan jabatan; dan

2. gr code berisi Uniform Resource Locators (URL) yang mengarah ke
informasi naskah dinas disertai logo BSrE pada setiap lembar naskah
dinas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Tugas antara lain:
1. Naskah Dinas Elektronik tidak dibububhi cap;

2. Naskah Dinas Elektronik yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Pedoman lebih lanjut mengenai Naskah Dinas Elektronik diatur dalam
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Tata Naskah

Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,
AIRLANGGA HARTARTO
No. Pemroses Nama Jabatan Paraf
1. | Konseplor Amar Yasir M. | Analis SDM A]
T. Aparatur Ahfi
Madya
2. | Legal Drafter | Fepti Wijayanti | Analis Hukum Ahii }
Muda
3. | Pemeriksal | IKwtHadiP. | Kepala Biro HO ﬁ
4. Pemeriksa If Hari Kristijo Kepala Biro Umum W(
5. | Pemeriksalll | Susiwijono Sesmenko -l/
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c) Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Rahasia

Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas yang membutuhkan tingkat
pengamanan tinggi (naskah dinas rahasia) sebaiknya menggunakan
cap yang dicetak timbul {emboss) tanpa menggunakan tinta dengan
maksud untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA,
k,.(
AIRLANGGA HARTARTO
Pemroses Nama Jabatan Paraf
Konseptor Amar Yasir M. | Analis SDM ‘I
T. Aparatur Ahli
Madya
Legal Drafter | Fepti Wijayanti | Analis Hulum Ahli /
Muda -
Pemeriksa | | KiutHadi P. | Kepala Biro HO qi
Pemeriksa Il | Hari Kristijo Kepala Biro Umum w
Pemeriksa Il Susiwijono Sesmenko J)/
(
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GAMBAR 3. WATERMARKS

adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih
terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan
cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.
Penggunaan watermarks hanya untuk naskah dinas yang bersifat
rahasia.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA,
AIRLANGGA HARTARTO
Pemroses Nama Jabatan Paraf
Konseptor Amar Yasir M. | Analis SDM
T. Aparatur Ahli

Madya b
Logal Drafter | Fepti Wijayanti | Analis Hukum AhE f
Muda -

Pemeriksa | | KiutHadi P. | Kepala Birc HO P

Pemeriksa Hari Kristijo Kepala Biro Umum “h

Pemeriksa lll | Susiwijono Sesmenko \y
[
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Contoh Format Pelaksana Harian:
Plh. Kepala Biro Umum,
(tanda tangan)

Nama Lengkap
NIP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA, /
ATRLANGGA HARTARTO
No. Pemroses Nama Jabatan Paraf
1. | Konsepltor Amar Yasir M. | Analis SDM
T. Aparatur Ahli
Madya A)
2 Legal Drafter Fepti Wijayanti | Analis Hullum Ahl /;
Muda
3. | Pemerksal | Kiut Hadi P. Kepala Biro HO qi
4. Pemeriksa (I Hari Kristijo Kepala Biro Umumn HE
5. | Pemerksalll | Susiwiono Sesmenko 4/
I
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(c) Penyimpanan pertinggal Naskah Dinas Keluar diberkaskan
menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas Masuk yang memiliki
informasi atau subyek yang sama.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA, /
— N

AIRLANGGA HARTARTO

No. Pemroses Nama Jabatan Paraf
1. Konseplor Amar Yasir M. | Analis SDM
T. Aparatur Ahli
Madya
2. | Legal Drafter | FeptiWijayanti | Analis Hukum Ahli
Muda -
3. | Pemeriksal I KiutHadi P. | Kepala Biroc HO i“:ﬂ_
4. | Pemeriksall | Hari Kristijo Kepala Biro Umum w
5. | Pemeriksaml | Susiwiiono Sesmenko J./
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal L Dewmber 1010

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA,
-

AIRLANGGA HARTARTO
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BB. Naskah Dinas Elektronik;

Naskah Dinas Elektronik merupakan naskah dinas yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Pimpinan Tinggt Madya/Eselon I atau Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II
sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memuat informasi yang terekam
melalui media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan.

Bentuk, susunan, dan format Naskah Dinas Elektronik sama dengan
naskah dinas konvensional, namun pada bagian kaki Naskah Dinas
Elektronik tidak terdapat tanda tangan basah dan tidak dibubuhi cap.

Bagian kaki Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:

1. tanda tangan elektronik berupa informasi penanda tangan termasuk di
dalamnya nama pejabat dan jabatan; dan

2. gr code berisi Uniform Resource Locators {(URL) yang mengarah ke
informasi naskah dinas disertai logo BSrE pada setiap lembar naskah
dinas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Surat Tugas antara lain:
1. Naskah Dinas Elektronik tidak dibubuhi cap;

2. Naskah Dinas Elektronik yang telah dikeluarkan dan ditandatangani
harus disimpan sebagai arsip.

Pedoman lebih lanjut mengenai Naskah Dinas Elektronik diatur dalam
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Tata Naskah
Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA,
\ﬁ Ql

AIRLANGGA HARTARTO
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¢) Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Rahasia
Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas yang membutuhkan tingkat
pengamanan tinggi (naskah dinas rahasia)} sebaiknya menggunakan
cap yang dicetak timbul femboss) tanpa menggunakan tinta dengan
maksud untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO
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GAMBAR 3. WATERMARKS
adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih
terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan
cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan Kkertas.
Penggunaan watermarks hanya untuk naskah dinas yang bersifat
rahasia.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

A

AIRLANGGA HARTARTO
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Contoh Format Pelaksana Harian:
Plh. Kepala Biro Umum,
(tanda tangan)

Nama Lengkap
NIP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

_

AIRLANGGA HARTARTO
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() Penyimpanan pertinggal Naskah Dinas Keluar diberkaskan
menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas Masuk yang memiliki
informasi atau subyek yang sama.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA,
~( {

AIRLANGGA HARTARTO



